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Kata Sambutan

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha
l't'rryanyang, didahului dengan mengucapkan puji dan syukur kepada
Allah SWT yang menguasai sekalian alam dan tak lupa
rrrcnyampaikan Sholawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi
MLrhammad SAW.

l'cnerbitan suatr.r karya ilmiah dibidang ilmu khusunya bidang hukum,
tcrutama Sistem Hukurn Indonesia patut mendapat penghargaan dan
tlukungan sepenuhnya, mengingat referensi mata kuliah Sistem
llukum [ndonesia sangat minim. Hingga berdirinya Fakultas Ilmu
Srsial dan llmu Politik, universitas Sriwijaya, baru pertama kali ini
tliterbitkan buku yang berjudul Sistem Hukum Indonesia oleh dosen
pcngasuhnya. Penerbitan buku oleh pengasuh mata kuliah
tlilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan llmu politik perlu digalakkan
rlirn didorong. Khususnya karya H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.,LL.D.,
Kctua Jurusan/Program Studi Ilmu Hubungan Internasional sekaligus
pcngasuh mata kuliah Sistem Hukum lndonesia di berbagai jurusan
rlilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, universitas
S'iwijaya dengan judul Sistem Hukum Indonesia sebagai hasil
kt'g,irahan penggaliannya patut diikuti dan dicontoh oleh pengasuh
rrrrlrr kuliah lainnya. Seperti diketahui pihak universitas telah
rrrcnyiapkan bantuan dana dan prasarana bagi setiap dosen
t I i I i ngkungan universitas Sriwij aya untuk menerbitkan buku.

llrrku ini telah memberikan banyak bahan tentang perkembangan
sislcm hukum di lndonesia, meliputi definisi, sumber hukum, sejarah
Irrrkum, macam-macam sistem hukum, sistem hukum Indonesia,
',rslcm peradilan dan penegaknya, sistem pemerintahan, alternatif
1rt'rryclcsaian sengketa, kebijakan pembangunan dalam bidang hukum
nriur[)un pcncgakan hukum di Indonesia.

llrrIrlltt ittlitlirlt scstutttt hitl yang tak hisa rtilawar-lawlr rlilllm scbrr:rlr
rnir',v;r':rkltl yiilt,l ntenHlrnrrl llrirrsill.srrprcl)ursi lttrkrrrrr (lltt' t.ttlt, pf'ltrx:)

lll



sepert

untuk

lndonesia. Setiap orang diharapkan tidaknya hanya ditun

membaca, mengerti dan memahami hukum tatapi juga

mengimplementasikannya dalam kehidupan

Permasalahannya adalah sesuatu yang sangat sukar untuk memahami

hukum Indonesia mengingat berbagai kendala, utamanya

oleh masih lemahnya tradisi akademis yaitu kebiasaan mem

literature hukum. Terlepas dari berbagai keraguan tersebut diatas

sekaligus kenyataan penegakan hukumnya. Perilaku penegak hukum

yang menghadangnya, buku ini mencoba mengurai tema

dengan melihatnya secal'a utuh. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari

perspektif dasar dari buku ini yakni Sistem Hukum Indonesia tida

bisa dilepaskan dari dinamika di luar, mulai dari adat, Islam

kolonialisme sampai globalisasi. Upaya ini dimulai denga

menjelaskan konsep hukum hingga contoh penegakannya.

Dalarn bahasannya buku ini mengantarkan pembaca mengena

berbagai perspektif terkini dalam studi sistem hukum. Selanjutn

bahasan beralih pada realitas hukum yang terbagi ke dalam berbaga

keluarga hukum, seperti hukum adat, civil law, common law,

hukum Islam. Setelah menyiapkan konteks, bahasan mulai tertuj

pada Indonesia, mulai dari studi penyelesaian sengketa di

pengadilan hingga program pembangunan nasional dalam bidan

hukum. Alhasil, buku ini tidak hanya mampu memberikan baha

akademik atas apa yang dimaksud dengan "hukum," tapi lebih dari i

ia menyediakan referensi yang sangat dibutuhkan bagi mas

luas terkait dengan berbagai tema yang sangat mendasar dalam

ilmu hukum itu sendiri.

Semoga buku yang berjudul Sistem Hukum lndonesia rn

menambah wahana perpustakaan yang ada dan dapat di

referensi dan informasi serta menambah wawasar/peng

tentang sistem hukum di Indonesia. Saya mengharapkan penulis

berkarya menerbitkan buku dan dimana perlu dilanjutkan den

pemyempumaannya.

idi

lv

Akhirnya, saya monyatakan pengharapan kiranya rekan-rekan dan

rckan sejawat lainnya selaku tenaga pengajar, baik yang senior mapun

vang letrih muda, bergairah membuat karya tulis-karya tulis terutarma

dulunr bidang ilmu yang diasuh dan ditekuninya, karena hal tersebut

rrrcrupakan pengejawantahan ketertarikan minatnya secara khusus

rlihidung ilmu yang digelutinya. Atas usaha dan kontribusi penulis

tlulrm rnenyelesaikan buku ini, pada kesempatan ini kami

rncngucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan

yung terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya pendidikan

linggi dalam rangka mempersiapkan generasi penerus dimasa yang

ukan datang.

Terirna kasih

Inderalaya, Mei 2018

Prof. Dr. Kiagus M. Sobri,M.Si.
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ihnu Sosial dan IlmuPolitik
Universitas Sriwijaya



seperti di Indonesia. Setiap orang diharapkan tidaknya hanya di

untuk membaca, mengerti dan memahami hukum tatapi juga

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahannya adalah sesuatu yang sangat sukar untuk memahami

hukum lndonesia mengingat berbagai kendala, utamanya di

oleh masih lemahnya tradisi akademis yaitu kebiasaan mem

literature hukum. Terlepas dari berbagai keraguan tersebut diatas

sekaligus kenyataan penegakan hukumnya. Perilaku penegak hukum

yang menghadangnya, buku ini mencoba mengurai tema

dengan melihatnya' secara utuh. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari

perspektif dasar dari buku ini yakni Sistem Hukum Indonesia ti
bisa dilepaskan dari dinamika di luar, mulai dari adat, Islam,

kolonialisme sampai globalisasi. Upaya ini dimulai denga

menjelaskan konsep hukum hingga contoh penegakannya.

Dalarn bahasannya buku ini mengantarkan pembaca mengena

berbagai perspektif terkini dalam studi sistem hukum. Selanjutn

bahasan beralih pada realitas hukum yang terbagi ke dalam berbaga

keluarga hukum, seperti hukum adat, civil law, common law,

hukum Islam. Setelah menyiapkan konteks, bahasan mulai tertuj

pada Indonesia, mulai dari studi penyelesaian sengketa di

pengadilan hingga program pembangunan nasional dalam bida

hukum. Alhasil, buku ini tidak hanya mampu memberikan baha

akademik atas apa yang dimaksud dengan o'hukum," tapi lebih dari i

ia menyediakan referensi yang sangat dibutuhkan bagi masya

luas terkait dengan berbagai tema yang sangat mendasar dalam

ilmu hukum itu sendiri.

Semoga buku yang berjudul Sistem Hukum lndonesia rnr

menambah wahana perpustakaan yang ada dan dapat dijadi

ref,erensi dan informasi serta menambah wawasar/pen

tentang sistem hukum di Indonesia. Saya mengharapkan penulis

berkarya menerbitkan buku dan dimana perlu dilanjutkan den

pemyempurnaannya.

tv

Akhirnya, saya menyatakan pengharapan kiranya rekan-rekan dan

rckan sejawat lainnya selaku tenaga pengajar, baik yang senior mapun

yang lebih muda, bergairah membuat karya tulis-karya tulis terutarna

tlrlum bidang ilmu yang diasuh dan ditekuninya, karena hal tersebut

rnorupakan pengejawantahan ketertarikan minatnya secara khusus

tlihitlung ilmu yang digelutinya. Atas usaha dan kontribusi penulis

tlulnnr menyelesaikan buku ini, pada kesempatan ini kami

rncngucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan

yung terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya pendidikan

linggi dalam rangka mernpersiapkan generasi penerus dimasa yang

nkan datang.

Terima kasih

Inderalaya, Mei 2018

Prof. Dr. Kiagus M. Sobri,M.Si.
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Kata Pengantar

Tidak henti-hentinya penulis panjatkan pr4i dan syukur kepada

Allah SWT, karena berkat izin, panduan dan hidayahNya hingga bisa

lahir buku ini dihadapan para pembaca yang budiman. Rasa terima

kasih yang sebesar besarnya .iuga penulis haturkan kepada Prof Dr.

Kiagus. M. Sobri Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas IImu Sasial dan

IImu Politik, Universitas Sriwijaya" berkat sumbangsih dan jasa beliau

dalam membantu, memberi nasehat, saran, koreksi dan memotivasi

penulis sehingga terbitlah buku ini. Disamping itu, karena kerendahan

hati beliaubersedia rnernberikan kata sambutan dalam buku ini.

Selanjutnya penulis juga ucapkan terima kasih yang tak terhingga

kepada Prof Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas

Sriwjaya yang tak henti-hentinya telah menrbantu dan rnendorong

serta memfasilitasi penulis untuk terus berkarya.

Pada saat ini belurn banyak lreredar buku pela3aran tentang

Sistern Hukurn Indonesia khususnya di Suunatera Selatan lebih khusus

lagi di kota Palembang dan Indralaya. Buku Sistem Hukunr Indonesia

yang beredar di Surnatera. Selatan dapat dihitung derrgan jari itupun

terkadang sudah lebih dari sepuluh tahun seiak saat penerbitan dan

jumlah esemplar persediaannya amat sangat terbatas. Karena itu tidak

hanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistern Hukurn

Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan buku referensidalam

bidang ini, akan tetapi pengasuh mata kuliah pun mengalami

kesulitan untuk mendapatkan referensi yang memadai untuk mata

kuliah Sistem Hukum lndonesia. Penulis sangat menghargai

pendahulu, rekan-rekan dan teman sejawat yang telah menulis bulru

tentang mata kuliah tersebutbegitu juga bagi rnereka yang baru belajar

mata kuliah yang berkaitan dengan Sistem tr{ukum Indonesia. Tanpa

mcngurangi rasa honnat terhadap tetnan-teman sejawat yang telah

mcnulis huku tentang Sistern Flukum Indonesia, saat ini masih sangat

1rcrlu buku re{'erensi yang komprehensif tentang Sistem Hukurn

Ittcloncsilt.

VI

I)idalarn buku ini diawali dengan pendahurluan yang
rrrernlrnhas tentang del'lnisi sistem hukum, pengertian dasar sistem

Irrrkunr. Dilanjutkan dengan bab kedua tentang sumber hukum
Irrckrttcsia. Kemudian dilanjutkandengansejarah hukum Indonesia.
l'urln bab keempat, akan dibahas lnengenai macam-lnacam sistem

Irrrl'rrrtr. dilanjutkan dengan bab kelima mengenai Sistern Hukum
Intkrtrcsia. Pada bab keenam membicarakan sistem peradilan di
Irrtlurresia dan penegaknya. Lalu pada bab ketujuh dilengkapi dengan
rrnriun tentang sistem pemerintahan lndonesia. Dilanjutkan dengan

rrltcrnatif penyelesaian sengketa di indonesia. Kemudian pada bab ke

serubilan mengenani kebijakan program pernbangunan nasional dalam
lrrclang hlrkum Akhirnya, ditutup dengan bab penegakan hukuni di
Ittrkrrtr;sia.

Iluku ini diperuntukan tidak hanya bagi mahasiswa yang
hcluinr Sistern Hukum Indonesia di jurusan administrasi negara,

:lrsiologi, ilmu komunikasi dan hubungan internasional pada lakultas
rlrrrrr sosial dan ilmu politik, tapi juga mahasiswa di takultas lain dan
rrrrrsylrakat pada umumnya yang ingin mengetahui dan memahami
rrr,k'rn lrukum di lndonesia. Untuk itu buku ini disajikan dalam
lrt'trlrr[ yang sederhan&, agar dapat dimengerti bagi pembaca pemula
nurupun bagi yang ingin mendalami Sistem Hukum indonesia.

llnttrk itulah penulis dengan senang hati rnembuka kesempatan

Lc;trull sun.ruzr pihak untuk rnemberikan kritik dan saran yang

hrrrnlrrrktrl'dalam rangka penyempurnaan buku ini dirnasa yang akan

rtrrlrrtrlt lr,trrri sangat rnenyadari bahwa tidak ada manusia yang
irulrl)rrrrru. bcgitupun tulisan dalarn buku ini jauh daripada sempurna
[rrrr.:rtir kctr:rtratasan dari penulis, oleh karenanya harapan karni agar

;trr r rr 
1 
lt'rrr lrlca rlapat rnentakl uninya.

lk:r surnaan dengan terbitnya buku ini, penulis ingin
ulr.ttgrn'rrpkln tcrinla kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr.

Allltn, M l.ii sclaku Kcpala LJPT Penerbit dan Percetakan lJnsri

lnrgttn rlnl ynrrtri tclah rncnrbcri nrotivasi, lrantuan clan kcscdiaannya

Itilllll ntcng lrrlhlrr [ruliu Sislcnr I lukurn Irrcloncsia rrri dan Ibu

vll



Maryati, staf UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya atas

bantuan dan perhatiannya, selanjutnya ucapan terima kasih penulis

tujukan kepada Guru Besar- Guru Besar, Ketua-Ketua Jurusan dan

teman sejawat, khususnya saudari Inda Mustika Permata, S.IP.,M.A.

dan saudara Bima Jon Nanda,S.IP.,M.A'yang membantu dalam

pengumpulan data dan proses pengetikan, begitu juga mahasiswa -

mahasiswi ilmu administrasi negara, ilmu komunikasi dan sosiologi

khususnya kampus Inderalaya dan Palembang dari angkatan tahun

2015 yang mengambil mata kuliah Sistem Hukum

Indonesiadilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sriwij aya serta keluarga penulis.

Inderalaya, Mei 2018

Penulis
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Sistem ttuQym I ntonesia

BAB I
PENDAHULUAhI

A. Dctlnlci Sistem
Didalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud sistem

fdfhh "perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga

lfrrnbsntut totalitasr. Sistem juga berasal dari bahasa Yunani yaitu

ftpfmo"yrng berarti satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau

ISmc, yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran
Itflbrmasi,materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya,

l&fuk menambah pengetahuan kita tentang definisf sistem adabaiknya
ih llhat dari berbagai sumber yang ada. Sistem dapat juga

sebagai sekelompok komponen dan elemen yang

menjadi satu untuk mencapai tujuan. Ada banyak

tcntang definisi dan pengertian sistem yang dijelaskan oleh

ahli. Definisi dan pengertian sistem menurut beberapa para

kita lihat didalam tabulasi dibawah ini:

Sbttm Tehtologl lqformasl, Yogyrkarta: Andi Offgct,Hal.2

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tqiuan
tertenfu. Sistem ini menggambarkan suatu

kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata,

seperti tempat, benda dan orang-orang yang

behrl ada dan terjadi.
Sistem adalah kumpulan-kumprrlan dari
komponen-kcmponen yang memiliki unsur-

unsur keterkaitan antara satu dengan yarrg

Sistern adalah himpunan dari bagian-bagran

Ittalba Pcrurcanma SrrtG,t, Dcwhntasl ObJehlqfarmattlm,



S kt em !t{u funn -t ndo ne sia

yang saling berhubungan, yang secara bersama

mencapai tujuan-tujuan yang sama.

4. Murdick. R.G Sistem adalah seperangkat elemen yang

membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur

atau bagan-bagan pengolahan yang mencari

suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan

mengoperasikan data dan/atau barang pada pada

waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan

informasi dan/atau energy dan/ataubarang.

5 Bachsan Mustat-ao Sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan

sllatu kebulatan berdasarkan alam pikiran

masyarakat hukum yang bersangkutan.

5. Davis,G.B' Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen

yang beroperasi bersama-sama untuk

menyelesaikan suatu sasaran

6. Harijono
Djojditrardjos

Sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup

hubungan fungsional antara ciri tiap objek,

danyang secara keseluruhan merupakan suatu

kesatuan sccara fungsional.

7_ Sri Sanituti

Hariadi')

Suatu kesatrran yg terdiri dari bagian-bagian

yang saling herhr-rbungan satu sama lain, secara

fungsional saling tergantung yang dibatasi dalam

suatu lingkungan, dimana perubahan suatu

bagian trerakibat pada bagian lainnya,

membentuk satu kesatuan kerja untuk mencapai

tuf uan.

6. Dr. Soedjono Sistem adalah pemikiran bulat yang didalamnya

llani, Sidharta.l995. Fengantar Sistem Informasi Bisni,Jakarta.' P.T. ELEX Media
Komputindo, Hal.9
'Roberi, C" Murdick.1991. Si.stem lnformali unhtk Managemen Moder, Jakarta:
Erlangga., l-IaI.270

"Mustafa SH" Bachsan. 2003. Sistem Hukum Indonesitt, Bandung: CV.Remadja
Karya.
Na.jih, Moklrammad dan Soimin. 2014. Fengcintar Hukum Inclonesict. Malang: Setara

Fress,Hal.33
'Gordon, ts. Davis. 199l.Kerangka Dascr Sistem Informa,si Managemen
Bagicrn.Jakarta: PT Pustaka Binmas Presinndo. Hal.45
oDr,l.. I'larijanto D.iojoclihardjo. lgS4,Pengantdr Sistem Kompuler, Bandung:
Iirlangga.I Ial.78
I lirri:rrli. Sri Sanituti, ,Slitle Presentasi
rr, /ori' r rr r, wcl'r.unair.ac. id/aclnr in/. . ./f 2005-a I I p

,.)

Sitam llukunt

)iriosisworo,SH.

Si^s tem 1H uQgm I nt{onesia

l)rrri beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa
.ir.itrnr lt'r'rliri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, baik
lrrrrl-,,:;rrrr1,. lnaupun tidak langsung yang bekerjasama membentuk satu

l..t':lrrlrrrrr tlalam rangka mencapai suatu tujuan.Secara ringkas, sistem

rrrhrlrrlr strutu keseluruhan yang saling berkaitan, bekerjasama untuk
r r rt'r rt';r1lir i suatu tujuan

It. l)clinisi Hukum
Apabila berbicara mengenai definisi hukum atau pengertian

lrrrl,rrrrr irtlalah sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan seperti

nprr yirrl., tlikatakan oleh ahli hukum yang berasal dari negeri Belanda,
I I Vrrrr Apeldorn yang menyurting pendapat Van Kant dalam
I'rrl'rrnvrr "inleiding tot de studie van het Nederlance rech." Menurut
I I Vrrn Apeldorn, hukum merupakan bagian dari ihnu humaniora

r'lrtr ..iurt,'rt luas dan meliputi berbagai aspekkebudayaan. Disamping
llrr, lrrrl.rrrrr rroncakup dari berbagai segi dan aspek kehidupan manusia,

r rrup lrrlihrl'r clan sumbemyapun diberbagai bidangll. Secara etimolgis
letllrrlr "lrrrkrrrn" sering disamakan dengan "recht" dalam bahasa

Ite.lrrrrrlrr. '"lttrt'" dalam bahasa lnggris, "loi" atauoodroit" dalam bahasa

ftlrurr t,,. "rl,r'"' dalam bahasa Latin, "derecto" dalam bahasa Spanyol,
rltrrr ",//rr r/r,'" tlalam bahasa ltalial2.Apabila melihat istilah hukum asing
Ir,lh.'lrrt rlurtirs, ssolah-olah istilah hukum di Indonesia berasal dari
crrlrrlr .irrlrr r:.lrlrrlr tersebut diatas,khususnya istilah dari negara Belanda,
lrr'lr'11 ;,1,;, rrrr'rrgirrgat lndonesia pernah dijajah oleh Pemerintah Hindia
ll:'lrrnrlrr rl:rl:rrrr ktrrun waktu yang cukup lama. Padahal istilah hukum
i'rln!t rlrp,rrrrrlirrlr di Indonesia berasal dari bahasa Arab, dalam

lfr.rrgi'r lrlrn irrrrrirknya adalah "ahkam" yang berarti segala

"'f l111rre;errrrrrr.iill, l)r. Soed.iono, 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT.

fl el*l lmllrrrlrr l'r'r'rrrthr.
"lj+uf llr I I Vrrl APt'ltkrrn. 198(\,1'anganlur llmu Ilukum, Pradnya Paramita, Jakarta,
irfrrl*r+ar 'llf 'r '{l lt) ),015. Rcruttntt l'rrtgrum l)ambangurutn Nu:;ional Jangku
{lpllrlrts,r/r lrrh ru lrr \rnlr' ( irlllkrt
"ll*rr,=ul, \rrrtr l')H(r. l'rttlttttttr Ilrtrt llttkrrnt, Malrtrr14: lrll Ilnrwiilyrr.llal.2T
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sesuatunyalt.Walauprrn demikian, kita dapat menemukan definisi
hukum secara filosofis maupun konseptual yafig diberikan oleh
beberapa ahli antara lain dibawah ini:

No Ahli Definisi Keterangan
I Plato Hukum merupakan sistem

peraturan-peraturan yang
teratur dan tersusun baik yang
bersifat mengikat.

Filosofis

2 Aristoteles Hukum merupakan kumpulan
peraturan-peraturan yang tidak
hanya mengikat masyarakat
tetapi juga hakim. Undang-
undang adalah sesuatu yang

berbeda dari bentuk dan isi
konstitusi, karena kedudukan
itulah undang-undang
mengawasi hakim dalam
melaksanakan jabatannya

dalam menghukum orang-orang
yang bersalah.

Filosofis

J Prof.Mr. L.J. Van

Apeldoorn
Hukum adalah gejala sosial,
tidak ada masyarakat yang

tidak mengenal hukum, maka
hukum . menjadi suatu aspek

kebudayaan yaitu agama,
kesusilaan, adat istiadat dan
kebiasaan.

Konseptual

4 J.Van Kant Hukum adalah serumpun
peraturan-peraturan bersifat
memaksa yang diadakan untuk
mengatur dan melindungi
kepentingan orang dalam
masyarakat.

Konseptual

5 Prof. Mr. Hukum adalah semua aturan Konseptual

lrl)c:partcmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977,Komus Besev Bahoset
.lakurtr: llalai Pustaka.tIal. l 263

4

Sistem ltufutm I ndo nesia

lrM.Mcyers

l,corr l)uguit

l)r I.t.lt

Ir I

'llttrot rttt

Wrrr'1 ;11

Itrtalt nIrt

,\ rr

yang mengandung
pertimbangan kesusilaan,
ditqiukan kepada ringkah laku
manusia dalam masyarakat, dan
menjadi pedoman bagi
penguasa negara dalam
melaksanakan tugasnya.
Aturan tingkah laku anggota
masyarakat, Aturan yang daya
penggunaannya pada saat
tertentu diindahan oleh
masyarakat sebagai jaminan
dari kepentingan bersama dan
yg pelanggaran terhadapnya
akan menimbulkan reaksi
bersama terhadap pelakunya.

Konseptual

rcch,SH

irr. SI-1.

h rr,Sl I &

ntrolo,SI-:l

Hinrpunan peraturan (perintah
dan larangan) yang mengunls
Tata Tertib suatu masyarakat
dan karena itu harus ditaati oleh
masyarakat itu.

Konseptual

Hukum merupakan ktrmpulan
peraturan yang terdiri dari
norma dan sanksi, dengan
tujuan mewujudkan ketertibar-r
dalam pergaulan manusia.

Konseplual

Hukum adalah peraturan-
peraturan yang bersifat
memaksa, yang menentukan
tingkah laku manusia dalam
lingkungan masyarakat yang
dibuat oleh badan-badan resmi
yang berwajib, pelanggaran
mana terhadap peraturan-
peraturan tadi berakibat
diambilnya tindakan, yaitu
clengan hukuman.

Konseptual
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r0 Van Vollenhoven Hukum adalah suatu gejala

dalam pergaulan hiduP Yang

bergejolak terus menerus dalam

keadaan bentur membentur

tanpa henti-hentinYa dengan

gejala-gejala lain.

Konseptual

1l Dr. Soedjono

Dirjosisworo,SH.

Hukum adalah kumPulan dari

berbagai aturan-aturan hiduP

{tertuiis atau tidak tertulis),

yang menentukan aPakah Yang
patut dan tidak patut dilakukan

oleh seseorang dalam Pergaulan
hidup. Suatu hal Yang khusus

yang terdapat Pada Peraturan-
peraturan itu dapat diPaksakan

berlakunya.

Koseptual

l2 Prof. Dr Soejono

Soekanio,SH.,
MA dan Prof. Dr.

Purnadi

Purbacaraka, SH.

tr Hukum sebagai ilmr-t

(pengetahuan);

Pengetahuan Yg tersusun

secara sistematis atas dasar

kekuatan pemikiran.

Merupakan karya manusia Yg

berusaha mencari kebenaran

tentang sesuatu Yg memiliki
ciri-ciri: sistimatis, logis,,

empiris, metodis, umum dan

akumulatif
tr Hukum sebagai , suatu

disiplin;
Suatu sistem aiaran

tentang kenyataan atas gejala-

gejala yang dihadapi:

l.Ilmu Hukum; Ilmu
pengetahuan Yg berusaha

menelaah hukum, segala hal

yg berhubungan dgn hukum.

Objeknya hukum.
2. Filsafat

Hukum:perentlngan dan

Konseptual

6

'ir'lclrrlr l<i(ir rrrcnrhlrcu bcl'rcrapa

nirlrpun liortscltlrritl, rrtitkn tlirpirt
lt ukrrll

dclinisi hukum baik secara
kitrrsirnpulkan hukunr odalah

7
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filosof-is
schagari

perumusan nilai-nilai dan
nilai-nilai

tersebut bagi hukum dalam
mencapai tujuan:
a. penyerasian antara

kebebasan dan ketertiban;
b. Kepentingan Pribadi dan

Kepentingan antar pribadi;
c. Keseimbangan hukum
dan Kepastian hukum;
d. Kebendaan dan
keahklakan;

Kelestarian dan

kebaharuan
3. Politik Hukum

Kegiatan mencari dan

memilih nilai-nilai dan
menerapkan nilai-nilai tersebut
bagi hukum dalam mencapai
tujuan mensejahterakan
warganya.

E Sebagai pedoman atau
patokan perilaku yang
pantas dan diharapkan.
Kesopanan, kesusilaan,
agama dan kepercayaan

[f Hukum sebagai Tata
Hukum;

Hukum mer-upakan struktur
proses perangkat kaedah-
kaedah hukum yg berlaku pada

suatu waktu tertentu dan tempat
tertentu. Serta berbentuk
tertulis.
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l. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaul

masyarakat;
2. Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang beiwenang;

3. Peraturan tersebut bersifat memaksa; dan

4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut sangat tegasla

Dari kesimpulan definisi hukum diatas, maka dapat diketahui

ciri-ciri konsep hukum. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan

ciri-ciri hukum sebagai berikut:
l. Adanya perintah dan/atau larangan pada waktu dan tempat

tertentu;

2. Perintah danlatau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang;

3. Apabila melanggar perintah dan/atau larangan yang dibuat oleh

badan yang berwenang, maka akandikenakan sanksi yang tegas.

Menunrt L.J. Apeldorn, hukum bertujuan untuk menga

pergaulan hidup manusia secara damai. Sedangkan menurut Di
Sisworo, tu-iuan hukum adalah untuk melindungi kepenti

kepentingan yang menyangkut jiwa raga, kehormatan, harta ben

kemerdekaan dan kebebasan hidup setiap individu didalam masyara

Sudah barang tentu dalam interaksi individu dengan individu, individ
dengan sekelompok masyarakat, maupun sekelompok masyara

dengan sekelompok masyarakat terdapat berbagai

kepentinganyang dapat bertabrakan satu sama lairr. Dalam hal

diatas diperlukankehadiran hukum untuk menjaga

mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut secara adil

bijaksana bagi tiap-tiap individu didalam kehidupan bermasya

.ladi penjagaan kepentingan ini untuk mencari jalan tengah, sehin

tercapai kornpromi atau "win-win solution"dengan demikiandiharap
akan adanya suatu penyelesaian hukum yang dapat mencipta

keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individidu yang pa

dasarnyir bertentangan satu dengan yang lainnya. Dengan demiki

tr-riuan huklrm tidak hanya menjamin adanya kepastian hukum

-irrga rncniamin adanya sendi-sendi keadilan yang hiclup dida
rrrrrsyrrlakat. l)cngan tlcmikiatr dapat disimpulkan bahwa hukum ti

":;;rrrrr,l;r,. lt)8\. I't'tt!!rnlttt'lltthlnt lutl(,ut',\i(t, lllttttlttttl,,.

a

Arrrrit'o. lllrl..l I
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lrrrrr untuk menghadirkan peraturan-peraturan (pedoman dan petunjuk)
rlirlunr pcrgaulan antar individu didalam masyarakat, untuk melindungi
rrrrlividu dalam hubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan
rLrpat terwujudnya suatu keadaan eiman, tertib dan adills.

Untuk mencapai tujuan hukum, maka hubungan individu
tlt'rrgan individu ditengah pergaulan didalam masyarakat perlu ada nya
kt'scimbangan nilai-nilai antara lain:
I Kepentingan/kebutuhan/keinginan individu dan Kepentingan /

kebutuhan / keinginan antar individu dan masyarakat pada
umumnya

Setiap individu yang hidup mempunyai kepentingan-
I't'pcntingan/ kebutuhan-kebutuhan/keinginan-keinginan yang harus
,lrpcrruhi baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik secara sadar
il r;rupLrn secara tidak disadari. Dalam memenuhi
l.t'pcntingan/kebutuhan/keinginan tersebut diupayakan tidak
I't'r'scntuhan atau berbenturan dengan individu lain dan masyarakat

1,;rrlir LrmLlmnya. Narnun, ada kalanyaindividu dalam memenuhi
1..('l)cntingan/kebutuhan dan keinginannya tidak dapat dihindarkan
I'r'r l:rlrrakan dengan kepentingan/kebuthan/ keinginan individu lain dan
rnrrryirrilkat. Sebagai contoh "X" berten.tangga dengan "Y", suatu saat
\ rrrr:r'crr{rvasi rurnahnya sehingga diding rurnahnya berbatasan dengern

ll,rl,in'rurnali Y. Karenzr ada jarak antara pagar rumah Y dengan dinding
rrrrrrrluryn, lalu X dengan senga.ia tidak membuat saluran airltalang
,lrrl:rlrrnr ciinding rurnah untukmengaiirkan air buangan dari cLrcLrran
.rt,r1r rrrrrrairnya. secara otomatis apabila hujan air cucuran dari atap
rrrrrr:rlr l( ilasuk kedalam pagar peri<arangan rumah Y. X berpikir masa
l','rl.lr y,irrrg penting irir truangan dari atap trancar langsung ketanah.
l',r,1;rlr:rl Y pun dalam kasus ini berpikir bahwa dia membuat pagar agar
tr rt,r)'ll pr-ivasi, keamanan dan -iangan sampai air buangan tetaltgga
., 1,,'l;rlr rrrirsuk kc halarnan disamping rumahnya sLlpaya tidak terjadi
t'ir'iliilrl',iur rrir cl:rn dinding rumahnya tidak berlumut. Dalam kenyataan
l', 1rrrlrrPrrrr schari-lri.rri barryak terjadi benturan kepentingan/kebutuhan
rlrrn lit'irrginun indivitlu. lliasanya hal tersebut diselesaikan secara
rlrlniu, tlrrrr aplrhilir tirlirk bisa rlisclesaikan secara damai,bisa dibawa

''',,rlr,,r'rltrr, Asrs. l()7 l.llr'lttntlttt llrrk lrrtlttttt, lltrt..qcrl.rk ll/tlhrx,k,Alrrrnni.
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dan diselesaikan di pengadilan. Contoh lainnya
kepentingan/keinginan/kebutuhan seorang individu untuk
karena kalau tidak merokok bagi pecandu rokok membuatnya tidak
berpikir dengan jernih,Hal tersebut bisa dipenuhi sepanjang ti
menganggu individu dan masyarakat sekitarnya. Karena indiv
lainnya dan masyarakat mempunyai kepentingan/kebutuhan /keingi
untuk menghisap udarabersih dan sehat. Disamping itu
menimbulkan resiko yang lebih besar bagi yang menghirup asapn

Oleh sebab itu, sebagai jalan keluar untuk menjamin hak-hak atas h

sehat dan bersih dijarnin oleh undang-undang dasar, maka dibuatl
peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat-tempat umum
Sebaliknya disediakan juga tempat khusus untuk para penikm
perokok, dengan demikian tidak mengganggu penikmat udara

sehat.

2. Kepentingan akan Kebebasan dan Ketertiban
Kepentingan akan kebebasan individu yang juga disebut

hak-hak individu merupakan ciri khas pada zaman modern saat in
Dalarn rangka menjaga pemenuhan hak-hak tersebut, diatur da

diberlakukanlah undang-undang. Walaupun demikian masih j
terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh manusia terhadap peratura

perundang-undangan yang ada seperti human trcfficking ata

perdagangan manusia. Manusia yang diperdagangkan ini biasan

dijadikan budak atau pekerja seks.Hal ini tentu bertentangan denga

kebebasan individu, terlebih pada masyarakat modern saat ini ya

n'renjunjung tinggi kebebasan dan pemenuhan hak-hak individu. S

barang tentu, bagi peianggarnya akan dikenakan sanksi baik
moral, againa. maupun hukurn positif (hukum yang berlaku di
Negara). Kondisi ni sangat berbeda pada waktri zarnanjahiliyah dim
sistern perbudakan diakui dan berlaku baik dibelahan benua Asi
Eropa. Amerika dan Australia. Patia sistem ini, individu te

ciihargai clengan niiai uang atau materi. Sistern ini men

manusia dengan barang dagangan. Hal ini tentu saja menyal
peraturan perundang-undangan saat ini, dimana individu tersebut ti
bebas bahkan diperjual belikan.

IO ll
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Wlltupun di masyarakat modern dijamin kebebasan individu, bukan
lrt'nrti setiap individu bebas melakukan apa saja yang ingin
rlillkukannya. Seperti mengarnbil dan menggunakan barang yang
lrrrkan miliknya, membakar hutan yang menimbulkan asap. mengambil
rl\iln clengan menggullakan bom atau racun, menculik anak dibawah
unrrlr, dan korupsi: menerima pemberian yang ada hubungan dengan

lirhatannya, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi
rlrrrr merugikan Negara. Oleh karena itu kebebasan yang hakiki adalah

kr-rbcbasan yang terikat dengan kepentingan orang iain dan tidak
nre:ngangglr keseimbangan hidup individu lain dalam menjaga
I't'tcrtiban masyarakat pada umumnya. Ketertiban merupan pembatas

lrrrgi individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain bahwa
rrrtlividu dapat melakukan apa saja sepanjang tidak merugikan orang
lrrirr clan ketertiban umum didalam masyarakat.

I Kepentingan Kesebandingan Hukr-rrn dan Kepastian Hukum
Sebagaimana kita ketahui bahwa kerja hukum tidak lain

rrrcrrclaah persoalan-persoalan yang timbul akibat adanya hubungan
rrrrlrrr individu atau gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Untuk itu
hrrkrrrn membina kebijaksanaan yang dapat mencerminkan keadilan
rrlrs bertemunya berbagai kepentingan yang berbeda dari hasil
lrrrlrrrngarn antar individu. Hukum diperlukan oleh individu untuk
rrror.iuga kesebandingan antara hak-hak individu dan masyarakat seperti
Itrrl. lriclup, melindungi kesewenangan dari pihak yafig kuat dan
urcrrlirrnin kesamaan atau kesederajatan bersama individu lainnya. Jadi
Irrrkrrrrr nrenjaga kesebandingan antara kepentingan individu dan
rrursyirrakut terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak

1rr rlr:rrli. I)engan demikian hukum membandingkan antara keadaan yang
Irrrrtrs tliputuskan. Ini berarti harus ada kesebandingan hukum.

( Jntuk menghasilkan kesebandingan hukum, maka diperlukan

Irr'(lonlln ytng pasti. Tanpa adanya pedoman yang pasti, hampir tidak
ttttrnp',kirr akan clanya kcsebandingan hukum. Dapat disimpulkan bahwa
hr.,rtlrrurtlirrgan hukum seiring dan sejalan dengan kepastian hukum
rlrtlunr rnngka rncncapai tujuan hukum itu sendiri. Sebagai contoh,
lnlnrr rrrlrr yung nrelang,gar kctcntuan hukurn dalarn arti merugikan,
tttt,lrtlrrikrrrr rrttrtr nrcnggiulggLt kosebandingan kcpentiltgan umum seperti
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yang dikehendaki oleh ketentuan hukum, maka pelanggarannya akan

mendapat sanksi dari masyarakat. sanksi dari masyarakat akan diwakili

oleh kerjanya aparat penegak hukum atau petugas yang berwenang

seperti polisi, jaksa dan hakim. Pengembalian kesebandingan bagi

kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang

tersebut untuk memberikan hukuman berdasarkan ketentuan yang

berlaku.

4. Kepentingan Kebendaan dan Keakhlakan

Salah satu syarat penting untuk tercapainya tujuan hukum

didalam masyarakat adanya keseimbangan antara kebendaan dan

keakhlakan. Apabila individu atau masyarakat hanya mengutamakan

kebendaan (mctterialism) semata-mata, maka cenderung mendorong

individu atatr masyarakat tersebut bersifat rnaterialistis sehi

individu maupun masyarakat tersebut akan bersif-at egoisme ata

egosentrisme.Dengan demikian segala sesuatu akan diukur denl

kebendaan dan jauh dari bersifat manusiawi. Hal ini dapat kita li

dari pola kehidupan clan hr-rbungarn autatra individu maptin masyaraki

di kota-kota besar yang modem, dimana hubungan antara individ

dengan indiviclu semakin ticlak intirn. Seperti contoh tidak saling tegu

sapa bahkan tidak kenal sama sekali <Ietlgan tetangga karena bat

batas ru.rnah antarzr tetangga yang clipisahkan clengan temtrok pa

yang tinggi dan sibuk dengan urLlsan masing-masing karena

memenuhi hal-hal yang bersifat rnateriirlistis. Ilegitu juga

kehidupan di apartemen yang ticlak mempunyai halaman, dimana seti

indiviclu masing-masing sibuk didaiarn apartemen dan keluar d

apartemen bilamana diperlukan sehingga antar penghuni dan teta

"iadi ticlak saling kenal. sebagai contoh adanya istilah gaul "EGP"

berarti Ernang Gr-ra Pikirin, mengindikasikan kecendrungan kurangn

rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk itu harus diupa

Llpaya agar pemenuhan kebendaan harus diseimbangkan dengan

keakhlakan.
Berbeda halnya dengan kehidupan di desa-desa

pcrkantpungan yang bersifat sederhana yang nrasih menjunjung ti

kcakhlakan clan silaturahmi hr.rbungan antar individu maupun hubu

rrrlsylr.irkat sltu clcngan yarng llinnya masih terjalin. Plcl1 koldi

t2
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mr,nrlsylrilkat rnasih memiliki keluhuran budi dan nilai kemanusiaan
yrrrrp'. tirrggi. I lubungan antar individu tidak hanya diukur dengan materi
krrrt'nrr adanya keakraban yang terjalin seperti saling tegur sapa,

Lrrrriurrg nrengunjungi bila ada yang sakit atau meninggal.

i Kcpcntingan Pelestarian (Conservation) dan Pembaharuan
(ltrtwttion)

l)i dunia ini ada dua hal yang seolah-olah saling berlawanan,
yrrkrri antara paham kelestarian dan paham kebaharuan. Kelestarian
,rrlrrlrrlr untuk menjaga nilai-nilai atau kemampuan yang telah dicapai
rlirlrrrn kchidupan bersama antara individu dengan individu, untuk itu
.lr1rt'rlukan stabilitas yang telah digapai pada suatu pergaulan antar
rrrrlrvitlu tertentu. Nilai kelestarian tidak harus menjadi orientasi
',,'lrrrrllga menjadi penghambat terciptanya kemajuan. Bilamana ini
t, r;;rt|i,rnaka menjadikan masyarakat yang menganut paham kelestarian
rrr,'rr jrrtli statis dan cenderung konservatif. Agar supaya jangan
I' rl,r(luryil masyarakat yang statis dan konservatif diperlukan
g,, rrl','rrnbang yaitu dangan melakukan perubahan, kemajuan atau

l,' rnlr:rlrilruan. Dengan demikian, masyarakat tersebut diharapkan untuk
rrrr l,rl.rrlian dan mendukung perubahan dan penemuan/inovasi
rrrrtrrkrrrcrrcapai pembaharuandalam rangka untuk mencapai tujuan
I r r rL r r r r r yai tu: perdamaian, ketertiban, kesejahteraan dan keadilan.

l)apat kita lihat bahwa kestabilan dan usaha untuk mencegah
l.orrllrlr :rrrtar individu dan masyarakat adalah syarat mutlak untuk
Ir r( ll)rrinya tujuan hukum tersebut diatas. Begitu juga mencegah
t, rlrrrlrryrr konflik antar individu dan masayarakat. Namun demikian,
lr,ru:i (lil)cr-hatikan juga agar hal tersebut tidak menghalangi adanya

I'l ul)irlriur tlan penemuan/inovasi. Individu dan masyarakat harus
1,, rl, 1's111,,,,* rnaju sehingga dibuka adanya perubahan dan

l,rrr..ililr:ril/irrovirsi, sepanjtrng tidak terjadinya pertikaian sesama
nrrlrvr(llt rlln nrnsyarakat. Disini perlu adanya keserasian antara
1., l,rrlr;rr rr:ur rliut kclcstitrian.

I l)tlirrisi Sislrrn llukum
llt'rlrir;itri lilcnrtrrr rrrcrrrrbalras ilpit yang clisebut dengan sistem

lrrtl'rtrrt. :;rrlitlt srtltttt.yil nrcng,cnlukirklrn hahwl sistcrn htrkrrnr nrcrtrpakan

ll
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sistem kaedahr6, sedangkan menurut pendapat penulis lainnya bahwa

sistem hukum merupakan bagian dari sistem norna atau sistem

aturanrT. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat beberapa definisi

mengenai sistem hukum ditemui di beberapa literatur yang ada antara

lain sebagai berikut:

No Ahli Definisi

Harold
J.Berman

Sistem hukum adalah keseluruhan aturan dan

prosedur yg spesifik, karena itu dapat dibedakan dari

ciri-ciri kaedah sosial yg lain.Pada umumnya relatif
konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yg

professional.Guna mengontrol proses-proses sosial

yg terjadi dalam masyarakat.

2 Lawrence M.
Friedman

Sistem hukum terdiri dari tiga Komponen:

1. Komponen struktural
Bergerak didalam suatu mekanisme

E Lembaga pembuat Undang-undang;

E Pengadilan;

tr Penegakhukum;

E Badan yang berwenang menegakkan

hukum.
2. Komponen Substansi

Hasil Nyata dari Sistem Hukrlm

B Hukum in Concreto (Kaedah hukum

individual)
i. Keputusan
ii. Kasus

iii. Yurisprudensi.

tr Hukum in Abstracto
Kaedah Hukum umum berlaku bagi siapa saja

3. Komponen Budaya Hukum

Sikap publik/warga masyarakat beserta nilai-nilai yg

dianut.

"***"-Sr, "t-"*r"", 
2ll4.Pengantar llmtt Hukum. Jakarta: PT

RajaGratindo Persada. Hal.36
17 Bisri, Ilhami. 2004. sistem Hukum Indonesia, prinsip-prinsip dun implemertkx
hukum tli Indonesia, Jakarta : PT. Raja GrafindoHal.S

l4
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fl Hukum Perkawinan

[f, Hukum Keluarga
D Hukum Waris

Yonalhan H.

l'rrrncr
Sistem hukum terdiri dari beberapa elemen antara
lain:
I . Seperangkat kaedah hukum/aturan tingkah laku
2.Tata cara penerapan

3. Tata cara penyelesaian sengketa
4.Tata cara untuk pembuatan hukum atau perubahan

hukum
I lans Kelsen Sistem Hukum mempakan Sistem pertanggaan

kaedah dimana hukum yg tingkatnya lebih rendah
harus berdasar pada hukum yang lebih tinggi yang
berdasar pada norma dasar yg disebut groundnorm

trllcr Lon. L Sistem hukum terdiri dari delapan prinsip legalitas
atau (Eight principles of legaiity) antara lain:
I .Mengandung atrlran-atrtran;
2. Peraturan l-rarus diumumkan;
3. Tidak ada aturan yg berlaku surr.rt;

4. Disusun dalam rurnusan yg bisa clirnengerti;
5.Tidak boleh mengandung peraturan yang
bertentangan satu sama lain;
6.Tidak boleh mengandung tLlntutan yg melebihi apa
yg dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan utk sering mengubah-
ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang
kehilangan orientasi;
8.Harus ada kecocokan antara peraturan yg
diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

I I< ()ric
i;rlrrran &
\nlorr Ii.
ir rs:r nt<l

Sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari
Llnsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama

lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan
kesatuan tersebr.rt

il
S;

l)rrri hcl'rcrapn uraian terclahulu dapat kita lihat bahwa hukum
*'lrr11';11 scsulttr sislcrn surlah larnu dikcmukakan oleh para ahli,
\1 rtlrrulurn tlclinisi "sislctrt" itrr scrttliri dalarn bcrbagai literatr.rr nrasih
[,tl,ttr rLttt hcrllrrtlrt-hctlir lcrgirrttturg,. rlirri siirpir rlirn lltlrr bclirklng

l5
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disiplin ilmu yang mengemukakannya. Dari definisi yang dik
diatas, para ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang

ungkapkan itu sendiri didalamnya sudah terdapat suatu sistem't. Ki
dapat katakan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan

ini berarti sistem hukum terdiri dari elemen-elemen yang sali

berkaitan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan.Sebagai
dalam sistem hukum perdata dimana keseluruhan kaedah yang

didalamnya mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dari semenj

seseorang itu masih didalam kandungan hingga meninggal dunia.
ini seperti,adanya aturan tentang cabang bayi dalam kandungan.Begi
juga sejak menghirup udara dimuka bumi ini seseorang merniliki ha

dan kewajiban, lalu manusia berkeinginan untuk melakukan perni

diatur oleh kaedah hukum perkawinan, setelah itu rnelanju
keturunan dengan mempunyai anak secara otomatis memperoleh
dan kervajiban, kemudian :nanusia membutuhkan sandang, pangan da

perumahan untuk melanjutkan kehidupan serta harta benda yang diat

oleh aturan tentang perjanjian, jual beli, selva menyewa, sewa beli d

perikatan hingga sampai meninggal, seseorang akan meninggal
harta cliwarisi oleh para pihak yang berhakre. Apabilzr ada pewari
maka akan ada ahli waris yang diatur oleh hukum waris. Den

demikian dapat kita lihat adanya pembagian sistem hukum menj
elemen-elemen yang merupakan ciri sistem hukum itu sendiri.

D. Pengertian Dasar Sistem Hukum
l. Subjek Hukum
Apa yang disebut dengan sub.jek hukum? Subjek hukum a

sub.ject van een rechadalah setiap pihak yang menjadi pendukung
dan kew'ajiban. Subjek hukum dalam hal ini dapat berupa:

a. Orang atau individu atau manusia (natuurlijk persoon)
disebut juga sebagai pribadi kodrati. Subjek hukum dapat ju
berupa pribadi hukum atau badan hukum yang
berkehendak atau melakukan perbuaiai-r hukum.

'8J.tl. d,rliyo, 1994, Pengttntor llrrrtr LIukum, Bttktt Paneluctn Mahttsi.stt,o. .lak
( irarncrliu Pustaku Ut:rrna.
r"l).iirnrrrf i, Abtlocl. 1996. Penguntor Hukum Intktnesio, Jakarta.: Raclia
l'rcss.l lul.(r(r

l(r
1't
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[r, l]rrclan hukunr (rcchts persoon) adalah perkumpulan atau
.rganisami yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek
hukum.Sebagai contoh badan hukum dapat memiliki aset,
rnclakukan perjanjian, transaksi dan dimintai pertanggung
jawabannya- Badan hukum juga dapat dibedakan menjadi dua
nracam diantaranya adalah badan hukum privat seperti
pcrscroan terbatas (PT), badan koperasi, yayasan, firma (CV),
dan badan hukum publik seperti negara, pemerintah daerah,
dcsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (pBB).Keberadaan badan
lrukum clapat dikelornpokkan sebagai subjek hukum
bcrdasarkan empat teori berikut:

- Teori Fictie
tsadan hukum dianggap sama dengan manusia (orang)
sebagai subjek hukum sehingga dapat diberikan
padanya hak dan kewajiban.

- Teori Kekayaan berluiuan
Har-ta kekayaan dari suatu 'badan hukurn urentpunyai
tujuan tertentil, dan harus terpisah iiari harla kekayaan
pilra pengurus atau anggotanya.

- Teori Pemilikan bersama
Senrua harta kekayaan badan hukum rnenfadi milik
bersama para pengurus atau anggotanya.

- Teori organ
Bac'lan hukum harus mempunyai organisasi atau alat
untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan untuk
nrencapai tujuern, yaitu pengurus dan aset (modal yang
dinriliki)

' ll;rl' tlan Kcwaiiban
R;rlrrrr liirrr hicara nrasalah hak clan ks\Arajiban merupakan akibat

,l,rr r 1,,'rlrrr;rlirn atlrtr tirrdakan indivicil-r/pribadi kodrati. Subjek hukurn
rl'rrrrrr rrl',, irkibat dari perhuatan ataLr tindakan badan hukum, pejabat
,rtrrrr r.Lrll tlirn Ncgirril yang scsuai dengan kctentuan hukum sehingga
rln;rrrl rrrt:rrirrrhulkan hubungan hukum. Sebagai contoh perbuatan
Ilrltr'rrlrr rlcrrgan individu tlnl.r, har scwa menycwa, jual beli maLlpun
lrritlr,,t""r,,,r irrrlarrt slc()rllng, laki-laki clcngirn scoreltlg pcrcmpuan.
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Setelah terjadinya sewa menyewa timbul hak dan kewajiban terhadap

penyewa begitu juga yang menyewakan. Si penyewa mem

kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang disepakati

menjaga barang yang disewanya serta mengembalikan barang y
disewakan tepat waktu. Sebaliknya yang menyewakan meneri

sejumlah uang yang disetujui dan menyerahkan barang yang disewa

dalam keadaan baik serta menjamin tidak ada tuntutan terhadap
yang disewakan selama masa sewa.Untuk badan hukum
merupakan perkumpulan atau organisasi yang didirikan dapat berti
sebagai subjek hukum, sebagai contoh dapat memiliki
mengadakan perjanjian, dan sewa menyewa.Begitu juga perbu

hukum antar Negara seperti perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEA
(ASEAN Economic Community) yang diberlakukan sejak tanggal
Desember 2015. Salah satu butir perjanjian yang ditanda tangani o

negara-negara anggota ASEAN tersebut adanya liberalisasi pelayan

di bidang hukum. Masing-masing Negara anggota ASEAN membu

diri terhadap para pengacara untuk dapat melayani pencari keadilan
Negara-negara ASEAN. Dengan demikian para pengacara dari I

Indonesia khususnya Negara anggota ASEAN dapat berpraktik
melayani pt-'ncari keadilan di Indonesia, demikian juga sebaliknya.
contoh-contoh diatas dapat disimpulkan bahwa Hak adalah

kebolehan untuk melakukan sesuatu dan atau tidak melakur

sesuatu.Ada beberapa deflnisi mengenai hak yang dikemukakan o
para ahli diantaranya:

a. Hak adalah kekuasan yang cliberikan
individu dengan maksud n:eiindungi
tersebut (Sat.i ipto Rahardjo).

kepentingan indiv

b. Hak adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hukurn di
kepada inclividu (atau suatu badan hukum), dan yang men
tantangannya adalah kewajiban orang lain (badan hr"rkr-rm I

unt'"rk mengakui kekuasaan itu20.

{:. Suatu hak mempunyai lima ciri, yaitu (Fitgeraid) :

r{)Pr<rf'.Dr.LJ. Van Apeldom. lgS0,Pengantar llmu Htrkum, Pradnya Paramita,
l)ropenas 2015-2019. 2015. Rencano, Program Pembangunan Nasional

Menengtth. Jakarta: Sinar Grafika

oleh hukum k
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I)ilctakkan pada sescorang yang disebut sebagai
pemilik atau sr"rbjek dari hak tersebut.

Tcrtuju kepada orang lain, yaitu menjadi pemegang
kewajiban sehingga antara hak dan kewajiban terdapat
hubungan korelatif.
Hak yang ada pada individu mewajibkan pihak lain
rnelakukan (commision) atau tidak melakukan suatu
perbuatan (omnision\ disebut hak.
Commision atau Omnision menyangkut sesuatu yang
disebut objek hak.

Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu
peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak
itu pada pemiliknya.

f)ari beberapa definisi diatas, secara sederhana dapat dikatakan
l,.rlrrru hak adalah wewenang yang diberikan oleh hukurn pada subjek
lrrrl..rrrrr. Ilak dapat timbul pada suatu subjek hukum disetrabkan oleh
l', lrt.r'll-rit hal, yaitu:

Adanya subjek huklrrn banr, baik individu ataupun badan
l-lul<um.
'l'erjadinya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak
yang mclakukan perjanj ian.
'l'erjadinya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat
kesalahan atau kelalaian orang lain.
Kirrena seseorang rnelakukan kewajiban yang rnerupakan syarat
r rnl-uk memperoieh hak.
'l'c{adinya rJaluwarsa (ve.jctring), biasanya karena acquisitief
t't'iuring yang dapat melahirkan hak bagi seseorang. Sebaliknya,

.iil<a terjadi extinctieJ'verjaring, justru menghapuskan hak atau
l<cwi{iban seseorang (orang lain).

ll,rl, lrisu timbul dan bisa lenyap rnenurut hukum.Adapun hilangnya
,rr,rlu lrrll( clapat disebabkan oleh:

,r Apabila pcmcgang lrak meninggal dunia dan tidak memiliki
purgganl,i at:ru ahli waris ynng clituniuk.

I' Musu l-rcrlukrr lrll< tclirlr habis rlan tirlak dapat diperpanjang.
r 'l'clrrlr rlitcrirrrlrrr-yir srurtrr hcnrla ylrng nrcnirrrli oh.ick hak.



d. Karena daluwarsa (vejaring).
Lain halnya dengan hak, kewajiban merupakan tugas
oleh hukum pada subjek hukum. Kewajibanpun dapat

Sistem J{uLpm I

yang di
dibedakan dal

enam kategori, diantaranya adalah :

a. Kewajiban mutlak, yaitu kewajiban yang tidak mempu
pasangan hak.

b. Kewajiban nisbi, yaitu kewajiban yang disertai dengan hak.
c. Kewajiban publik, yaitu kewajiban yang berhubungan den

hak-hak publik. ,

Kewajiban perdata, yaitu kewajiban yang berhubungan den
hak-hak perdata.

Kewajiban positif, yaitu kewajiban yang menghendaki
perbuatan positif.

f. Kewajiban negatif, yaitu kewajiban yang menghendaki
tidak melakukan sesuatu.

Narnun, sama seperti hak, kewajiban dapat timbul karena :

a. Diperolehnya suatu hak yang membebani syarat
memenuhi suatu kewaj iban.

b. Adanya suatu perjanjian yang disepakati.
c. Adanya kesalahan atau kelalaian seseorang yang menim

kerugian bagi orang lain.
d. Adanya hak yang dinikmati, maka berlaku pula suatu kewaji

yang muncul.
e. Daluwarsa tertentu yang ditentukan oleh

perjanjian tertentu, bahwa daluwarsa
kewajiban baru.

Kewajiban pun dapat berakhir, dikarenakan oleh:
a. Meninggalnya si pengampu kewajiban.
b. Masa berlaku telah habis.

dapat menimbu

c. Telah terpenuhinya kewajiban dari si pengampu.
d. Hak yang melahirkan kewajiban telah lenyap.
e. Daluwarsa (vejaring) utinctief.
f. Ketentuanundang-undang.
g. Kewajiban telah beralih atau dialihkan.
h. Terjadi suatu hal diluar kemampuan manusia sehingga

pengampu kewajiban tidak dapat memenuhi suatu kewajiban.

d.

e.

hukum atau

20 2t
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3. Peristiwa Hukum
Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang

rl,pat menimbulkan akibat hukum, antara para pihak yang mempunyai
Irrrbungan hukum2r (Dr. soedjono Dirjosisworo, sHrl30j. Sedangkan
nrcnurut sri Sanituti Hariadi yang dimaksud dengan peristiwa hukum
utl'lahperilaku dalam hukum dimana sikap tindak yang mempunyai
*kibat hukum. periraku menurut hukum dapat berupa sepihak,
l.rrrr,kpihak dan serempak. Berikutnya, disebut juga perilaku yang
lrt'r'lcntangan dengan hukum/melanggar hukum, kejadian hukum dan
lrrrl yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum22. Dapat
rlisirrrpulkan bahwa peristiwa hukurn adalah perilaku individu didalam
trrrrsyarakat dalarn nlang lingkup hukum, dimana perilaku individu
l*'s.butmenimbulkan akibat hukum. Sebagai contoh peristiwa-
I.ristiwa didalarn kehidupan manusia seperti perkawinan, kelahiran,
h.rrr:rliur-1, transaksi jual beli, sewa -menyewa, sewa beli dan hutang
Irrtrnll. Diclalarn suntu perkawianan yang rnerupakan peristir.va hukum,
4r'r,rrl(, pria A dengan seorang rvanita B akan menimbulkan ker4,a-l ihan-
[,'rrrrjih., rjan hak-hak bagi kedua belah pihak: pihak A dan pihak B.tir'tt'lrrlr tcq;aclinya akad nikah, ber.rbairlah statr-ls si A yang setrelurur
l.r;,rrlirrya akad nikah dengan status bujang clan si,rvanita B disebut
yrrrlr:; .renjadi suami dan isteri. f)engan demikian benrbahlah satatus
Itrrh rrrrr kecltranya. Dirain sudut pandang, perkawirran yang
rltlrrrrgsrrrrgkan antara si A cla, si B clapat dinamakan lembaga-hukum.
\r', l;rr11' l<urkclahiran seseorang dirnuka bumi ini menurnbulkan akibat
Ittrhrrrrr hcrupak hak-hak cran kewa.iiban yarg bar, tragi si bayi yang
lulrrr tie lanir-rtnya meninggarnya seorang rnanusia akan mebawa
h.rl'11vi1s1 akibat hukum tergantung bagaimana individu tersebut.
A;rrrlrrlrr scseorang beragama rslam meninggal karena secara wajar
trtlrrti s,kit, muka berlaku hukum waris trslam terhadapnya. untuk itu
lwrhrk, Pcnct.pan pewaris, ahli waris dan bagian-bagian harta waris
dnprrt tlirnirrtakan kepada pengad.ilan agama setempat. Sedangkan untuk
Fttg hrrkun Bergama Islam, maka penetapan pewaris, ahh-i waris dan

Hlllr;,,*i*w,,r,r,srr, Dr. s.cd.iono, 20r4.penganrar ilmu Hukum. Jakarta: pr.
fur( lrulitrrkr t)crsodu. I lol.l30
Alrrlrrrli sri ,sanituti. slidc prct^cnktsi sitem l-lttktrm
fidrnp,r/,r, wch.rrntir.uc.id/nclminl...lt:_iitoS-a I 3p



harta warisan dapat dimintakan ke pengadilan negeri setempat.
seorang manusia meninggal secara tidak wajar seperti karena
oleh orang lain, yang melakukan pembunuhan tersebut harus
akibat hukum yaitu pertanggung jawaban pidana. Jadi dapat
simpulkan bahwa peristiwa hukum merupakan peristiwa yang meli
lintas hukum antara lain hukum publik, hukum privat, hukum
negara, hukum tata usaha negara, hukum publik dan hukum pe

internasional, hukum pidana, niaga, sipil dan bisnis.

4. Hubungan Hukum
Peristiwa hukum menciptakan adanya hubungan hukurn

subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Ad
yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan-hubun
clalarn hukum sebagai ikatan hak dan kewajiban antara subjek huku
FIak dan kewajiban didalam hubungan hukum diarur oleh peratu
yang bcrlaku seperti undang-undang. r\pabila kewajiban dala
hubungan hukum ini dilanggar nraka mempunvai darnpak
pcianggar yai.;nr dapat dituntLrt di pengadilan.l{uLrr.rngan huku:n be

dengan hubungan pergaulan yang tidak diatur oleh undang-unda
seperti huburrgan pergaulan yang cliatur oleh nonra kususii
kesopanan, aclat istiadat dan kebiasaan climana terhadap pelanggar ti
akan dituntut di pengzrdilan,rnelainkan hanya akan men
hubungan kedua trelah pihak. Sebagai contoh si A berjanji terhadap
R untuk meiakukan oiahraga bers;,itita, nlul.trJn pirria tr.airtu

ilisepakati, si A iidek har-iir tanpa pe;.nhrcritahuan, tcniti ::ajahal inr a

menganggu pcrasit:rn si ts yang benmplikasr pada hubungan ked
beiah piirak.

5. Objek Hukum
Objek hukum merupakan sesi:atu yang dianggap bernilai

subjek hukum (manusia atau badan hukum). Dilain pihak objek h
dapatjuga berarti segala sesuatu yang bergunabagi subjek hukum
rnenjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu
dikuasai oleh subjek hukum23. Dilain pihak ada yang
bahwa objek hukum adalah segala sesuatu menjadi objek

"lbid, l)r. Soe<ljono Di{osisworo, SH. Hal. 134

22
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lrrrlrrrnplirrr lrukunr, adakalanya objck hukum dinamakan benda, yang
,lllr.rhrkln nrcnjadi dua yaitu (a) benda yang berwujud dan tidak
I'r'rrvrriutl, (b) bcnda yang bergerak dan tidak bergerak2a. sudah barang
t|'rtrr hcnda tersebut harus mempunyai nilai dan harga, dengan
,l.rnrkiirn pcnguasaan terhadap benda tersebut diatur oleh peraturan
Y.lilfl hcrlaku.

(rr) Ilcnda yang berwujud dan benda tidak berwr.rjud.
llcnda yang berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dicapai
atiru dilihat dan diraba oleh panca indera, misalnya seperti uang
dan benda. Sedangkan benda tidak berwujud seperti hak yang
rnelekat pada suatu benda, saham, dan piutang.

t h ) Ilenda bergerak dan benda tidak bergerak.
- Benda bergerak mempunyai karakteristik seperti dapat

dipindahkan misalnya motor, mobil, dan computer; atau
sifatnya dapat bergerak sendiri seperti kuda, kambing,
kerbau; atau benda yang bergerak karena penetapan atau
ketentuan undang-undang, seperti hak pakai atas tanah
dan rumah,dll.

- Benda tidak bergerak yaitu benda yang tidak dapat
bergerak sendiri atau tidak dapat dipindahkan, karena
sifatnya yang tidak bergerak seperti hutan, kebun, dll.

tllhl,l, s,r Srrrrituti llorildi

23



Sisteml{ufurm I

BAB TI

Sumber Hukum Indonesia

Pada bab terdahulu sudah dibahas apa yang dimaksud den

sistem, hukum, dan sistem hukum. Selanjutnya, pada bagian ini di
apa yang dimaksud dengan sumber hukum. Sumber hukum da

berarti tempat dimana kita menemukan hukum itu sendiri. Dapat j
dikatakan sebagai segala sesuatu yang memiliki sifat normative
dapat dijadikan ternpat berpijak bagi setiap subjek hukum. Su

hukum juga dapat berarti o'segala apa saja yang menimbulkan
aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifot memaksa,

aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnyct
yang tegas dan nyata"25. Kalau dahulu sulit untuk mend

sumber hukr;m karena hanya berdasarkan adat kebiasaan dan

umumnya dalam bentuk tidak tertulis, tidak berbentuk undang-un

dan tidak terkodifikasi dan tidak dicatat dalam lembaran ne

sehingga hanya berdasarkan ingatan tetua adat. Sumber hukum
demikian disebut sumber hukum adat istiadat. Hukum yang ti
tertulis masih banyak terdapat dalam masyarakat kita. Berda

uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber hu

dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum dalam arti
dan sumber hukum dalam arti formil.

Dari dua sumber hukum diatas yang dimaksud dengan su

hukum dalam arti materil yaitu dimana sumber hukum itu ditem
Dengan kata lain sumber hukum dalam arti materil adalah
hukum masyarakat.Kesadaran hukum yang hidup dimasyarakat

budaya hukum masyarakat yang dianggap seharusnya. Oleh sebab

sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang sangat domi
dalam pembentukan hukum. Dalam rangka mencapai dan men
pergaulan hidup antar individu sehingga tercapai kehidupan yang

dan damai untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadi

Sebaliknya yang dimaksud sumber hukum formil adalah dimana t

:'''Sot'lirrrri,A.Siti,l99.5 ['t,tttr4tnlorTttra Ilt.tkttnt lrkktrtt,.sitt,l]anclung:
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l rtrr (lrl)u[ rncneurrtkan dan mongcnal hukum antara lain: Pancasila,
I rntl:rrrp,-rrndang Dasar 1945, undang-undang, traktat dan doktrin.

A. I)nncasila

l'ancasila mcrupakan sumber dari segala sumber hukum di
Il,l,,rrr'siu, mulai sejak rnerdeka hingga saat sekarang ini.Pancasila
,' lr,rt,;ri parrdangan hidup dan ideologibangsa lndonesia. Flai ini krerarti

I'ilrr;rsilil irilalah kesadaran dan cita-cita moral ),ang rnerupakan

1,, rrl,r'l:rr,vlrrrtahan kejiwaan dan watak rakyat lndonesia" Fancasila

u, rrl)irluur scbagai Iandasan tempat bery":ijak bagi sletiap lrr.rbur"lgan

,rrrt,rr lntlivitlu yang merupakan hubungan hukunl rJan menimbuikan
,rl rl,,rl lrrrl<rrni serta pcrsoatran hukum di Indonesia. Fancasiia nrenjaji
.r, rr,rrr lt"r'l)irr-lapr keabsahan setiap procluk hukum dari sisi tiiosolls,
nr,urluur yrrliclis.

Alxrtrila kita lihat Fancasila sebagai sr.rnrher dari semi:a sumber
lrrrl.rrrrr tli Irrcloncsia atau dengan kata lain seb;rgai kar:elah dasar yang
.rl,,l1,1l., rrrirku clapat kita analisis dengan mengunakan leo;isalah sa.tu

.rlrlr lrrrIrnn t.iltar)egara yaitu Hans Ketrsen yang mengernul<akan
,r',rr, n;ri lricr.urki kuerlah hukum yang benlaku di suirtLr N"gara26. 1'c.lri
;,rr11' ,lr kr"rnrlkakan oleir Hans Kelsen ini disebui clengan Stuffenht'ru
,it'rr (l,rllirl tliscbr-rt menjadi teori segitiga kerucut atau pertanggan. Hal
lll rlrr1r,rl I'itir lihat dibawah ini:

t r, rrr'rlrl Norttts Pancasila
UIJD 1945 Pasal 33 (-3)

Ketetapan VIPR
t I'.,r, rl.rlr I )trsar)

Undang-Undang

Per:rturan

'-'Ilrt"l,rl,r',1l. Ilrrt lrsrrrr. .100l.,!l,s/r,lr
harra
tt*;th Il,,l.lr,lrrrr,rrl tlrrn Sorrrrrrr, .)01.1.

*:ls;= llql I I

I lrtkttttt lttthtntsitt, Ilarrdung: CV.Remadja

I't',tl:ttttl(tt l Itrklttt IttLnrr,:;irt. Mal:rrrg: Sr-:trrru

UUPA No 5i 1960
Pasal I Ayat I

Pendaltaran l'annh PP nrr

l0/i961

Kctetapan
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Dilihat dari gambar diatas yang merupakan perwujudan
yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dengan demikian

yang tertinggi yanS ada di lndonesia yaitu Pancasila. Sudah

tentu semua aturan dibawahnya harus merujuk dan sesuai

Pancasila, sebab Pancasila adalah kaedah dasar" groundnorrng
merupakan sumber dari semua sumber hukum tidak kecuali j
sebagai dasar dari Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat kita li
dalam Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi

trndonesia. Selanjutnya dalam Undang- Undang Dasar 1945 dij
didalam Pasal 33 Ayat3, yang berbunyi bumi, air dan kekayaan
yang terkandung didalamnya harus dikelola oleh negara

kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 19 A
1 Undang-undang Pokok Agrarian No 5 tahun 1960 yang mem

wewenang bagi pernerintah untuk membentuk Badan Pertana
Nasional (BFN) sebagai institusi melaksanakan pendaftaran tanah
Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 merupa

dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.i0 Tahun 19612
13 Ayat 3 dan 4 tentang tata cara Pendaftaran Tanah.
Pemerintah tersebut merupakan dasar bagi pemerintah dalam hal
Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat atas

bagi setiap jengkal tanah di seluruh wilayah kedaulatan
Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setiap orang yang mengaj
atau merninta hak atas tanah di Republik Indonesia harus mengaj
ke Kantor Badan Pertanahan Nasional yang ada baik tingkat
propinsi, kabupaten maupun kota.

Selanjutnya, kita dapat bandingkan antara teori
dikemukakan Hfrns Kelsen tentang teori kerucut atau

sumber hukum dan Ketetapan Majelis Permusyawaranat MPR
IIVMPR/2000 tentang Sumber Hukum Tata Urutan
Perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden;

S ist em t{u Fjrm I ndo ne sin

7, Peraturan Daerah.

, Dari ketetapan MPR tersebut diatas jelas terlihat bahwa susunan

t$hhcr hukum nasional di Indonesia, maka U(ID 1945 menepati

*slanyang paling tinggi dengan demikian menjadi sumber huhm
Fillnggi. Kemudian disusul dengan Tap MPR, Undang-undang, Perpu,

F?, Kepres dan yang paling rendah adalah Peraturan Daerah (Perda).

hl harorti bahwa setiap peraturan harus bersumber dan berdasar pada

perundangan yang lebih tinggi" Sebagai contoh bahwa

urun Daerah tidak boleh bertentangan atau berlawanan dengan

F?ilurm yang lebih tinggi tingkatannya seperti Keputusan Presiden,
i tcrhadap Peraturan Pemerintah, Perpu, Undang-undang dan

Wfit,r*s.

B, tJndang-Undang Dasar 1945

lu kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu

Itllux halik tentang politik hukum (Kegiatan mencari dan memilih
lnl tlan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi hukum dalam
I trriuan mensejahterakan warganya)di Indonesia yang dapat

urikan dalam beberapafase. Perkembangan politik hukum
Itcrpcngaruh terhadap perkembangan keberlakuan dan

yarrg dialami oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang
merupakan suatu sumber hukum yang berbentuk

yong dikeluarkan oleh otoritas tertinggi. Biasanya
ya mengikuti prosedur tertulis melalui tiga tahapan, yang

ldlrl pcrsiapan, pembahasan, dan pengesahan. Pada tahap
undung-undang yang akan diajukan biasanya disebut
Untlung-Undang (RUU). RUU ini dapat diajukan oleh

iltu []Pl{. Setelah diajukan, maka RUU tersebut akan masuk

lhfp pernbahosnn. Pembahasan di DPR dilakukan oleh DPR
Pnrldon ttteu m€nteri yang ditugasi, melalui suatu rapat

drlfm rsFst poripurna. Jika dalam tahap pembahasan, RUU
lh$qlul slch Presiden dan DPR, maka pimpinan DPR akan

hopnda Presiden untuk mengesahkan UU tersebut,
*rltu paling lnmbat tujuh hari sejak tanggal persetujuan

a7
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bersama" RUU tersebut disahkan oleh Presiden yang ditandai
ditandatanganinya dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut clisetuj

oleh DPR dan Presiden. Namun, jika dalarn waktu 30 hari RU
disetr-rjui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, r,raka R
tersebut otornatis satr rnenjarli UU dan wajib cliirndangkan. Be

halnya, jika i{U{J fersebut tidak mendapat persetuluan Presidcn
DiPR pada tahap pen"rL,ahasan, rnaka RLJU tersehut ticlak boleh rliaju
Iirgi dalanr pr,rsi,-lang.art nlasa itu.

D. f'r'aktat atau'{recttv,
Traktat ataLr trL.ut.iL ;,,;ialah suatu perj:rnjian yang ciiinisiasi cieh d

negara atau lebih tentang suatu a.qoek tertentu yang men

kepentingan nasional dari suatu ncgnra iirisiator. Traktat ir-ai 'nersi

mc-ngikat i{ecar;r lrukurn tragi pihak yang rnenandatang;:ninya. F

pihak r,r,ajil. trcnt3atr perarllran yang teiahr tiisepakatl tlan ciapat dijat
l.;artksi srsr-liri dengan yang tcrcantum di dalarn 'riaktat tersci;ui. Trak
tcrcliri ciari riua ii;-lc, ,r,akni :

hanvii Lcrcliri rlari riua nclgarir sru , n-risalnya per-ian"jiajian k
sama prertilhtruan keanranau fnclonesia dan Aus{ralia {lont
t rect(y,).

ll. Traktat rnultiltrteral tidalah stratu perjanjian yang anggo
terdiri lebih dari dua negara, rnisalnya ASEAN, PBB, SCO.

E. Dol<trin atau Pendapat Ahli
Doktrin dan penclapat ai-rli rnerupakan suatu sumtrcr hukum y
berasal dari argurnen-argumen ahli hukum terkemuka yang
dijadikan sebagai dasar atau asas penting dalam hukum penerapann

.\ islem Jl uQltm I n[onesia

BAB III
SE.I ARAH HUKUM INDONESIA

I lrrlrrk rnclcngkapi pembahasan sistem hukum Indonesia kita
lrrun'r nr('nl.',t'lrrlrtri -iuga apa se,iarah hukum itu sendiri. Oleh sebab itu,

1rr,rrtlrr11 rrrrlrrli rrrcrnbnhas mengenai seiarah hukum lndonesia pada
Iilrt r{rt I rr nl. o lorr ilr I lr ingga paScakOlOnial.

'it'1,u:rlr lrrrkurr-r mempunyai arti penting dalam rangka

|r,rrrlrnr,r.rrr lrrrLrrnl nusional. Oleh karena itu, usaha pembinaan hukurn
llrlrrh lr,ur1',r nr('nrcl'lukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum
iltrt,rrt Lilrr '.,rlir, lrl<trrr tctapi juga bahan-bahan rnengenai perkembangan
lrrrl' rrlr rl,rr r nrirlia lanrpau. Melalui sejarah hul<urn, kita ffiampu
rur,nlrrl,rl r l,t'rlr;rr-',tri aspck hukurn Indonesia pada masa lalu, yang niana
rleprrl rrr, rrlrr rL:ur barrtuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah
rFll{ tn,'tlrr',r rrr:rtitusi hr.rkum yang ada dewasa ini dalam rnasyarakat
hH*9"4 | s1'1 l\'lclrrlui penelitian-penelitian sejarah hukum, akan dapat
rlllrl'rlrrrt tr nt.rrrl', l<cmungkinan adanya lembaga-lembaga hukum yang
rtlrl*lr ll,l,rl. rlr;r,..r'lrrl<ln, atau masih dapat dikembangkan dalam usaha
Itllltgtrtrlrtlur r r 

; 
rt'r r r lri ruran hukum (8. P.H.N. : 197 5).

Mlrrpclrri;rri tlan memahami sejarah hukum sangat penting.
Itf*t*lr lnrLrrrrr lr:r'schul merupakan suatu ilmu kenyataan (yang
tlllilt;rrrhnrr rlrrru rlrrrrr lrrrkunr). Tanpa mengadakan identitas dengan
l[Br{ llllilIrrrr, rrrrlur nutsil depan seseorang rnenjadi tidak pasti.
llHttttul,r rl,'lnl)unyiri lr;rsnrt yarrg kuat untuk hidup yang teratur, yang
learlt prtlrr ,,rr,rtrr I't.t't.lrtlcrurrrgan yang kuat untuk berpegang pada
lt.tlltxttrl,rr ll'rrt ( l,u I rr rt'r rylrtlirri rclcvansinya2T.

Jlrtl rlr,rt,r,, nr('r'r tl);rl<urr suntu proses, suatu kesatuan, dan satu
lHllf rtlrtrln .irurI rlr,tlt r(l;rpi, y;rng tcrpcnting bagi ahli seiarah data dan
htltt tr.r,rrlrllt rrrlrrlrrlr lr;rrtrs lcplrt, cenderung mengikuti pentahaparr

|*ll3 rlrletttnll,r, lul,thrt, ltlltrl'. l<csatlarln pada diri sencliri dan imajinasi

f$l1} l.trrrt 
tl,lrtrrlr lrrrl.urrr rltrl.url rrrcntbcrikan pandarrgan yang luas bagi

hlgrgutt lrtrhrrnr, krrrcn;r lrrrlitrnr titlak nrrrngkin bcrdiri sendiri,

.)(Xlt(..lirk:rrtrr: Sirrirr ( ir':r l'i l'ir,. l lll. ]20-.12 I
lf ll|}luer.r ll ltt ttttrr.tltt, llrrrrt l lrtltutt
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senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan lain dan

mempengaruhinya. Hukum masa kini merupakan hasil perke

dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar

hukum masa mendatang. Sejarah hukum akan dapat mel
pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut.

A. Pengertian Sejarah
Selanjutnya dapat kita bahas pengertian sejarah itu

Menurut Abdoel Djamali sejarah diartikan sebagai sesuatu cerita
kejadian masa laltr yang dikenal dengan sebutan lagenda, babad, ki
hikayat dan sebagainya yang kebenarannya belum tentu tanpa

bukti sebagai hasil suatu penelitian2s. Kemudian Najih dan Soi

mendefinisikan sejarah merupakan suatu pencatatan dari kejadi
kejadian penting masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan di
oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini2e.Sejarah juga

berarti mempelajari perjalanan waktu masyarakat didalam totali
sedangkan sejarah hukum satu aspek tertentu dari hal itu,
hukum3o.

Dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah sesuatu peristiwa
telah terjadi pada masa lalu berdasarkan hasil penyelidikan
dipelajari untuk dijadikan bahan pembelajaran saat ini dan masa

akan datang yang biasanya berbentuk tertulis maupun lisan.

B. Pengertian Sejarah Hukum
Sejarah hukum merupakan bagian dari sejarah umum

sejarah tentang kejadian-kejadian di dunia yang dijadikan dalam

sinopsis suatu keterpaduan seluruh aspek kemasyarakatan dari
abad. Ada tiga kategori yang mencakup ruang lingkup sejarah yaitu3

a) berdasarkan tolak ukur kronologis,. misalnya
purbakala, sejarah abat pertengahan, dan lainnya.

2sDjamali, Abdoel. 1996- Pengantar Hulrum Indonesia, Jakarta.: Radjawal
Hal.8
2e Na.jih, Mokhammad dan Soimin. 2014. Pengantar Hukum Indonesia.
Setara Press. Hal.27
30 Kansil dan Christine. ,2ollPengantar llmu Huhtm Indonesia. Jakarta:
Cipta. KetatanegaraanRepu bliklndonesia: inekaCipta. Hal.226
" ;-,;!' Kansil dan Christine,Hal.224
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h) hontasnrkan tolak ukur geografis, misalnya sejarah Belanda,
rdunrh Amerika Serikat dan sebagainya.

u) bordssarkan tolak ukur tematis, misalnya sejarah ekonomi,
roJurah hukum dan lainnya.

i{rruh hukum adalah salah satu bidang studi hulcrm, yan1

tffiprl{nrl perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu
tErtentu dan memperbandingkan antara hukum yang

hutnu dibatasi oleh perbedaan waktu32.

lhlmpulkan bahwa sejarah hukum adalah salah satu cabang ilmu

,,tlilttporlojari tentang perkembangan peraturan-peraturan suatu

hUkum clalam masyarakat dari masa ke masa untuk dijadikan
Itltllttg Btltara sistem hukum sebelumnya dengan sistem hukum
lnl, Ill lnclonesia sendiri, sistem hukum yang berkembang dapat

fttilrtlkun rnulai dari zaman pra-kolonial hingga sampai saat ini.

Ptrkernbangan Sistem Hukum di Indonesia
Prekolonial

HUkurrr adat digunakan oleh masyarakat dalam mencari solusi
permusulahan yang muncul sebelum Belanda menjajah

l)uda periode tersebut, hampir seluruh masyarakat di
mentherlakukan hukum adat dan tentu saja setiap daerah

Fnloturan hukum adat yang berbeda dengan yang lainnya.
monoati hukum adat disebabkan karena di dalam hukum

tsrdapat nilai-nilai keagamaan, moral, tradisi serta nilai

lrng tinggi.

lgblulru mengenai hukum adat, tidak lepas dari ahli hukum
bfnrmu Van Vollenhoven. Ia meneliti tentang hukum adat

1906 * 1931. Menurutnya, hukum adat di lndonesia
ffbrgri hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah

hblffirn tlon sebagian hukum Islam. Di samping itu, hukum
pdl kotrudayaan tradisional, oleh karena itu dihormati

robtlgoi tradisi bangsa Indonesia. Pada masa sebelum
hr lnrlonosia, hukum adat berkedudukan sebagai hukum

t0flrku robagni hukum yang nyata dan ditaati oleh rakyat.

l, lbtpl*rr I I mu l l uku m. 2008.Jakarta: Sinar Oru fi ka.. tla 1.3 2 I
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Pada masa tersebut, banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri
Indonesia. Naskah hukum adat yang lahir pada waktu itu antara
Kitab Ciwakasoma yang dibuat pada masa raja Dharmawangsa
tahun 1000 Masehi, Kitab hukum Gadjah Mada pada masa keraj
Majapahit (1331-1364), Kitab Hukunr Adigama pada zaman P

Kanaka (1413-1430), dan Kitab HukLrm Kutaramanawa di Bali. Se

itu diternukan juga hukti peraturan-peratlrran asli lainnya seperti Ki
Ruhut Parsaorirn di Habatahon. Tapanuli (berisi kehidupan so-"ial

tanah Ratak ), Undang-l-Jrrdang .lambi ;ll .lantbi, {.Jndang-Lhlclang -;i

Cahaya di Paie mbiing, lJnclang-Undang Nan [-]ua;ruluil
lVlinanghat',ur: L.lnr1ur-r .r-Llrrcilng Perni;rgilan ij:rn 1-r*iayaran rJ;rri S

BLrgis V,,'ajo Ci Sulu.,r,r-r-.i Serlatan. Ar.r'ig-Awig ),an;l i"rcrisi pirlrtu
Subak darr l)es;a Ci Bali.

t). Koltrniai
- t Ii]iiil 1/*rc;nigrlc (iost lrrcl Is;h,: i.-6llpar,iiri,r 150?.i'i)tl

IV' aj apal- i t t,:l iih rnern i in bu l i",an b;ln'ra ls i.;erpcr:i:iian t l i alrta

I i.s t t m ll lil Qum I nd<t ne.ia

,1,'rtr \.r.1, lt'lrrh rlijr:laskurr scbclurrrlrya, VOCI diberikan hak istimewa
'*rr' ,lrl,, r,rl (l('nlrilrr lrak octrrxri yang meliputi monopoli pelayaran dan

1.. r,l,r1,,rrr1,,rn, nrcngumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan
',r,.,, r.rl. rr;rrr;',. (iuhcrnrrr yang clitunjuk juga memiliki wewenang
,,*r'l nr,,rl,uirl llcratrtrart <_lalanr rlenyelesaikalt mzrsalah yang mtrncttl
.l-rl,rrr lrrrr'l.rrr1,,rrr 1-rcgawai voc lringga memLrtuskan perkara perdata
,l.rrr 1,r,1 rrr r \,1:rpLrrr kumpulan pcratLrrar) pertama kali disetrut Statutzr
ll,rr,r, r,r r!r, l'1, l<elrruclian kurnpulan peraturan kc clua disebLrt Statr_r.ra

lt,',r | | 'r,{' ) lit'bugai*rana diket:rhui, VGC cli*yattrkan p;rilit d;rn

'ltl'11,.*l rr ;',111.; il l)esember 1799. Pailitn-va VOC menjadi babak
l'.*, ,lirrr rrr,r lrrrl,n,-:sia jatuh ke tangan inggris, di hawah kenriali
I r,rl,r rr, r,,,l, rrrl l{allles. Pada jarnan Raf'l'les ticlak banyak perubahtrn
.lt l,t,l,rrrJ, lrrrl, rrnr

. N I r ..r lt,''.lrri(cn l{egenings l8l4-1855
I'l,r ,r ,, ,lrrrrrllrr kctika lnggris rnenyerarhkan ,'villyah inclilnesi:r
r.1,.,,1,r tr, f 11111.r lrt'rrlar;arkan atas c'onventicsn oJ'Lont{<tn. olch sebalr
irir l" r,lr .rrl...rrr ;llsal 36 Nederlands Groncl Wet tahun lgl4
!ri' * rr,rl rrr l',rlrrrrr r-lria yltng secara rnutlak nret:rpunyai kekuasaan
r. rri'!.r r rr r (l.rt'rrrlr-tlacrirh jajahan clan harta rnilik negara cli bagian-
I.r..i.*r Irrrr l'.,l..rrr:.llul urtrtlak raja itu diterapkan puia dalam rnenrbuat
'1.i,, ,!, rr,., lrr.rr l.;rrr l)crittuftln yang berlaku ulTlltlTi dcngan sebutan
l!1. ':r.,', l, r,'r,lt.ttiu.1: (Pcraturan Pusat). Karena peraturan pLrsat itu

.lil,,r,rr ,,1, lr r,rt.r. rrr;rkrr tlinirr.rrakzrn Koninkli.ik Besluit (besluit raja) yang
t,lr!ur,l,rrl'.rrr\.r tlilrrrirt olch raja rnelalui Publicatie. yakni surzrt

=' l, l,,rl,lr \ .nrl, rlrl.rkrrkirrr olclt (iubernuf Jendefal.
lfrlrlr.rr rlr, r',r h,,trrrtAlifli llc,sltrir itu mempunyai dua sitbt tergantung
,lar t 1., l,rrlrrlr,rrrrr\.t. \.u1il:
I lt,,ictrr ., l,,rt,.rr trrrtllrl<lrr cksekutil raja, misalnya ketetapan

l,r lt'.url,l..rl.rrr ( iul)('t nltr' .lcrrclcral.
. 1,, ltrrr ,, l,.rl,.rr trrrrl:rkrrrr lcgislatif ya.g juga disebut AlgenteBc

1r,,,i,,, ,., I t,trt li, tttrtrt. (AMVI)) cli negeri Belanda.
I lrrrl nrr rr1,rl,rrrl.,rrr ,l.rrr rrrt.rrr,.;rlur' pcrrrcrintahan tli F{inclia Belandar. raja
rili trE.ilrt'l.,rt l' , 'ilr',.il r" l(.rrrlt'r':rl. tlilttttaranyit [tlotrt, Btryskes, dan
I *rr*l' r r ,r1', ll, rr N lr'rr'[:r titllrl< rrtcrn[rtrat pcraturitn baru untuk
tltFilErilllt lr rt, r rrrl,rlr.rnrry;r. n;ullu,t lclitlt rrrctlhcrlltktrkan peraturan
r{ttE lrr rl,tl'rr l',r,l,r lr,t',.t ltt1,,1,,tts s:tltl lrerlitt:tslt. scl)Ctli tctrtlrttg lutttlrcnlt,

|. I i , i ].: r'-

i,ri::'ll \"r,

il i:lrrLir

itiiri,.r' ii;

iil,i'r'.'
:li ,r: r'

.1i' 1 ,

l i i n, r'i i'.r.r."'ntas i kan di i-,..i lsy611i daerah iji t.lsat pciit cri nt-a han perii.er i rltrtlt rk

:;cr-ta apabila henciak melakukan hubungan dengan [Jelancla n']a!(il lrir

lnenggunakan hukum Belanda.

32 ll



illt.ll-ri-lk, , .i: i: i, ' '

3tu, k().1i ' 't .,.-l

I-li;r.li,r ii,. lI rrl,

a,'Ji:ritt-'l, I,.,:rlt;,

', r:' I :.

Sistemltufum I

dan usaha pertanian dan susunan pengadilan buatan Raffles. Seca

prakteknya, hukum yang berlaku antara pribumi dan orang Be

trerbecla. dimana bagi pribumi, lembaga peradilan yang digunak

adalah peradila.n Inggris, sedangkan bagi orans [Jelrtnda ti
mL-ngalilnii pc:rr-rhahan" sctrab menltng{u terw'ujuclti1,11 kodiill<a:i htrk

.vans tlilcnc,an ?kan trl ch Pemcri niah Bel anda.

Koclilll":r:ii l-ittl.rtm terschut berhasil ,-1irvu,!uelkrrn olt'll []elirir.i;.r

lrrhun ]l'q-l(] l.lamrin, hitkum yiins dikcdilll:;isikrn bar'-l bi

{lirir-}pl.(',r'-)"iaiil<:il iJi [-i":tnnda parl;l ilrnggal I ukto['-'r ii)]8, i(:i

.!1.1'f a:m ll [:ufiu m I n[<t nesia

,,,,,1,11s1,,111 ,lr rrrlrrylrlt .ia.iaharr llcland:q scsuai yang tecantum dalam
, 11,,1,1 rr, / ;r.r:,;rl 5() trylrl l, ?, tlan 4. Ayat - ayat terSebut menyatakan
r ,,r,rrr, l.r'l..rr;r.,;uur lcrtinggi, clacrah jajahan, dan harta kerajaan dimiliki

I' lr r,,1,r ,\ 1;rl rrri itrga trerhicitra mongenai kebijakan pernerintah serta
l'.rl lr,rl l.rrrr 1,:rrr1,. hcrkaitan dcngan wilayah jajahan dan harta akan
,lrt' t,r1,l .rrr rrr, l:rlrri rrrrtlang-urrdang. Di samping itu, pasal terscbut jLrga

,'r,,r1,, rrl..rrr ,r,rrrr.,, blrgi parlcntctr untr-tk betperatr bersama r;rja clalam
,,ri ul'u,rr l', r,rtrriut tcrkait claerah .iajahan schirrgga peran dari ra.la

-' 'lll, lr l', r l. rrr,rrrl,. Pcraturan tersehut clisetrul. Rege:ritrgs Rcglemcnt.
lrrl.rtu,l,, l,, r'lrcnttrk undzrrtg-r:ndang yang diLrndanghan l"llqrlalui
t ,,t i.i,r,/ l:i ,. No. 2 yang didalamnya terdapat 8 bab dan 130 pasal

rqilE ril. il1r,111,, l('illtrirg pemerintahan di Hindia Belanda. Salah satu

t,* 'rrrr.r, 'i,rrl, l)( nting sri;rt itu adalah terkait penyelestrian perkai-a

1,.',l,rt.r ,lrrrr.ur.r llrl<im dipcrintahkan untuk nrcntr4gl-rnakan htrkrur
g. r'l,r!,r I r,,lr,r l,.rlr Polorigan [iropa clan hr,r[iurn perclata a,Ca'r bagqi nori-

I r'l-r r'il'rrrr l't '{). ll<'.gerin.q,s Rcq!ame:itt mcligalauri lrcrlrbalrarr piiri;r

1r .rl r. rr!,ru l', r,rlrlrllilll tcrssbrrt herlaku scjak I .larluiiri l9-10 hir-ig.g;;

r rllr* l', ',, ',.rl,rlr slr{u pcrLrb;than yang pcnl"irri-I terk;rit ili:llantbahair
ts't11r!;,r, ,lrl.rrrr 1,,'ruVelcsiril,rrr llcrkara per.clatir. yaitu g,;lrxlgan '[';rlur
l -rle I' r,l.r rr,.r' .r I'erlul<trnya ltlt- teiah hcri:asil iliundangkair i.itlb-
!ttal, llrl. rnr \,rlu
| *; tt,rl, lrrrl rrrrr l)r(iiuul uniuk goiongan Eropa rnelalr,ri Stoctclsblorl

Ittt,r, rlrrrrr.r ','i scblrgiri lrasil sadr.rran clari Cocle: Panql yang
lr, r l,rl. l , lr l l,.l.rrrrl;r Plrrlir r.val<ttt itr_r;

i ll'. ut, ut l','lrtrt' ,\ttrtli'L,.qlt,rncnl sebagai tarnl-1ahan kitnb hukum

l,r'l.rrr r rr,rrrl. r'r'l()nliur I:r'rlpa tahun i872 Nomor 85 yang isinya
Ir,11r11,11 un.r il,'nJ';rrr lr.itirlt Iltrktrm Pidana Eropa tal-rrrn 1866;

I t',rliti, '11111r I r,lt',1,';r/ [tirl,,i oritttg blrkan efOpa melAl,.i StACltSblud
lrt ':/,,rrr,,r lll

I ll , ri,,,, I, r , ttt ;ttt ,tlt.,.,.ltt tlirrndanqknn pacla tahun i 915 dengan
\t,t,tt,l,l,t, / l') I '' lrlorrrot. 1.\2 tli I lindia Belanda dalam sllatu
Ir*llltl,,r ,r \,rrl. l)('r l;rktr lr;rgi sclnuit g<llorrgan penduduk rnulai
lgttEprrl I lrrrrrrrrr r l') ll"i.

. r,i .,i.,iti', :rt.:lrttter'rk,ttr iris;rir';tl=i li,'irrli
,.: li'ti; r (r i, :-rcrdtli.i h;tl t ""vllrga I-Jtill.l(iil ,, 'iil!,
lj:lr k;iliri.iii ii;-'ti,.::il-i !li,! i.r:rs,.'bl:i, llili.:.i l 

( ,' .,1'

;,:, i t -. i, i{-lli ! i tt;. fi.} i1i.jt];', l.t :;r iitll-t fr(ltll it.r |lttl,,

.ii-iririti1;' [- i,' il:i:,r];,1 .-ri,;tt,i.i 4i,,ri,t 'l 1,";,'l'
ir

i'1 t, , I ,-,.i..... i ::. li. ,r.. ' i ,r,r: ;-;,11

, ',,. .,.'i, i1.1,.:i. , I (.. i' i]

'.t,:l.-ti.,1 . , 1,, i,1.,,
'l i', 1 ) i ,,_., 1 ,r1.. ;. :. : I i'.: i ill

{) - ,.:.:- '',,. ,.,,1 1, 
": 

l:"

.1. i'..:,. ,. ): ^ , 'r rrr,..1, .t t , 'i,';'.:.' -.r3 i.'! lr' ." '':111"1;:1'1 1'111

-r\j ri 1 i i I i.: l-,' !-i r'i.i ! I i. i a il g'- ! I i ) 1 : i) I 1,-j i I i i.

-i. l},'r,,r.a,,rii.i,L-r '!'1,11'rrt,i i[]W; ilt.;iu :;.i[lrb iitl,i",liit-r. ill.l;lnp, l-[uk

Sipil {iil-.iiil.i"
4. W'eihctek .,,titt Koitl;ltttrtr.lei (Wl'i'") ataLl Klia{r i'rrclang-U

Hukum L)agang (KLjHD).
5. Regletnent op de Burgelijl;e Rechts vorclering (RV) atau

tentans Acara Perdata (AF).

" l.4us;i Regerings Reglement 1855-1926

Arlanya pertentangan antara Parlemen (Stcten Generol) dan R

mengakihatkan terjadinya perubahan cialam Grond Wet pada

1848. l-idak hanya itu, pertentangan tersebut dinrcnangkan (

ltarlr,:ntcn tcrkait pcngclolaan kchiduptn herncgitra. Pcrtthaltitn (it'r

rlr,/ i rgu rrrcntl'rcrikan pcltgaruh terhatllrP pL:ttlcrittlilhittt tllttt pcrtltl(
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. Masa Indische Staasregeling 1926-1942

Pada I Januari 1926, Indische Staatsregeling mulai berlaku
menggantikan Regerings Reglement. Indische Staatsregeling
bersifat pluralistis, hal ini seperti terlihat pada pasal l3l Incli,

Staatsregeling yatg menjelaskan bahwa pemerintah Hindia Bela

menrbuka kemungkinan untuk melakukan penyatuan hukttm
ketiga golongan penduduk di Hindia Belanda yaitu Eropa, Ti
Asing, dan Priburni. Pemerintah membagi menjadi tiga gol
penduduk dengan alasan untuk menentukan sistem hukum yang

berlaku bagi masing-masing golongan. Hal ini seperti yang terdapat

bawah ini:
l. Golongan Eropa

Adapun yang termasuk golongan Eropa adalah orang

Bukan Belanda tetapi dari Eropa, Jepang, Lain-lain yang h

keluarganya sama dengan Belanda, Amerika, Australia
lainnya, Keturunan dari keempat golongan tersebut.
dengan Pasal 131 Indische Staatsregeling, tunduk ke

hukum perdata, yaitu Burgelijk Wetboefr (BW) dan Wetboek

Kopphandel (WvK) yang diundangkan berlakunya tanggal
Mei 1848, dengan asas konkordansi. Untuk hukum pi
materiil, berlaku Wetboek van Strafrecftr (WvS) 1915 N
732. Sedangkan untuk Hukum acara yang dilaksanakan da

proses pengadilan bagi golongan Eropa cii Jawa dan l,{
diatur dalam Reglement op de Burgerlijk Rechts V'

untuk perkara perdata dan Reglement op de Straf Vorde
untuk proses perkara pidana, yang keduanya mulai berlaku
tanggal 1 Januari 1918.

2. Golongan Timur Asing
Adapun yang termasuk golongan Timur A_sing adala.h ketu
Cina dan bukan Cina yaitu India dan Arab. Hukum
hukum pidana adat mereka menurut ketentuan Pasal I I
berdasarkan Staatsblad 1855 Nomor 79 (untuk semua go
timur asing). Hukum perdata golongan Eropa (BW) hanya
golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia
rnelalui Staatsblad 1924 Nomor 557. Untuk daerah Kalimi
Ilarat hcrlakunya BW tanggal I Scptcrnber 1925 rncl

-l is tem ll:ufomt I ndonesia

',i,t,tttltltttl l()25 Nontor 92. WvS yang berlaku sejak I Januari
I'l ll{ rrrrlrrk lrrrkunr pidarra materiil. Hukum acara yang berlaku
lrrrl'.r l.,.rrlorrp,lrr liropa dan hukum acara yang berlaku bagi
p,rl.1r;1;s11 lrrrrrril-rutcra, karena dalam praktek kedua hukum acara

Ir l.,('lrul tligrrrtakan utrtuk peraclilan bagi golongan Tirnur Asing.
I I rulottl',:ttt I't'iIttltti

ArlrrIrrrr ,yirrrg tcrrnersr-rk ke dalam golongan pribumi adalah
l,+'lurrrrr;rrr lndonesia asli dan keturunan lain yang telah lama
ur nllrrl, rli lnclonesia dan telah melebur ke dalam Indonesia
lr,,lr l)rrl:rnr hal keperdataan, hukum yang digunakan adalah

Irrrl urrr pt'rtlirtu adat dalam bentuk tidak tertulis. Tetapi dengan

rrilrur\,r ll;rsirl l3l ayat (6) Indi,sche Stacttsregelingkedudukan
1,, ilrrl,rrrryrr lrrrl<1n11 perdata adat itu tidak mutlak, dan dapat
,ll1',1111r (l('nF,rur orclonansi jika dikehendaki oleh pernerintah
I Irn,lr,r I lt'llrnrllt.

l', r r 1,r ;,rl t;rr I .lr-'llling

elr rl ll,l r

l.rlr llt'lrrrrrlir nrcxguasai Hinclia Eelancla {trnc1orresia)

l', nl,u,r;iir .lcpilrlg tneududuki dan merebut [nclonesia dari
lt, l.rrrrl;r l'rrstrl<an I clanda yailg terakhir tlikalahkan .!epang;

I l') I' I'rirl:r rrursa pcnjajahan.{epang da.crah F-{inelia dibagi
lr,l,rr(",rir I'irnr"rr (dibawah kekuasaan AL "trepang

rlrr,lrrl.rrrr ,lr l\4:tlilrssar) dalr Indonesia Barat (dibawah keX<uasaan

r,l!rrrlr \,r r r l, l rt'r'l.t'tl utlLrl<nn di Jakarta)" Feraturan-peratllrax'] ya]ng

rrt,lil ilrtrrl. rrrt'rr1,.lrlrrr ltcrrrerilltrilian elihurat clengan riasar'"Gun
ir, lrrlrn ( )',,rnru Scirci" ['asal 3 Osamu Seirei No. 111942

Fttlleutrtl ,rl l,,rlr\\.r "r,r'lnuir lradan per"nerintahan dan kekuasaannya,
l$$trlrr rltrr utll,rnl,rrrrtLrrrl,. rlirri pemenintah yang lalu tetap cliakui sah

llilltt*, ,'lrt nl,u,r rr .rl. lu. lrsiri l"idak bertentar-lgan dengan peratrran
Irtl*rtrrlr rlrlrt,r " l';rrl;r MlrrcL l945 .lcpang membentuk Badan

lrlttltl' 11,,,1;,., l'r'r.;r:lpiur Kcmorclckaan Indonesia (BP{"JPKI). Pada

ffit*+l pr.llrtlrrlrirn l('l);ur,f, ticlak sclnpat mengeluarkan berbagai

*tHll ;rr.r lln(lrrrf,. rrrrrl;rrrgrrrr liurcnn nratsa menjajah hanya tiga
l*ltrrrr l,r',rrrrlr llrrrltrrrgl-[Jncllrtg Nornor I 1.ahun 1942 yang

Stttlret lrrlr rrirrr lrt'r lrlrlr,tri 1.rclitttrran pcrunclangan yang acla pacla

llllttll'r llrlrrrrrhr Nirrrrrrtr, kortlrilrtrsi lrctrtitrg yrtng clibcrikan
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Jepang ialah dengan menghapuskan dualisme tata peradilan, sehingga

lndonesia hanya memiliki satu sistem peradilan. Sebagaimana juga

pada institusi pengadilan, jepang juga rnengunifikasi badan kejaksaan

dengan membentuk Kensatzu Kyoku, yang diorganisasi menurut 3

tingkatan pengadilan. Reorganisasi badan peradilan dan kejaksaan

ditujukan untuk meniadakan kesan khusus bagi golongan Eropa di
hadapan golongan Asia.

c. Masa PascaKemerdekaan
. Orde Lama

Pada masa orde lama, demokrasi yang berlaku adalah demokrasi

terpimpin yang menyebabkan kepemimpinan yang otoriter. Disamping

itu, hukum yang tercipta bersifat konservatif (ortodoks) yang

merupakan kebalikan dari hukunt responsif. Oleh sebab itu, terdapat

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap UUD 1945, hal ini

seperti kekuas:ran presiden yang dijalankan secara sewenang-wenang,

kcmudian MPRS rnenetapkan presiden menjadi prcsiden sculrntr hidup,

Jrerihal ini tcntri hcrterrtarrgan dengan keterrtuan mengenai masa jabatan

prcsidcn l,ang clihatasi. I)i sarnping itir, MPRS, DPR, clan MA
ilisamakiin st;rtusnya scbagai rncntcri schingga posisinya bcrada di

Lrawah ['rcside-r.r. llei lain yan{ iialtgat hi:rtcntar]l1iit.t sepcrti itdan-ya

pembubaran DPR ysns clilakukan oleh Prcsiclen, idcalnya rnenurut

konstitLrsi. Prc'-*i den ti dak t'ri sa niembubarkrin If PR.
. {-)rric Baru

i.eirgseliiia Scckamo ,:ili.i rlriknll Soehlri,,, rneajadi Pri:si,l,:ri iie ciitir

lndonesrii pada lahrrn !9fi(r i*la.li inenladi lliri< nruia brrlriuiriyr rezirn

orcle haru. lioehaito naik rnenjacii Pr-esiden rlengair scmangat Pancasila

dan Ljl,lD 1945. Namun, clalam prakteknya Soeharto nleurerintah

derigan otoriter. Pada rezim ini, hukum dijadikan sebagai alat untuk
memastikan kelancaran pentbangunan ekonomi.Meskipun clemikian,

rezin ini masih melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti pusat

kekuasaan berada di tangan presisen, kemudian pemilu yang

dilaksanakan secara tidak demokratis, dimana pemilu dilaksanakan

sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan presiden. Pada rezim ini
juga tcrjadi pembatasan hak-hak politik rakyat, seperti hak berscrikat,

hcrl<urnpul, clan bcrpcnclapat.

Itl l()

.S'r.slrrrr :/ l'u liu m l n db ncia

. r rtrlr l{, lut ttt;t..t
I ri.r' t,r,rrr',r,rl 1rrrr1, rrrt'l:r.tllr lrcgara - negara di wilayah Asia dan
r '[ il 

" 
,r l. r trr l,rL Iu;rs;,rr lnilsyirrakat dcngan pemerintahan Soeharto

,,'i,i,l,,rl,l.,rrr rr'rlir(liilyil rlcrrronstrasi besar-besaran yang menuntut
r,,,,ri,r ',,rr lr.r'r, rllrri krrrsi kepresidenan di berbagai wilayah
1,r,1,,,, .r,r lrrrrrrrrrv:r Soclrarto cluri tampuk kekuasaan pada 2l Mei
I t'rrl nr, nlirrlr l,r n,ur(l:r tlirrrrrlainya cra retbrnr:rsi di Indonesia. Flabibie
l.lrrr'li,r, ,r' rr,'r,,rnlrl<lrrr posisi Soeharto sebagai pres;idcn" fu{esl<ipun
Ir,*r,'r . 1,, r,r r,r('rr('r'irrrirll, Ilabibie rneltrkukan beberapa perubahan
r,, llrrr: , r'r I rr rrr, l:rl<rrliirn libcralisasi parttri politik, pcnrbcrian
1.1,, l,,r ,r, 1,, r l,lr,.llrs;rr) hr,1.p(1ldapAt. dart penC;lhirterl l,i [-l Slrbr,,:r.si.
f ',r,l,r t,rlunr l'r'r() ,lr:rrl;tkltrr ltrttnilihan Ll!t-tLutl _rritpg di:trCtranL{i,lln iticit
11,,1,,,.,1r,,r \\.rlrrrl r;,.'lrllulli prusitlcn tcr"grilih tr)aii:;. nri:.lsir

I ,t,' , ril1 rlr trttt , l'.rttr rl. I'r'lriirlklltrq.!'1 \/;iilo ,1i{.iniJiif?LtlLln jrOlrl.ilr*,i:r,ri.

r. I rlr \t',lrrrr rlrrrr,r,r 1\/;rlrrrl l,ltlris rtias:_r il.ttrilt_,l.intrtlt, il:ti:,,.,_iilaii!trtl;,r:r
I lr l, r,' 11r 

",,, 
Lru'nl' l)r-trri. i'ad;l nril:iii rrr_::ttt:r'il-rt:.rhrir-1i:11i:.

It lrll ,,,1 rl, I l'1. . 1i,t ..llriirt i,iltiLp litrli.rl.. l,it:tri!i-rg.g:i iji--i,ri..l": t;i,..1:t1a
I r',1 , lrr uillrilrr, riil. 111,.i11 nlitsil ilsiltcl'inlitif.lit ivle5.lr,i,"tr. 

.l 
,-,S.i

Irl !,r"r r'r'r rr ', rrrrr ir.lri;rrr .,,.rrrrl bc;'r-i.lf-r,n:r ilte;ry,-'iirlil.:l ;l.lirJ,,t .!irrrir
: rilr? ,,, ,, rr," rl .rrr l'rtl:r irtl:r;;t :()i)-i, ;ri,,rciiiihlrr-t illl!i.tir.! :,i.-,Ci.il.i.i

| il,F ',,', rrrrr rl 1,, rl rrrr r l.lrll tlrili[;lil,t;ltt il"lriiln itrilrrtllittg 'l1L:.ii-..r,.,.1i,r

'lltt,.,t ,l ,,, , l,.r,,.rr l,( lr( lurnl, tilrJaiti penlilihalr LuIIuit.l l-ei.Sel:ltl :,Ctiil c".i i

;r;111lrlr t,, rnrrrrr I rlrrrrr ,{}(}(). lirilrk icrlllLr slg,rrilil<lrn 1f.:i-ketn{_r:iitgart eji
l,lrlelr: 1,,u, r,rl .rr I,rrl.1nr. :.(,li(',-ii itill-iginyl tilUkitt l<1stls li3rr_ir_rr;1,

ll{llltl'r 1' ,'l.r ril r .r ilil, l,r rrr'.iP rlcrrOKrtrsi []cltar-l-)r-tititr diupayitkan,
iFlrl rl ,lrl,rl,l, r!r, nt.r,,rl...ult,,it |(.nlilLt Scciirit ii.tnesltng r-tntltk pctifilil-ian
lll'lt ,l 'i, L ll'rr r' r,l.r ( rr .t.rirnr,i-rsi Ini, Lraryiik perkembangan-
l,Fl[' tt,l,.r,,r!,ur 'lr l,r,l.rrr),. lrulirrrrr rlarr lrarnpir ban I\,leskipun <Jernikian,
lud;ilr 1,,,r,.r1. l,l i.url, 1,,'r lrr rlilrcnlh, agar tcrciptanya pemerintahan
l.lttg il, nl,l,t,tlr,l,trr,trltl
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BAB IV
Macam-Macam Sistem Hukum

Pada dasarnya

seiring waktu, terdapat
oleh berbagai negara

diantaranya:

ada banyak sistem
empat sistem yang

di dunia. Adapun

hukum di dunia,
paling banyak di
sistem hukum

A. Sistem Hrlkurm Aclat
'l-enninoiogi lrLrkum adat periilrna kaloi diperkenalkan

ilmirlh oh:h C" Snouc:k Hurgronge. Pada tahun 1893, C. I

llurgronje i-nen-v'.ebuika"n istilah hukum aclat sebagai uclctt rcc:ht

bukun5;a 'varlg trcr"ii,rdtrl "De Atjeherl," urrtuk rnerr:rrlai suattr sis

1;engcnilriiur.r sr.,:rial yarru hidup clalanl masyarakat Indoncsia. lstriah
kt:nrtrcliart tl.ktrrriban,qkan lagi secirr"n ilriiiah olch flornelis
Vollcnh,ivl.rx) 'vi.irig, rlil<crrirl scbag,ai ahli l{Llkirtn ;rcii.lt ir;ida ;ranran tr'{i

lJel;.rnr-la.

('orttcli:; vilu Vr.rllcrrhoven .ii;i.,.a adalah .yiiltg pertama
tncn-varnp,rikan s,agasan pcnrbagian lrrrkr.rrn trrlitt. lvlenrirtrtnya, <.J:rcrah

nusitntara rrur-rLlrut iiLrklrrrr arlat dapai <iibagii rnentae-li 23 lii-lekun
wilayah adat, diantaranya Aceh, (iayo tlan Batak, Nias dan sckitilm
Minangkabau, Menizrrvai, Sunratcra Solatan, E,nggano, Melayr-r, []an
dan Betitung, Kal i rnantan (I)ayak), Sarirlihe,'l-alaud. (]orontalo, T
Sulawesi Seiatan (tlugis/ Makassar), ivlaluku Utara, Maiuku Am
Maluku Tenggara, Papua, Nusa 1'errggara dan Timor, Bali
Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman,
Jawa Barat (Sunda). sedangkan menurut Gerzt, ahli yang berasal
Amerika, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki
budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan agama di dunia ada

Indonesia.

Sistem hukum adat ini dikenal dalam lingkungan kehidu
sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti
lndia, dan Cina. Adapun sumbernya adalah peraturan-peraturan hu
titlak tcrtulis yang turnbuh dan berkembang dan dipc(ahankan dcn
kcslttlltritn httkttnt rrrasyaraklrtnya. ()lclr schlrh ilrr, hrrktrrrr lrtllrl rrrenr

.\'i.stcm :llillium t ncfonesia

i ,r'*rr'|r,rr ,r,,\r",r:rl(irr trr'i trirt crastis. pcnugak hr-rkum adat adarah
1 rrr,l ,r ,rrl,rt .,.1,,r1,,:rr Pt.rrrirrrpin yiutg sangat disegani dan besar
| "r,rr,rlr.\,r ,l.rl.rrr lrrrlikrrrrgrrrr rnasyarakat adat untuk menjaga
l ' r,,lr,r, lrr,lrrgr '.1';;1111,',',. t' Mcskipun dernikian, suatu hukurn adatti'l'rl' lrl ,rr ,lrr, r,rrrl';ur tli l<esclrrrrrlrarr wilayah, sebab terdapatnya
| ' l'r,rrrrr,,rr .r;r',\',r;rliirl irrlrtt yang ada. Namun, hukum adat dapat
'lrl'r'lrl.,lr lrrl.,r, .,r'( ;rr:r nrrsi,rral apabila suatu hukum tersebut memang
'1r.,*411,',r ,,,,r,r rr',r rrc,cr-Lls .lch suatu bangsa dan telah melalr_ri
lr*rar= 1* 1r1r' ,,rlr,rrr rli lcrnbaga lcgislatif dan atau eksekutif. dan
,114111111 ,l'11r,1t rlrrrr,r''rrkrrlrrr ke dalam sistem hukum nasional.

,'rrr! ri r'rrr,rr, r rlrr',1s1 r,rt'lr Allrrlr (kitab suci Al-eur,an) dan Rasrl_nya
rll'rl, lr,r,lr ,)r.r rrrr,rr.rrr tri:;errrrt rrcngarr syari ,at atau hasil pemahaman
"l''rr'r r' rlr'r,l rr, r', r,'rrrrr:rr tli irtas (kitab ficlih) kernudian disebLrt
l. *p,** tltrlr,rrl \,rrl, rrrt.rrlt(:t ltttbttngan manusia dengan Allah,
,ir'*ri--r]r rlr rrr'r,r.rrr',r;r tllrrr rrrilnusia dengan benda.Sistem hukum
I l,r' 1,, r., ,rl ,lrrr \r.rlr. l.t.rrrrr<lilrrr hcrkctnbang ke Itegara_negara lain

f" r!r rr' t,,r'r ,, r'.r.r .\.,r:r. r\lril,ir. lrr.pa, Anrcrika secara indiviclual
!{r+'r'|}'r " r', r Ir rrrrrp,rr rilrrrr-r, rrrltt'r'ta clalant ajaran trsrani adalah
l+rtlrl,l rrt,ru 1,, ,r.rrr Irrlr.ur I)lrl:rrrr lrirl ini. auatna Islam ilicmpcrcttytti
lr**ra {rl,r ',r,rr lrrrr.rrr rr,rr,rt'rrllrrli pcnting scbab cii.iadikan sebagai
rtBfrrr'r+,r'r 

'tr',r Ir rr,rrr:r',t'k:rrr jir<lr hcrrdak rnengianut agalna trsiam.
F;lrrs,a* r, r 'r I'rrr ,rrr,r,rr'rt'r'r':rr,rcrlrrrri clrta kalimat syahadat yang
rtt;rrl*rlr =ir'rru l" rrrul rrr'rrr'1,;rs:rrr serrlrgai scgrang Muslim. seorang
I l*-lr,r r'r l'1111r,q | .,,, .('rr:rr) trrrtr:rrilrrrry, kepada Al-eur'an dan

I i,;111q111 1,, rr1,1.,.,,;..,,, rrr;*lzl*rlr Altlttssunnah wal Jama,ah
l=" El.r | *,rrrl, ,rl ,' rtrrrl,.rrr lrrrl,rrnr litlih, tcrclapat empat sumber
l€*rl{,€tt i n

€ltali*rll F ',1',,lrl .ilr Ilrrl rrrrr
Siri=41 lf;rl rrr, ll.*.rt :r,tr rr

=*:+,ri 
Bt.!. r', I l,,l ,,,, r i.r ,r,,r.tl

I lt i,l,,,rri 1tl lr.it,,l

\,l.rt rl,rl.rrrr I rnl:rsrrrr St.jiu-rrlr." l )lrllrn Mustughlir.in,
llrrl.rnr ,,\rl;rl. rl:rn Srslerrr llrrkutn lsllrru Menuju
,, l,rr.rlr Irlt. yi,t,, I lilt tttrtttt, .ltrt.,rtl I )ittrtrttiktr I ltrkttrtt.

ll
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BAB IV
Macam-Macam Sistem Hukum

Pada dasamya ada banyak sistem hukum
seiring waktu, terdapat empat sistem yang paling
oleh berbagai negara di dunia. Adapun sistem

diantaranya:

di dunia, n

banyak dite

A. Sistem Hukr"rrn Adat
Tcnninoiogi hLrkum adat pertama kaloi cliperkenalkan

ilmiah *1,.:h Ll" Snouck Hurgronge. Ilacla tahun 1893, C. I

llurgronie inen."-cbutkan istilah hukum adat sebagai udal rec'ht p

bul<unyti yairg bcrjucltil "De At-ieherri" untuk menarnai sLl.riu s

pengc:nilalirr-rr sr-,iial varig hiciup clalanr masyarakat Indonesia, Istiiah
ketnrrtliarr d.kcrrrtlangkan lagi seciirA iirniah oleh Cornells
Volltlnltn!r)n'yi.i{}rJ. rJil(,":nal scbagai ahl, t{ukut'it itdat iacl;"1 zaman Hi
Relantla.

(,'tlrn,-'li:; \'an Vollcnhoven .iul.,a aclalah liil-lg peftarrla

mcrt.yarnp,.rikun gagasirn perrrbagian hukrrrn ai1at. l"{enurultnya, dreralt
nusantara rncnLrrut irr-rkrrnt atlat dapiri. riibagi rneniacli 23 iiileklrn
wilayah adat, diant;rrallya Aceh, Gayr, dan Batak, Nias clan sekita
Minarrgkabau, Menterrvai, Sunrertera Sclatan, Enggano" Melayu, [3a

dan Bcliturrg, KaIi Lnantan (f)ayak), S;rngihe-Talaucj. Goronl"alo, T
Sulawesi Seiatan (llugis/ Makassar), fulalukr-r Utara, Maiuku Am
Maluku Tenggara, Papua, Nusa T'enggara dan Timor, Bali
Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman,
Jawa Barat (Sunda). sedangkan menurut Gerzt, ahli yang berasal

Amerika, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki
budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan agama di dunia
Indonesia.

Sistem hukum adat ini dikenal dalam lingkungan kehi
sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti J

India, dan Cina. Adapun sumbemya adalah peraturan-peraturan
titltk tcrtulis yang turnbuh dan berkembang dan dipcrtahankarr

hukum

kcsatlltritn hrtkttrn rtrasyaritkatnya. ()lclr schirh ilrr, lrtrkurrr urliri rlrcrrr

I i-s t. e m J I it{u m I nr{o n esi a

| 1rr,r,l'.,,r ,rr,1r.,.11;1;1,;111 tlir-i tlltrr clastis. [)enegak hukum adat adalah
1 "rl 'r ,rrlrrr ,, 1,.r1';11 pt'.rirrrPirr yirrrg sangat disegani dan besar
r'' *r,,, rrlrrr\,r ,l,rl,rrrr lrrrl',1<rrrrglrrr rttasyarakat adat untuk menjaga
l,1rrrlr,*r lrrrlrrgr ',t';,rlrrt'r'rr. t' Mcskil-lr-rn clernikian, suatu hukurn adat
rr,l=rl, lrl,,,r ,lrrr r,rIh,rr rli kcsclrrruhan wilayah, sebab terdapatr-rya
l'1" 1,sg.,1111,ilr ,'rrr'.\.il;r[:rr lrrlitr yitttg ada. Namun, hukum adat dapat
'lrl.r'lrl',,r l,rl rrr ',r'r .rr;r ,:rsi.rill apabila suatu hukum tersebut memang
'lle*r,rll',*r !r,.r,r t,.r.i ,rcncrUS <llch suatu bangsa dan telah melalui
lrrrr=r.e l*,rr, ,,rlr,rrr rlr lcrnbuga legislatif dan atau eksekutif, dan
rrllclltii rl,rl,,rt ,lrrrrrr.,rrl.Llur kt: dalarn sistem hukum nasional.

ll 'Jl,,lr1t llrrl,rrrrr l:lltrpr

"r!rr,,r',r,,r lrrrl'rrrr yang rnendasarkan ketentuan-ketentuan
r-rlrF ri I'rlr,lrr, r.r;'r..111,,r.'lr Alllrh (kitab suci Al-eur,an) dan Rasul-nya
tl *'rl' lr'r'lr,rl, r,,r,rr.rrr trrst'rrur trcr-rgan syari 'at atau hasir pemahaman
'rl+rr,r r,lr,rrl,r;, l{ r, rrril, tli atas (kitab fiqih) kemuclian disehut
,1,,p.,r lltrlr,r,l \.r,1, rrrt.tr:rllr lttrbrtngan tffanusia clengan Allah,
rft1ilil=iit ,1, rrr, rrr rr.ililr..r;r rl:ilr rrlllnusia dcngan benda.sistert hukunr
l-l.rrr, 1,, r,r .rl ,lrrr \r.rl,, 1.,.,,,,,,1'lrrr ficrkcntbang ke negara_negara lain
'ilir ril il1 l:,il,r il, r'.u,r \.,r;r, r\lrikir, I:ropa, Arnerika secara inclivicl6al
ttt*ttfrrr*r .",rr r I,l,r1;111,,1. lirrrrr,, rrlir,ra <.lalat.ii a.iaran Islanr aclalah
lfttltlrl alrlr 1.,, ,r,rrr lrrlr,rrr l)lrllrrrr Ilrl ini, agama islam rnernpercayai
httrte €rLr ,,trlr lrrlr rrr rl.rrr rrrt.rrjrrrli pcrrting scbab diiadikan sebagai
;latrt ltlrtr*'r,l,rrr l', rr,rrrr,r .,r'L:rlr jil<rr lrcnrtilk rnenganrrt agama trslanr.
Irlllt*tr*r, rr r.,, l,rr ,rrlr,rl'rt'1.Lrrrr rrrclrrlr-ri rlu. kalimat syzrhadat yang
tllEtllddl al,rrrr 1,, rrtrrl l,r.r,-l':r.i;r, st.lr:rgli se()rang Muslirn. Seorang
llttaltt*r r* l,rr'l,r,l ,r ',(,lr,rl) lrr(l:rl\luuryir kcpatla Al-eLlr'iln dan

I tcii 4;al ltrtrtl, lr, nl

dltnlerarn q

,r I ,rrr rrr;rrlzllrlr Alrlrrsstrnnah wal Jama,ah
rrlrrL,rrr lntl\llu lit;ilr. tcrtlirpat empat suntber

llg*rh ! ' ,lr*lrrl ,ilr Ilrr rrr \,r,rr rr.rr.rrrr r rrrr;r.i;rrr St. j;rr.ltrr." r)rrrirrn Mrtstzrghriria,rll lltrl rrr, ll*r 'rr ,r ,1. ,r r rrrr rrrrr ,,\rr;rr, rr:rrr Srslcrrr ilrrkurrr rsllrnr i4cnrri,Ei.t rr' ll,,l ,rl, tt,r,i.,r.rl ,, l,rr,rlr lrlr. 1,rrrt1, I l;rt nlttnt,.ltt,.tt(tl l)ittrttttiAtt llttkttttt,

lt



Sistem I{ukpm Inil.

(a) Al-quran
Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam hukum Is
Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang merupakan

kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada

Qur'an. Al-Quran adalah Kitab Suci yang diwahyukan kepada

Muhammad s.a.w yang mengandung petunjuk bagi umat manusia.34

ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat2:

;.litlxI cerA 1;9 (--,.,J 1 ...,U511 dlr
Artinya:Kitab (Al-Qtr'an)ini tidak ada keraguan pctdanya;

bagi mereka yang; bertaqwa.35

Merujuk pada ayat tersebut, maka Al-Quran menjadi sumber
dalam Sistem Hukurn Islam yang terdiri dari:

o Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah S

mengcnai apa yang harus diyakini dan harus dihi
sehubrrngan dengan keyakinannya (hukum i'tiqadiyah)
dikaji dalam ilrnu taulrid atau ushuluddin.

o Flukum yang mengatur pergaulan manusia (hukum khulucli"

yang kcmudian clikembangkan dalam ilmu akhlak.
o Hukum yang mcnytrngkut tinclak tanduk manusia dan t

laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah SWT, dan da

hubungannya dengan sesalna rnanusia, dan dalam bentuk
apa yang harus rlilakukan atau dijauhi (hukum amaliyah)
dikembangkan dalam hukum syari'ah.

Hukum amaliyah tersebut secara garis besar dibagi dua :

Hukum ibadah dalam arti khusus, hukum yang men

tingkah laku dan perbuatan lahiriah manusia
hubungannya dengan Allah SWT, misalnya seperti
puasa, zakat, dan haji.
Huktrnt muamalah dalam arti
mengatur tingkah laku lahiriah

umum, yaitu hukum

"n | (-)rr.u,r rlurr'['rrjcmlh:rn.Khatlitrr Al llararnain asy Syarilain (l)cla_ytn Kctlrrtr
l :rrr:rlur Srrci) I{irja liahtl ihn'Ahtl nlAzit. Al Srrrirl., lr:rl 7(r.

'lrr,l lurl l{.

tl

ll.

manusia dalam hubun

.\'i.ste n :l(ill1um In[onesia

'1, r,,,rr .,('.,;un:r tllrrr llurrr sckitar. seperti; jual beli,
l,' r I,r\\ rrr.rrr,pr.rrrlrrrrrrrllur, tlun lain-lairr.

I rrtilr.rr ,l,rr r .,, 1,r Pt.rrrlrt.r'lrrkuiltrnyit, ltttkum muotnalah terdiri dari
I . 1,, r,r1r,t ilt,tr ,il1t. y,:ttltt:

ll',t,t,,tt ,rtt*tttlttlt tlirlirttt itrti khtrstts, yaitr-r hukum yang mengatur
lrttlrtttrlr,llt .( 

".il11:l ttilttlttsilt yilng menyangkut kebutuhan harta
l,,rs,t 1.,l', rlrr,rrr lritlrrlt. ('orrtoh . jual beli, sewa menyewa, pinjam
rlil llllill,rttl,l,rrr :;chtttilittyit.
llt,At,,tt trtttrr,tl,,tltrtl, yaittr hukum yang mengatur huhungan
=..r.ilil.r ilr,rilil.,rir yilnu rncnyangkut l<ebutuhan akan penyalurart
*'rl .rr ,,rlrrrirt .r'(iuil sith rlan yang bcrkaitan dengan itu. Contoh :

r'll rlr r,rl,rl ( ('r:n. (lilll ltcltgasuhan anak yang dilahirkan.
lletLtutt ut,tttt, tl\ tlllr wasiat, yaitu hukum yang mengatur
llrl,rrrrt, ur ,(",,y1:t rrprnLrsia yilng ntenyangkUt kebUtUhan

li, I l'til'l!rlr,ilr lr.rrl:r kitr(:ltit itclanya kematian.
I l,it.t,,t 1ttt,t1,tlt ;rl;rtr piclana, yaitu hukum yang mengatur
l*rl,rrr1,,q;s,r'.,un.t rrr;rrrusiil yaltq lnenyangkut kebutulfan usaha

;,' r',,1,,rlrrr tr.r;.r,lrrryrr kt.jlrhatan; harta, penyaluran sahr.vat, dan
r.rrrr l,rrl ,, r l.r .,:rnlisinylr. (lontoh; pcncurian, pembuntthan,

l,' r llr,r,rrr,l.rrr ..,'l'.t,,iilnyil.

t i.,t,,,,,t ,,rtt , t/, r , r/ .rli,l (lil(lha atau hukutn acara yaitLr hukurn
i',r' ,r, rrr,,tt,r lrrrlrrrrrl,.lrrr scsal-na manusia yang menyangkut
[-l*rtrrlr,rrr rr,..rlr,r |,,'rryt.lcsuiirn akikrat tindak kejahatan di

;* rrli,lrlllrrrr r rrrrtolr. h(.)iilksitul. glrgntan, dan pernbuktian.
l l,t^r,tt,ln\tnnr,r/r,rl,rrr litll pcgilril yaitr"r hukum yang mengAtur
ltltl,ttllg,,111 r, ,,ilil,r rtt:tttttsi:t ylll-tg menyangkut kebutuhan
L* ltl,lillr'rrr l', r1q1.,.,t ,,;rk:rl tlittt ltcrncgara
llttl,tt,tr ,ltt,tlrt,tlt ,rl;rrr lrrrkrrrrr lruhltngan internasional, yaitu
Itttl.rtlr \ 'rrl' rrrr'rr;,:rlrrr ltrrlrrrrtgttn sesama manusia yang
rrrFr'r lrrtrl,rrt l , l,rtrrlr,rrr tlt'rrlr,lrn ncgara lain dalam keadaan damai
Hr{rlililr lrr r,ilrlr ( .illolr. r'kstruclisi. pcrjarrjiarr, tawanan perang
sl6g1 aclrttprlll1 rr

lhf *trlrlrelr

€srer* r,llttr,l,lrr ',ruurrlr lrt't':rrl i ('itnl yiulg biasa dilakukan.
** t4iH lll l,,rll. ,rl,rtr lrrrtrrlr Mt'rtrr.trl rrlrrrrr:r rrslrrrl lirlilr, Str.ltitlr

tl
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adalah apa yang dirirvayatkan dari Nabi lv{uhammad SAW, baik dal

bentuk ucapan, perbuatan fflaupun pengakuan dan sifat Nabi. K

"sunnah" identik dengan "hadits," yaitu sama-sama dari N

Muhammad SAW. Menurut Jumhur Ulama, hadits lebih

mengarah kepada ucapan Nabi, sedangkan Sunnah lebih

mengarah kepada perbuatandan tinddt<an Nabi. Disamping itur

selain perbuatan dan tindakan Nabi, juga keterangannya yaitu

yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh

serta nabi tidak menegumya. Fr,rngsi utama Sunnah adalah s

penjelasanAl-Qur'an. Dengan demikian, bila Al-Qur'an disebut sttm

asli hukum [iqh, tniika Sunnah disebut sebagai bayanni (penjcl

Oleh karena itu, Sunnah menjalankan fungsi sebagai berikut:
l. Menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang t

dalarn Al-Quran (ta'qid dan taclrir)

2. Memberikan penjelasan terhadap ilpa yang dimaksud dalam

Qr-rran.

3. Menetapkart suatu hukum dalam sunnahyang tidak ada dalam

z\l-()r.rian

.lumhur ulanra bcrpcndapat bahwa Surnah berkedudukan sebagzri

sumbcr atau rlalil kcclua sctelah al Qur'an dan mempunyai kektratan

untuk ditaati serta mengikat r-rntuk seniLra umat Islam, alasannya an

lain :

- Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh unrttt untuk m
Rasul salah sertLrnya telclapat d:;lam surat An-Nisa, 4: 59:

,JF ;s44 .;l"'rl #jl B J **;ill i;*l'i-, .rlll I +l,ti i ,*".t ;rll
eyJt; +:tb cy,"$ &< ;) ifu'-l{:l"xl *#l iri-p rF .# r-,.

\.rU J*Lir ts dlll
Artinya:Hai orang-orang yar'g beriman, taatilah Allah
taatilah Rasul (Nya), dan ulil arnri di antara kamu. Kem
jika kamu berlainan pendapat tentang sesLlatu,

kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah (Al Quran) clan

(strnnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)
lebih baik akibatnya.r6

r''llrrrl lrrrl I ll{

,l,l

han

ban

Sun

\ ,,rr \l (.lrrr;rrr scrirrll rrrcrryrrrulr umat
\ll,rlr rl,rrr l(;t:.rrl Nyir (itl-A'ral', (7):158)

.l i^s t t m lHil fiy m I nfo ne sia

untuk beriman kepada

r I r- ) ,  uU l-d"G t.;,";j 
"*i 

jl 1! ol! V 
"*_2!t,

LrJriirj isl;J ;rirtlr {i-l:Isj dl! .rr! ,fIl
lrttrrlrr l..irtrrl,:rrrlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah
Irtu,',rr .\llrrlr kcpadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai
l,r,qll'lr lrrrl'rl tlan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak
rll.,. lrl,,rlrl ',t'l:tttt I)ia, Yang menghidupkan dan mematikan,
rlrrrl.,r lt' rlrrr,rrrlilll ktrlu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang
urmrl trurf' l)('rirrran kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-
lllt ll rl,tlr Ltl:tlr Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat
g,, lrrnlrrl." "
\i,rl ,\l{.)111;1s1 rlc:rrctapkan bahwa yang dikatakan Nabi
-, lrrrrlrrr\.r ,rrl.rl:rlr hcrtlasarkan wahyu ( al Najm, (53) : 3-a ).

G-#j tP ttrblu]
,l,rrr tr:rrLrlrrlr yang diucapkannya itu (Al-Quran)

l" r.,ur:rr lrlrrvlt trltlisunya.SS

(fJJ.=+-' u! J^ t!
lrlll rr I lr ,rp,rrrrry;r itrr tiada lain hanyalah wahyu yang
rll,,,rlr \ ll! rlt I lr,.;,;t,l;ttty:t).,',

F r.l' rr,rlrilr ',ilililirlr st.lrlrgui surnber hukum ditentukan oleh
lrl*tlarail ilr.tl, II ,liilr I,'rrrrn.jrrkannya terhadap hukum. Dari segi
lElt=ralal rrrrt. r lrvrr. It'hrrirltrrr Sunnah mengikuti kebenaran
pttfil+srllrtrlrttr !t \ rurt' l,.rrltt t tllrri tiga tingkat, yaitu: mutawatir,
Sll|F*+lttr,l'lr,rlr,r,l

lr'l llrrra

Er+ xra r.rttlr,l,'1,1, ;;1,, ,' rrrt.nl'.rrrrtlung dua arti yakni (i) ijma'
lrlrla;r,lr lrrrlt rrrrlrrl' rrrt'l;rlirrkirrr scsrr:rlrr atau keputr,ts:rn berbuat
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sosuatu, serta (ii) rjma' jrgu berarti sepakat. Jumhur- ula

berpcndapat bahwa kedudukan ijma' menempati salah satu dalil huk
setelah Al-Quran dan Sunnah. Jadi, ijma' dapat menetapkan huk
yang mengikat dan wajib dipatuhi urnat lslam. Ijma' terbagi atas

diantaranya:
a-

ulama yang ahli ijtihad untuk menetapkan penda

baik dengan lisan maupun tulisan yang rnene

persetujuannya atas pendapat mLljtahid lain di rnasan

{jma' inijuga clisebut dengan ijma' qath'i.
b. Ijma' sukuti (diarn); ialah diamnya para mujta

terl-iadap suatu persoalan, mereka tidak mengeluar

pendapatnya atas mujtahid lain, dan diarnnya itu bu

karena takut atau malu.ljma' ini disebut juga tj

dzanni. Sebagian ulama berpendapat bahwa
hukum yang ditetapkarr oleh hakim yang berkuasa,

didiarnkan oleh para ulama, belurn dapat dijadi
sebagai hujjah. Narnun, suatu pendapat yang diteta

oleh seorang faqih, lalu didiamkan oleh para ulama

lain, rnaka dapat dipanclang sebagai ijma'.
Disarnping ijma' umat tersebut, rnasih ada macam-macam

yang lain, yaitu (l) Ijma' sahabat, {2} [jma' ulama Madinah, (3) I

ulama Kufah, (4) Ijma' khulafaur rasyidin yang empat, (5) ljma'
Bakar dan Umar, (6)ljma' itrah, yakni ahli bait atau golongan Syi'
Ijma' tidak dipandang sah kecuali mempunyai sandaran yang

sebab ,j*u' bukanlah rlalil yang berdiri sendiri.Sandaran tj

adakalanya dalil yang qath'i, yaitu Al-Qur'an dan hadist mutawatir,
adakalanya berupa dalil dzanni yaitu hadis ahad dan qiyas. J

sandaran rjma' adalah hadist ahad, maka hadist ahad te

bertambah nilai kekuatannya.

(d) Qiyas
Secara estimologi qiyas artinya mengukur, membandin

sesuatu dengan yang sama.Secara terminologi ( istilah hukum )
dideflnisikan :

Ijma' Qauli (ucapan), yakni ijma' yang dimana

46 U

Ii.strnt lllit\um l nt{one.sitt

r,lr,r.'.rlr. rn,'rrtlclirrisikurr qiyas yaitu menanggungkan
lrll,rrrr,'1,,rr) :;r':.rltlrr yrrrrg tlikctahui kepada sesllatu yang

iit , r.,l,ur ,l,rl,rrn llrl rrrcrrtrtuPl<iur lrukum pada keduanya atau
!i,,,r.r,l.rl ,rrr lrrrl,rrrrr tllrr.i l<ctlurnya clischabkan ada hal yang satna
*rr.I,r I , ,lrr rrr5.r ,l:rl:utr llcttctaplrn atau pcniadaan lfukum.
li.,,r ',rrl,l r !.( u(l( lilrisili.irrr qiyas yaitu menEhubungkan sesuatu
..i.,r: .lil ! t.rltrr l{ l).r(lil scslllrtLr yarrg rlil<ciahui karena kesarnaannya
.l,rle'r' rll,rr lrrrl.rrrrrnyit rnenlrrut pihak yang menghubungltan

rl lt.r,.lrri, rliyas adaluh menghasilkan (menetap{<an)
,, l,r,l,r /rrl' kut'cna kr:<luiinya sarna dalarri hal ';llat

'. .r,lrrllrlr nrcnshutrrrngl".iin suattr pel'kara yang tidak
r 1r,'r l, rrr.ll llin yill-rg arl* nash hukurlr-l_y;i X',ilronii

.,rt ,l:ri;rrrt illlrt ittrkurrr.

rl rlr rlr:rrrrl r.luri l<ei;atnaa.l"i iiiiLara furu' dilnl.Ian n:lirill
( I r r',t r r r rl,rrl I rl'llrr dlri hukut.lt ashal"

= ii l lr,lr ,1r I

'1.:1.;t', rll.rl
I li.,:- :*. tirilrtl

.=trl.*lr '. I I lr rl

I,,u,r rrl.rrrui rrtlirlalr huj-iah riyar'iyah yang keempat
,, ll.r,lr',t tlrru l.i lrra'. Mlcrek;r berpendapat clenrikian

irut r .\l (lurat'rsurat Al- Hasyr, 59: 2 sebagai
li. r tl. rrt

1t .*.,tll !-J ,l lr lltG ;hg^3Jt .s+i_r

trilirrr.r f\l,rl.ir 'unl,rll.rlr (l.t'jrrtlian itr-r) r.rntuk me -iadi pelajaran,
,*6ll€i ilt.ilte Irt!iltlr \ rilrf , ilt{'illl)ltrrylri ltluttlangan.
Itll,el 1,r=.i ,ll,lll,,, ,1,,[,,rr "(.)ry:rsrrsy-syai'i bisy-syai'i" yang berarti
IttEiltlr*tt,llnEl,.rl,,,,rirt r r l( ltlr,;1r :;t'srltltt ylng lain.

! f le*rla+'lLrlr lrrrrlr., 1,rrr1' rlrr.i,uvlylrlkan olch Ahmad, Abu Dawud
* Ill*tt,,rtl=1,,r liltlrilt 1,, ttl,ttl
fH*l dfrrlr,rrlt,tttsl ', ll) 1,,,\ttlttltt, "k<,tifut ltt,litrt.t tncngltllt,t Mu'aclz ra.
k lti*r,t,r {,;/rI i I l, ltr't Iril t,tt lit'1ttt1!11p.y,11, " l)cngtm apa kamtt
ffi-+gililll fi6rA;lrt ttutt,rlttlrut.ti 1it,1t11t1111111't'Kulu Mtt'udz, "Sct_V,a

ffiktti l:;r11111.,11, ,ltut,,tt kttrtlt .,lllrtlt." Nrthi ltt,t..sttbrltt. "Kttltttt
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kamutidak mendapatkan pada Kitab Allah? Mu'adz men

"Dengan sunah rastrl." Nobi bertanya lagi, "Kalau pada Kitctb Al
dan sunoh rasul tidak kau dapati?" Mu'qdz meniawab,

berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak akan kembali.

Kemudian Rasulullah menepuk dadany,a (bergirang hati)
bersabda: "Alhamdulillah, Allah telah rnemberi taufiq kepacla pes

Rasulullah sesuai dengan keridhaan Rasulullah."(FlR. Ahmad,
Dawud, Turmudzi yang mereka menyatakan, bahwa qiyas itu
ijtihad ra'yu juga).

Adapun syarat-syarat Qiyas adalah:

a Maqis'alaih (tempat mengqiyaskan sesuatu kepadanya) atau

atau mahal hukum, syaratnya adalah:

l. Harus ada dalil atau petunjuk yang rnembolehkan mengqiy
sesuatu kepadanya baik secara nau'i atau syakhsi (lingkun
yang sempit atau maksud yang terbatas) (Utsman al Baththi).

2. Harus ada kesepakatan ulama tentang adanya 'illat pada

maqis 'alaih itu (Basyir al- Marisi).
Walau denrikikian, para Jumhur ulama umumnya menolak
atas karena tidak ada dalil atau petunjuk tentang syarat-syarat

Qiyas.
b. Maqis atau Furu' (sesuatu yang akan disamakan hukumnya den

ashal atau sesuatu yang dibangun atau dihubungkan kepada se

yang lain), syaratnya:
l- 'Illat yang terdapat pada furu' mempunyai kesamaan dengan

yang terdapat pada ashal.

2. Harus ada kesamaan antara furu' itu dengan ashal dalam hal 'il
maupun hukum (ada kesamaan jenis 'illat dan jenis hukum).

3. Ketetapan pada furu' tidak menyalahi dalil qath'i (te

khabar ahad).

4. Tidak ada penentang (hukum lain) yang lebih kuat terhadap li

dan 'illat qiyas itu.
5. Furu' itutidak pernah diatur hukumnya dalam nash tertentu.
6. Furu' tidak mendahului ashal dalam keberadaannya.

Hukurn ashal, syaratnya :

l. llrrkum ashal itu bukan hrrktrrn sy:rrir

t

.tr.s/rrrn ll I ulium I nfonesia

llll lrl ,r,lr,rl rlrr rlrlt'l;rplirrn tlcnglrrr nash, bukatr clengan ijma'
.tl.ilr rll., jt

ll,rl rlrr ,r,lr,rl rtrr ;r,l:rlrrlr ltrrktrnt ylrrrg tctitp berlaku, bukan hukum
,.rrt' l, I'rlr,lrrr,t',.rl.ltklttt.
llll lrrr ,r ,lr.rl rtrr lr(l:tl\ ln('nyirrrpang clari ketentuan qiyas,
lri ,.rll,,r ,rl,r .rr lrrrl.rrrrrrryl irirsiorrill dan hukum berlaku hanya
rtlrlttl. | ,r.r l, rlr 11111

llrrl. llr ,r lr,rl rtrr lr.rr rrs tliscl.llklti ulama.

Italrl ,.*,r rr' rr, I rpl..rrrr lrrrktrrrr ashal, sccara langstrng tidak
tr, Itl,rrt,l rr I , I' r,l.r lirttt".

rt ,.1 rlrr. r

I lll rt lr.u,, rr, n1,.nr(lrrrrl, lliIpr',',11 )/1nL] menclOrOng pelaksil.an

lr,,l,rr, I, r, Lr1,.rl r I r ;:rr I r liittt sr.lritU,iti kaitif n hUkUrn.
, f il rr ,rrr r,l rl rlr rr rt,r .,rl;tl ytrrtr:.ie lirs tl;rn dapat clisaksikan.
I lll.,r lurl ,lrl ,r,, 1,, r,l1l.. :;i!irt ilitril [crr-ti<l-li'. k-ClrClrlitn,11,;i ii:ii; <llllt

r rl rl r ,11r,,.,.rlr,l.rl lL.tr.;lnll)ul (i()n!:i_lll t,.;:tli1 il.nnv;l.
I lt,,,, ',l,l,,rl.,rrr.,rr, i,,,r ,rr:ri:trr .llrn liclrrl.akatti lini;-lle ht:kr.tm

l,l!l ,r nr, n\,rl:rl\:ur lrlrlrutr:;ilirt itu lidak rtripandi:ng
rll.rl

.rr rn, nl.r(lr t'rrrPlrI nlac)am yaitLr: (-]iyas i\r.rIawi.
l)rl.rl.rlr rlrrrr (.)t),lrc Sfritrtrr Qiyas itrrlawi cialr uiivas

'r ,lr ,l,rrr ,1, rrl,.rrr (lr.yils illut, klrrena iliyas-qiyas ini
.rr ,, rl , rl'.nr1 rl, rri,:rrr so;rl y-rokok karcna persalnaan

r rt . r \ ill r,. r lrrr, lt.lrrlrl,:rrr ltlltU tt-lcngutalXakan)

ll**" -r,rl,r r'rl.rlr ,1. | ,. uu rll;rlnv;r rllrlxtt lrcnctapkan adanya
illlt -i rr' tl'n I ,,rl,lrt,l,,.r l, l,rlr p:r1llr:.; tlcltCfintll hukttm dafipada

Ee;erll lr,r.lll,r rr. rrrul..ul l.t.tlrlr ()riulg tuil yang diqiyaskan
lttst**nlrEr rr, rr,rl r nr, rr'1,.,r 1..:rrt.rr:t tlilihal dari scgi illtttnya

lllFlltBlill lr,rl ,r rr' rrrrrl..rrl l.r'tlrr:r ()r'iur,,, ltrir Pltst.inya jauh lcgih
*ltlrlaliir*rl:r lr,rl;,r , 1., ,l.rr rrrt'rrurl.i rtrcrckir.(l)rrlarn pcla.iirran

ti

syarat

1t1, tr;r,lt

'|t1,,,1,,rr,.1
'i I lr. r

lttl rll=, l,tt ,1, rrt,,rr "l,rlrrr,rl hlrrllr;tlr)"
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b. Qiyas Musawi (illat hukumnya sama)

Qiyas musawiialah qiyas yang illatnya sama dengan illat qiyas aul

hanya saja hukum yang berhubungan dengan cabang (fu
kedudukannya setingkat dengan hukum ashalnya. Seperti qi

memakan harta benda anak yatim dan membakarnya.Dilihat dari

illatnya yaitu sama-sarna melenyapkan.(Dalam pelajaran "mafhLlm"
disebut "lahnal khithab)".

c. Qiyas Dilalah (menunjukkan)

Qiyas dilalahialah qiyas yang illatnya tidak dapat m
hukum,akan tetapi dapat menunjukkan adanya hukum
mengqiyaskan wajibnya zakat harta benda anak-anak yatirn

wajibnya zakat harta orang dewasa, dengan alasan yaitu k
merupakan harta yang tumbutr.

d. Qiyas Syibh (rnenyerupai)

Qiyas syibh adalah mengqiyaskan cabang yang cliragukan di

kcduu pangki,l dcngan illat yang lebih menyamai.Seperti budak

nrati tcrbuirbuh Apakah ia dapat diqiyaskarr cicngln orang

rrrerdeka tLngurr illat yaitLr s.lnla-samA keturunan ArJant,atall ciapal

tliqiyarskan 'h:rrsan hinatang tcrnak karcna ia rnerr"rpakan harta

yang rlapai oinliiiki, cli-iuat. <l;ln diwakatkan atau diwariskan. i)alam
budak .van1r rnati tcrbunbuhtentLr lcbih sesu:ti tentunya lebih
diqiyaskan dengan dengan harta bcnda, karena ia dapat dimi
diwariskan dan lain sebagainya.

C. Sistem l-{ukum F.ropa Knntinenta!
Sesuzri r"iengan nalnanya, sir;tem hukuttt frrttpa konti

banyak clianut rlan dikembangkan oleh negara-negara Eropa. Sistcnt

biasa disebut dengan istilah Civil Lavv atau yang disebut juga

hukum Romawi, karena sistem huk-um eropa kontinental rlc
bersumber dari kodihkasi hukum ),'ang digunakan pada

Kekrisar;r.n R.omaw'i tepatnya pacia masa penterintahan K

Yustinianus yang memerintah romawi pada sekitar abacl kc-5 itt

527 Masehi - 565 Masehi.

Prinsip dasar sistem hukum E,ropa Kontincntal yaitu
hukuln tcrscbut rncnrpcrolch kckuirsiran rrtcngikitl kltrcrtit

l)crirtllnul yiull-l herhentrrk trrttllurl,, urrtllrrrll yiurp, lct'sttstrtt

S i.s t e m :l {u Qy m I nfo nesi"a

r r',r,rrr, rlrrlrilr l,.rlrlililrsi. Kcpirstian hukurnlah yang menjadi tujuan
1,,,1 ,,r l.r 1r11',1r,rr lurl\lrn tllrput tcrwrriud apabila segala tingkah laku
,,,.*.r..t,r rlrrlrilil Ir.r |;1111;11, lritltrp tliatur dengan peratUfan tertUliS,
riri=,rlrri'r I tl l l),rl.rrrr :;isrcrn lrtrktrrn ini, terkenal suatu adagium yang
l-;rl,r,rir trrl,rL ,r,l:r lrrrlirrnr sclain trndang-undang". Dengan kata lain
l'rl-,,r .,, l,rlrr ,lrrrk'rrrrlilirrsikirrr dcngan undang-undang. Untuk lebih
I'l'r*tii :r rl,rlr,rt,lrlrlr,rl rrrcllrlrri lirhcl bcrikut:

l. Undang-undang dibentuk oleh
legislatif
Peraturan-peraturan hukum

Kebiasaan yang hidup dan

diterima sebagai hukum oleh
rmasyarakat

IVlengenai sistcm pcradilan
adrninistrasi

Menjadi rnodern karena
pcngl<a.lian )'ang diiakr"rkan

oleh perguruan tinggi
-l"idak clibutuhkan lenibaga
rirntuk inerlgr.rr':l<s i kaidafr

..1,-'rllirl "tri..lrv,r l,,"iillkr,i.i
r,ttllirrgkari: l:rrrj;r :,isteln j;ilrirlrrt i

. ----:- - - i
rli.rrt:llrtir,,-:h:t!r;ri kti,l:'i:'iiil! i

frt.s ,'

irtti.irnt ..',llilit i).t(lit .,i',t.'tn i

li.r11,',1,,,,,, !trrr,unr. .til;if1ii,llrli,itii. iititi
I .r( i'()r r .rr,.! i:tii,l,;;t ,iir,ilr:.i:i.;.rtr i.iarl:l
Irrri. irril !r.t!l.trirl l<,r.,, ;iltittrit \erlaltg f)fliiii

Liil r'ilil lrtrkirrr lllutya bcrperan
rrrt'rrt'lrrpk;rn <lrrrr rrrcnirlisirkitn pcratttran

1 :rrr1'. rrrLr lrcrtl:rs:rrklrrr wcwcnar)g yanLl

;trl;r p;trl;tttyir.

',r il('llt liltl\iltil

l.,r,rlrliLrr:ii I'il.r.l; **"**--l

Iirlrtl' ltt'lrit:; rrte rre iPtrrkiri lrukr'* b*r-]
flrr[,,r,r

h*iirt,



Sisteml{u{.um I

D. Sistem Hukum Anglo Saxon/ Anglo Amerika

Sistem hukum Anglo Saxon adalah sistem hukum yang ber

dari Inggris sekitar abad kesebelas dari Inggris kemudian men

keclirerah-claerah kolonialnya. Negara-negara yang memp';nvai

sejalah yang erat Cengtrn trnggris sehagian besar menganut I

Lrnkum ArgL- Saxon, seperti Amerik:l serikai (.kecuaii ncqara t

L.ouisiirna yarrg iuga mfinggunakan sisteni hLtkrtrn [r"rp;r F{'orrtir

rlan sistt:rr .Arlgli- Sarsril secara trersrlmaan), I(anada (i{ecuali wi

Quebec), Australia, Selanclia Baru, rlan Afl"ika Selatatl. Sister-rr h

Anglo Saxon disebilt juga seLragai Cttmrnon Lctw' karena sun

hukumyiingcliclasarkanpaclakebiasaanatauadatdarisr.latuwila
karena hal ini.jug;alah sistem hukum Anglo Saxon juga dikenal

unwritten Lrsw.

Sistern Hukum Anglo Saxon juga di adopsi oleh negara Ni

irrtiia, clan Pakisteln dengan beberapa pertlbahan' Negara-n

lerschttt lie !atrr mencrapkarn sistem Hukur' Anglo Sa'xon'

rncncrapkil,r iri-tktttn adat clarr hukurn agtllna'

Pe.rtreclai-tn lcrlrcsar elalam si:;te ur hukurn Anglo Saxon

sistent llt,l<r,rn iltirlrlyi.r terlrttlllla sisiein hukum f:rcpir K*":'ntt

lerleterk paJa pt:riln hukinl. Dalarn si:*iLlil1 ht;kr-tnl Anglo sax<ln

berperii.rr. ntellctr{illqi,,i: i-ian rtenatsirlian Feraturail !r/.1i1g Ada hcrdasit

rr'*\ /fin;.111fi Yall:I ;i,-'ia i:adanya. KL1prtIi'1S;in suliIu kls''l:r 1'-:irug tc

Jisiflangkan lii:1i.r,ii, lliil.im ,rlrig'.1s1']ilI]!r. "'ri'ir ii,lt-i l.taxlr-l' :iil|lIi]ilg,a

F*r'rr,;rtltr.r-:l itii ,ir""i;tl:ii: ;-,,r:i ireda;tl ir:lir',. "' 
iii:l:;;iliij il'r.-:,i':ili; liirl !1.i.t

IirOpa !c.ilnlinLritiili, ri;i1trn sisteln tq:i':i':lhut irillsrl'i'l lt:bitr t*knis

riituntr-it '"iiiiati.t l1le ilgltfii-rllsa i<rtsr'i: t-t.li ' ''tii fakta ;;;rng ';iir;lmi;ilkan

i-ilerxl$lt1l\ iii '"\,(:-wgllttl'l g ;ialarl mel;ii3 rnbii 
'i''ei;i-l'rusart' 

linaki tn

letTt';r]rn rr*nat.sirkan prinsip-prinsip ;'r'ritllm Lraru ci;lia;ll sl'qtem lt

Anrilt l:,r,.r.iln. atau menciptakitrr fungs'' iirngsi h''rkum baru yang

digr-rn,rri:rir hakim lain untuk tnemustrtktill perkara yanu sejcnis'

Fada hakikatnya sistem hukum Anglo Saxon hcnstttnbcr

hal herikut :

c. Y'trrispridcrtsi (./urisltrttdcnt'e)

Siste m J{uf,gtm I nfo nesia

I,:l+nr ',r,r, nr Arr1,,l1, Sltxorr yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu
I . t,rrn!.,1r 1., lrrrlu:r:rrr lrlrkirn tcrdahulu yang kemudian menjadi dasar

I .;r!r-{ll lr,rl, rrrr lr;rli rrrr sclitnjtrtnya.

' t ilrl'ritfrrttt l('tt,rtrtttl
il.qs11r,qf ,rn 'rl'il('nr lrrrkunr yang tertua, sistem hukum ini berasal dari
i*=*lr=l r,,nr,r\\r ('rrslorrr law berkembang menjadi cotTtmon 1aw

l . i*r rtl ltu r, I i l, rr r r I r l. ;rt t tlctrgltt't prec:edcnt.

I i;11f,1111, 11rl;utl', (l tui,,; lul ion)

€glglr -=at,r ,rrrl,t r lrukrrrn clirlam sistern Anglo Saxon adalah undang-

rritil*rrE i,rnri ,lrr rrrrrrsl<un cli dalam parlemen. Sumber hukum ini
il!=rreriIr i.r 1,, lrrrrr tlirrrlopsi oleh Inggris beberapa abad yang lalu
ilillsl.l ,r ,r, m lrrl.urn Arrglo Saxon ini berasal, karena undang-undang

t*la=ilt ,liltttttt ,l,.ttt ,'1,'lt l(lrj:r, clan (irand Council.
.l | +:, I ,rri
ll=t*l,.rl ,lr rrlrl,, I lrrrIrult vang tnenjadi ker"rnikan dari sistern hukum
1rrgl., .i ,,r, { r r I.rrr ;rlrrtr iLrga dikenal dengan na11ru,Iudge maile
i:,, i:.,,,,1., r l,rrl rrnr rrrr lrt.r:rsrrl tlilri httktrtn lce[riasa;rn yang berasal dari

ir*!ir,' ll.,l ,rrrr 111r, lrr'r.,rrrrlrr'r rlari tnalisis hakinr ilallitrl n-icnciplakan

E*rg-=i !i,',=. r lrrrl urr ',,r,rl nrr'rr!',lurrla6ri suatu perk;ira, s*iringga hai

Hllelr ,.ri,r. ,r, I rt.u l', 1.r1,.:rrl,i pcnilr-ililarl (-'Ise-L,ar,v. Sr:titp pltttisan

$irn*I ,i ,,,, rr rrrr Lr .rr', rrrt'r'r rprrli ttn ttr,i,t{t:t:t:ttl bagi hakrirr l';c:l*n}uln-v;l

fP.-a+r

=E=Fi. 
,

=t--Fppry,,- ',

!ti llai i',,

!!flt

lllr

I' 1,,,,,,,rrr lr,rirrrrr lcrr.llrllrrlu,rr;;i:i,ii;;;;ib"g,
rrr[ ili, ttlt.trl;tpi |t'1L11111 Vllllg :jcftlpii

I'1,,1 rrr1,.rrr I lrrl.rrrr lclrilr tr'krtis

' ilrr ll ll(l(-il"1

ll' r1,,,'.,, rrrrrr;rlsillilrrt rlrrrt tttcttctitpkatt peratLlran,

,r, r' rl'l.rl,,ur l,r rr:rilr ltttkturt lltrtt yltttg. llcrgttnlr schlrgli 
i

l.r lr,rrl,.rr l,,rlir lr;rl.irrr rlrrliutt tttr.tttttlttshrttt llct'kltftt 
I
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definisi yang kemukakan ini adalah mengenai Hukum pidana ma

(obyektif, ius poenale). Dengan pengertian, kata setiap

didalamnya termasuk jrga badan hukum. Sedang kata pi

kadangkala diartikan sebagai hukuman seperti yang terdapat pada

l0 KUHP tetapi juga meliputi hukuman atau pidana yang

dalam peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya

pengganti, hukuman penjara pengganti uang pengganti. Kata

umumnya dipakai dengan padanan hukuman. Namun, kata huk

lebih luas maknanya karena dapat rnenjadi pengertian bidang

lainnya seperti dalarn bidang hukum per<Jata, tata usaha negara,

internasionat, dan iain-lain. Oleh karena itu, kata pidana akan

spesifik apabila digur-rakan dalam hukrtm pidanaa2-

Kata pidana mernpunyai ttrisltr-ttnsur : (l) pada hakekatnya

suatu pengertiarr penderitaan at?tu neslapa zrtau akibat-akibat lain

ticlak trreril,,e$en:-tkan; {2) tliberikan Jengan sengaja olelr clrang

ba,-lan )/,r,g InelnpLlt-lVai kekltzr:;;.tlln ioleh,v-ang bel-rvenallg):

[]il.culii.;lirt 1.,,,:,1rrllr 5r'!r-'(:l-i]l]3 1'altg l.clatr trtcli:kukan tirrdak

rIrcililrul'tt .l;,ll; tttt..l..,ti'-t'l'.

Sr,rmbct'Ilii",rtrt i'i.litti;t rttlllrlr htti<ut,i vang tcrtulis diirr tidak
(hukuut a(lat). Nilnrtrri, [-] Li Piclana hitrus dictriisarkan oleli LJI.J

artinya tiduk rr1r.r sulttlt pcrhtlat3tl yil,rg dagrat dihr-rkutrt karena

ac!a peral ttritt at*u httkttm ,vatrg beri*ku sebelum penbuatan t

dilakukan. \/liselnyir : ,{nto m,;tnittta ?rta. ur:tul'l Lrerf<lto clalam n-t

dew'asa. karena 'DelLtru adir aturantrya i.karsna saat pem(-\tt'etan [J

Unciang llrrrr-ir.r!,rui1 hcium riisahkan). n:aka Attto cian Rite tidak

clita:lgkirpr. iv{rrs1<iir*n o.ltiniJriail , adaliaiirnya sun"l'l;er ill.tl(ltln met

i;ada i;iri.iunr ';:dat, itakim kenltrdian daLrat n'leuakai tJnclang-U

iiarurat. No i tairun i 95* scpefii r,harrggap stlatll Nrerbttatan

inenyil.ilpitirg cialant niasyarakat, se i't-r.entara tir:.lak ada aturann

idu${P, rnuka hakirn metnakai Lj{.i ini" setiap perbuatan

urelrir,-':-il.11ya iiikenakitn pidarra penj;rra rnaksirnal -l br-rlan. IVI i

'.rilitiirl'i :,inpu! kebo. Kenapa tidak mcmiikeri Faszrl 2ti4, karcna

Pasal 184 memuat orang yang sudah ntcnikah. I-alu kcnapit

' :,r.rtr,r:rrr, l(.( ). I lrrlirrrn l'trl;ttut I

' ',,. ,r;rrr, l(.( ) I lrtkrrrrt l'trl;ttt:t I

l't'rrcrlrtl li/\( ) I't(",'. ( tlrtrlrrrt. .'{)O()

I'r'ttctlrtl l(r\( l l'rt ." ( tlrttlrttt. rOOt)

.9 i^s t t m !l{u futm I nfo ne sia

l.;rr t'rr;r rltrl:trrr l'asal ini meliputi orang dewasa dan

lltthrrtr I ull Nrgrrrt
l',r, l,r ilil il il t yrr l rr rk r rnr rlupat tl iartikan sebagi peraturan-peraturan

rFrtsF*.tl llllr[111s l;rl.rr rnrlivitlrr dirlalzrm masyarakat yang memiliki
gl}=i |,il[r rlrrp,tl rlrplrIslrktrrr. IIukum lahir untuk mengatur dan

lFtHsll,'lr 1', l,rl'.,.;rrrir:rrr kc1-rcntingiln yang berbeda-beda diantara
rld rt,ruirrrrrl.,rt ll:r1,,urrr ytrrrg tcrpcnting dari hukum adalah sifatnya
d$;r*l ,lt1',rl ,,r1..rrr rlt'rr1',lrtr sirttksi yang fbrmal. Sanksi inilah yang
lrerl*1.'lr lrrrl, rrrrr tlt'rr1i;rrr iltureln tingkah laku Iainnya

llglrhr*l ,rtnl ,, l) licr:rrr |,rrris l.rcsar didalam masyarakat terdapat 4

t*r *$t il,,ilil,r nUilil.t ,U'ilntir. t)()nnit kesusilaan (moral), norTna

FE!rt**r:r, ,1,,r ,r,r ,r,r lrrrl<rrrtt.l )ltliun tnembedakan nornla-norma
lilr' il.lr r,,rnrr n(trn,r l;rrrrnvlr y'irilu silirtrrya yang memaksat tlisertlri

,, rrr1 ,l.r;,.rt tlrj:rtrrlrl<lrrr olch ncgiua. setlanqkern nonrla
tr,l.rl nr( nr,.ur(lrrrrg sil'lrt nrenraks.r rlan jrrr:a tiriak acla

I l, 1'.1s.1

\ rl rrrrrr r.,l I :rsi Nt.gilrlt
,r,r rlrlr nr, nr'( !r.r lrrrlirrirr arillirrislt'rrsi negltra sangatieh

'lt,url.u.ur\.r

$ltltp+trl l.,rr,.irrrr,r r nr r'.u,1 ,( lr,!r,.ir! llr'n.1-'.ultsli lttt-:rrjltiirtrkati r-tsahil-

Hll{ rrrrt,rl rr. rr, rrrrlrr tr!;,,r.,il\,it. 1Kttlrrtttt;ltli i)rlr:rl.jtfSefvO-it:,.)

**S*,u,t :rilrnlri rr,r r n, y,,rr;r :r,l;rllrlr hcseltrrtrhiut aturan yang harus

frHhett[*,, ,'1, lr l,.tt,t l)("llytt(ltlt r yirng cliser.hi tugas

Hrltltlt.'tr'r,r nr l.,r.r ;rlrrlrrlr lrrrkrrrrr yillUl ntcltgattrr tentang
f111frr1111r,rrr lrrrl..rrrrr :rnlrrr':r jrrb:rllrrr-iltblt(an clttlitm ncgaril

llnhrrrrr
il*lilr,r ;,

Ilart, ,rl

pltrn,lttl-tlrl r n, nr r,1.1rlt ',q'i';rlr lrirt.-t,. lr iiit:-:ili-il ilii ilL'rjj11;1r1i.

$ 11,r1,,, I I r1'rrrr rlr l

f**tl,,r,r .r,lrrrlrt lr r r rr, !'.u,r rrliil;tlr i,,,,':;r-'ltiL rtlt;ul ittl.tillrr ituLtLlll1 -,r,arlrg

LHlei tr,r',\'r,rl'.rl ( I )t()l\()sul()ll().)
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Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa I

administrasi negara adalah hukum yang mengatur segala hal

berkaitan dengan urusan pemerintahan' Adapun sumber

administrasi negara dapat dibedakan menjadi dua tipe yakni :

l. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang

menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material

berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan

dan periStiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi

menentukan sikaP manusia.

2. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah

bentuk tertentu. Agar berlaku umum'' suatu kaidah harus

bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya'

I{ukum Internasional
Hukum Intemasional adalah bagian hukum yang

aktivitas entitas berskala internasional' Pada awalnya '
internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan

negara narnun dalam perkembangannya pola hubungan internal

semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga h

intemasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi

internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional

individu.Hukum intemasional mempunyai tafsiran yang beragam

beberapa ahli, yakni:
.ProfDr.MochtarKusumaatmaja,Hukuminternasional

keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang

hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara

negara, negaxa dengan subjek hukum lain bukan ne

subjek hukum bukan negara dengan satu sama lainnya'

. JG. Starke, Hukum internasional adalah sekumpulan

E.

yang untuk s€bagian besar terdiri dari azas-azas dan pe

peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri

ierkait dan menghormatinya, dan dengan demikian

(negara-negara) itu juga harus menghormati atau

dalam hubungan satu sama lain.

Lassa Oppenheim, Hukum internasional merupakan

aturan kebiasaan dan perjanjinn intcrnusional yang

Sistem l{ufutm I n[one sia

mffil*rl fflonurut hukum oleh negara-negara dalam hubungan

' illrh ra[u dong$n lainnya.
llukum internasional dapat dirumuskan sebagai

etur$n dnn asas-asas perilaku yang mengikat terhadap

qd &Hly,
hprmrn
Iul"nlSarn bcradab dalam hubungan negara-negara ini satu

lrlnnyn.
t, t{hcarer, Hukum internasional adalah sekumpulan

hukurn yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-

drut nturun-ilturan yang harus dipatuhi oleh negara-

truhyek lll) dan hubungannya satu sama lain, yang

Atttrrtn-nturan hukum yang berhubungan dengan

$rl institusi atau organisasi-organisasi, hubungan

Itrxtitusi dan organisasi-organisasi tersebut, serta

uttluru institusi dan organisasi-organisasi tersebut

tflgurn rllt r i nrl i v idu-individu; dan Aturan-aturan hukum
ynnll herlrubungan dengan individuindividu yang

perltulturr korrrunitas internasional selain entitas negara,

l6t tltrirrtprtlkurt clari penjelasan para ahli diatas negara

illdt rntu uspck yang tidak bisa dilepaskan dari hukum
l, kurcnu ncgara dipandang sebagai salah satu

$a*a dnri lrukum internasional.

hlrmntlnnnl
hilmulonul udalah Entitas atau badan hukum yang

hcrdasarkan hukum internasional.hwqf lhurr

ruhlck hukum internasional yang pertama, asli

Qf lnttrrutknul law). Negara juga adalah subyek

\1ntr r,xc:allence) dibanding dengan subyek

Irln5 rrroncul sclanjutnyaoa. Hanya melalui peran

trtul umumnya terbentuk. Pembentukan ini
lnlllrutrryu ltukum internasional lahir sebagai

hfiUngnrr-ltuhungun antar negara untuk mengatur

itllrrftr &thm huhunt internullttntLl, Kcni Media, Cctakan
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hubungan diantara mereka-ai Negara sendiri mempunyai

sebagai berikut; populasi yang psmanen, wilayah yang j
pemerintahan, serta kemampuan untuk membina hubungan

negara lain. Negara juga harus berdaulat secara penuh dan diakui

sebagai negara oleh negara lainnya.

Perbedaan antara negara dengan subyek hukum lainnya terletak

kedaulatan- Karena hanya jika negara mempunyai kedaulatan,

tersebut tidak akan memptmyai kekuasaan lain yang berada

Hukum intemasional melihat hubungan negara sebagai hubungan

horizontal, artinya semua negaftr berada dalam posisi yang sama,

inilah yang menjadikan kedaulatan menjadi aspek penting

negara sebagai subyek hukum. Negara kemudian membentuk

kebiasaan antar negara. Praktik-praktik tersebut kemudian berl

secara terus menerus dan akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan

dilakukan antar negara tersebut melahirkan hukum intemasional

dikenal dengan hukum kebiasaan intemasionala6-

' Organisasilntemasional
Organisasi Internasional didirikan oleh Negara-negara

kesepakatan internasional dan kekuasaan organisasi i

terbatas dalam dokumen pen)rusunannya. Salah satu contoh

organisasi internasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB
. Takhta Suci

Takhta Suci merupakan salah satu subjek hukum yang tertua

negara. Takhta Suci contohnya adalah Vatikan. Hal ini didasari

Paus tidak hanya sebagai pemimpin agama, namun juga me

kekuasaan duniawi dalam sejarahnya (dalam sejarah, seorang

Eropa hanya bisa diakui sebagai Raja apabila disetujui oleh Paus

. Palang Merah lnternasional

Palang Merah Internasional mempakan salah satu

Intemasional tertua. Lahir karena banyaknya prajurit yang

sakit saat perang terjadi antara negara-negara di Eropa.

perkembangannya Palang Merah Internasional menjadi subjek

tersendiri dalam sistem hukum internasional.

Sistenl{uQry Intowsia

t Flmhoun Multinasional
Multinasional atau yang lebih dikenal dengan singkatan

Jlu'['MC. Perusahaan Internasional merupakan subjek hukum
ylng dupat dikatakan baru. Perkembangan dunia yang

plmtr hogitu juga dengan ekspansi perusahaan-perusahaan
dl dunia. Hal ini melahirkan hak dan kewajiban dari

lnlomnrional tersebut, karena perusahaan internasional di
Xhngnl rubjek yang berinteraksi dengan negara tempat ia

lnmu nrcniadi subjek hukum internasional , seperti yang
porfuniinn Vcrsailes pada tahun 1919.

trtk rkrn l'}ih:rk dalam Sengketa

rltux lcrlontu pemberontak dapat mendapatkan hak
lemolrrrt r+c;rcrti kebebasan untuk menentukan nasibnya

l xilrlurr, scrta akses dan penguasaan pada sumber

'r'Rcbccctt MM Wollacc ond ()lgn Martin-grtcgu, lnlernolionol l,ott', l't
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BAB VI
Sistem Peradilan Indonesia dan Penegaknya

Pengadilan Agama
Peradilan Agama merupakan proses pemberian

berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang di

di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama'

Peradilan Agarna, dalarn sistem peradilan nasional

merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di

samping Peradilan Agama, di Indonesia .iuga dikenal tiga

peradilan lain yang mempunyai kedudukan yang sama dan

dengan kekuasaan yang berbeda, yaitu Peradilan Umum (

Negeri), Perarlilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha NegaraaT'

Feradilan Agama telah tumbuh dan melembaga di

nusantara sejak agama Islam dianut oleh penduduk yang

wilayah ini, berabad-abad sebelum kehadiran penjajah.

Peradilan Agama pada waktu itu belum mempunyai landasan

secara formal. Peradilan Agama ini muncul bersamaan dengan

kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam lndonesiaa8'

akan adanya Peradilan Agama secara resmi sangatlah

lndonesia. Mengingat mayoritas penduduknya merupakan

agama (islam) yang taat dan salah satu yang terbesar di

Berbagai usaha telah dilakukan oleh umat Islam dalam

mewujudkan lembaga Peradilan yang dapat mengakomodir

urusan hukum yang bersinggungan dengan norma-norma kei

psaha ini ternyata memakan waktu yang cukup lama- Setelah

a7 Mohammad Daud Ali. 1989. "Kedudukan Hukum Islam dalam

Indonesia". Dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed')'

Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Terj. oleh Rochman Achwan'
Cet. I.hal.25l
a8 Munawir Sjadzali. l99l...Landasan Pemikiran Politik Ilukum Islam dr

Menentukan Peradilan Agama di lndonesiu". l)ulotn 'Ilun Surjaman (

lnltrn di lndonesia: Pemikiran dan Praktsk. llunduntr4,: ltcmaja
I hrrl.42

S is tem ltu fu rn I nto ne sia

l*hrpalr. bnru pada tahun 1989 pemerintah lndonesia
7 tahun 1989 yang khususllndnng-undang No.

frrndllen Agama. Dengan keluamya undang-undang ini
Parsdilan Agama mempunyai landasan hukum yang
yuridia formal) dan diakui sejajar dengan badan-
luinnya yang sama-sama melaksanakan fungsi

dl lnrlonesia.

rohogai sistem Hukum lndonesia
hor 1989 terjadi peristiwa penting yang berkenaan

rehugian hukum Islam dan penyelenggaraan
tll lndonesiu. Peristiwa itu adalah pengesahan Undang-
7 'Iuhun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-

itrupsknn uuluh satu peraturan perundangundangan untuk
Itdontutn Undang-undang Nomor 14 Tahun lgTO

-ketontuun Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam
ruutu tatanan hukum nasional berdasarkan

ilOmor 7'l'uhun 1989 terdiri atas 7 bab yang meliputi
tnh ternehut berisi Ketentuan Umum (Bab t),

{lhh ll), Kckuasaan Pengadilan (Bab III), Hukum
Eltrntuun kctcntuan Lain (Bab V), Ketentuan
ihlt Kolentuun Penutup (Bab VII). Undang-undang

Hndtng-undang sebelumnya, memuat beberapa
df lsrn pclryclenggaraan Peradilan [slam di

Iun tcrscbut di antaranya berkenaan
ponyclcnggaraan peradilan; (2) kedudukan
turunnn pengadilan; (4) kedudukan,lr)

liurt hnkirn; (5) kekuasaan pengadilan;



(6) hukum acara peradilan; (7) penyelenggaraan administrasi
dan (8) perlindungan terhadap wanita4e.

Wewenang Pengadilan Agama ditegaskan dalam pasal 49

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989: "Pengadilan Agama
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang di
berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah". Dengan
jelaslah bahwa wewenang Pengadilan Agama adalah

memutus, dan menyelesaikan permasalahan kaum Muslim
bidang-bidang tertentu, yakni bidang perkawinan dan berbagai

terkait dengannya, bidang kewarisan dan berbagai hal yang

dengannya, serta bidang perwakafan dan berbagai hal yang

dengannya. Ketiga bidang tersebut diperjelas dengan

Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Indonesia yang terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I
Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III
Perwakafan. Menurut ketentuan pasal 49 juga dijelaskan
wewenang Pengadilan Agama hanya mengadili perka

tersebut di tingkat pertama. Adapun pada tingkat banding (

tinggi) yang menanganinya adalah Pengadilan Tinggi
Sl).Wewenang Peradilan Agama baru terbatas pada

perdata dan hanya menyangkut perkara-perkara umat

Peradilan Agama belum menjangkau perkara-perkara

perdata, seperti pidana, dan juga belum melibatkan
Islam.
Berdasarkan pelaksanaannya hukum Islam di

dikatakan bahwa hukum Islam yang berlaku dapat dibagi
yaitu hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis
Islam yang berlaku secara normatit'0. Hukum Islam yang

secara formal yuridis adalah hukum [slam yang mengatur

1' Cik Hasan Bisri. 1997. Peradilan Islam dalam Tatanan Masyaraket
Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet. I.hal.l26
s" Mohammad Daud Ali. 1989. "Kedudukan llukurn lslam dalam
lndonesia". Dalam Taulik Abdullnh dan lihuron liicldiquc (ed.).
Kebungkitnn Islam di Asia Tcnggura. 'Icqi. olah llochmun Achwan. J
l'nt I lrol ?{'
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h rhnfrfl rnnnufii.l lain dan mengatur hubungan manusia dengan

.1",9y, rn er y$ rokst. yans ai seuut 0"";;;;;',,,r1"lrll'i"n.n.hlm lnl rnoqfudi hukum positif karenuii*.r1,rt oreh peraturan
g:r3:y1, ltukum lstam yang berlaku secara format yuridis

hnnluan pcnyelenggara negara untuk menjalankannya

"*T.:i.:ra 
misalnya mendirikan peradilan Agama**h ratu unsur clalam sistem peradilan ;;;. ;a"";;

f:ll,nril"l secarl normatif adarah hukum [sram yangrrRkrl kcrnusyurakatan. pelaksanaan; il;"'r#
l,t::*.|r. : :::,11:, 1,. T "syarakat 

Musr i m daram berpegang
ts lrlenr yung hersiri* normatif ini. Hukumil;H#
ilentorluknn huntuan penyelenggara negara untuk

t, tlrxLurg unclang tahun no.7 pada tahun lggg
Irtultut hcritlirinya peradilan agama di Indonesia.

lf,gilllltr nglnlu tcrsubut hanya,r"nyuigkut permasalahan

i.!*T.l,i:::r: 
rNtunr ttln bctunr ,r*,rrur*nur penganur asama

, lll trr,y.rrrrr .yirrrg bcrdaso.t a, hukrim, seperti hrdonesia,

|1* 
rltrhrkrrrrg .lch riga hal, yairlr L,iroo*u penegak

dhtdn lt nrr. 
r 
)('nrr r rriur h ukum yang jerai"ff ?#-r?filhl, lntluh v*rrg trikcn,r dengan aott.in hukum nasionar

Jttgtt lrtrltku hagi hukum lslamsr

I Trtr liurhu Neglra

*,:ll:*1. *:.f,,,.,, adatah peradiran daram lingkup
Flltnptrtyrri lugas dan we\,venang : ., memeriksa,
Itlllrurr rerrp,kcla 'l'ata [Jstrha N"-guro, yaitu suatutlghlr lrirfurrrg hukurn TUN antara orang atatr| (urrp-golrr lrrirsyarakat) clengan tladan ataullldrl lllk rliprrsat nraupun didaerah sebagai
Itfllu [clrrrtrrsurr,l,[JN (heschikking), termasuk

hfdsrurkurr pcraturalr perunclang_undangan
&hyck durr olr.jck dalam peraclilan tatu n"g".u'lirtu llsnhu Nr:gara adalah S"r"oing

rfl,,iJ',illllil,I*:: fl ,i ili:,csir: 
Ak.r sc. j'rah.
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atau Badan Hukum Perdata sebagai penggugat, dan Badan atau pe

Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sementara itu yang

obyek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata
Negara (beschikking).

Mengenai proses lahirnyan Peradilan Tata Usaha

Peradilan Tata Usaha Negara di bentuk di penghujung tahun 1

Sebenarnya peraturan sudah diawali sejak 38 tahun yang lalu,
penetapan Undang-Undang nomor l9 lahun 1948 tentang susunan

kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan pada tar-rggal 8 J

[948. Oleh Undang-undang ini di dalam pasal 6 ayat ldi
;rdanya tiga lingkr-rngar-l Peradilan yaitu Peradilan Urnum, Peracl

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Daianr pengenaian tcrhadap karakteristik pcradilan irri.
'"rda beL,::irpa istilah tcntang pcradilair Tata Usahrr Negaril ini. Da

t,tltttitttslr'r.r.r rr,..':.rr.i .r,.i.ri.til irurtti ,l.l,t ,.:ljt:t ririit\rtticri.,li,ii.lit llc
1;crklrrlr a,ltt"rti,.,ir-l rr ;niittli scr-rrirt.ir-rlti.i1.i.i" d;lr] l-iiuilurui Proli
Muhamnraii .\b,-1Lili. .:ll bahr.ia vi.rn,.: ilir.rtiilr ilr-i;r{.iili,in adrrlinist
adalah pr:latiii!-.ir;ui-pciiln,-:ial'iui ci:ri ,rt'icnlriiiit !iltig mcngatur tcl'

aclminis'irasr. uplr,kr'ir sdilaglti .ilritr:-itut-,' ',,,.lr,rgu tun.si:ii otrra pr,rsertl

"til.tr;in*-'r, i:,,n::in,trktii;gaii perirdilari -.,r,,,-'br.ri;lrr'r*lliki iloi.rrllclcrrsi
fi (-')r,,.'Jri,;ii.i: ,irengadili 1i:ng oeritili serr,.rirr dan lci-Lrisair suttr sarllir
folt;isirg irrising memrliki k,:mpetensi ahsolut, sehingga secitnl n

satu lingkungan peraciilan titiak boleh clinrasuki clan dicarlprrri
lingkr-rrrgan peradilan yang lain. [,ingktrngirrr I'c:rirrlilirrr [.lnttrrn

Mrrlr.rrrrrrr:rrl Alrrlrrlr, Sl l, Ilch,t'r:rJxr r'rrr
,i. rrlt.,.. I lrtktrlrr I lSl l, Mt'tl;rlr, l') /() h'rl l()

Sisteml{ufum Intoneia

I '='irl',r Nlrlrr.r (;rr1,,, r)c.irrrilirrr Agama dan peradiran Tata Usahaiiits-i*'il r,,r',1111' rr.r:,rrl' lrertliri scntliri dengan fungsi dan wewenang
"'rrl'rr' rr,l'rl' l,r',,r rrr*rrrprr.i ,rcrr ringkungan peradilan yang lains3.

Alrlrrr r ',,'rrrrl'.;rr srirrrr k.l,uniti khusus mempunyai budaya
r:r+i'.'llrl rr rlrr',rrlr .lrrrr lrrrrllr.ylr rrrasyarakat pada umumnya, misalnya
i''rlala l,,rlrrr,r ',r'rr.rI lr:rrvrrrrrrr lrirrtrs lrormat pada atasan dan ada sanksiI*rl,*rar,r,r ,rrr,lrrr.r lr;rrvrrr'rrr litlak hormat pada atasan. prinsipnya
l'*lt*a 1,,,1'rr rr lr'l.rrrrr rrr rrrrg,krurgan r-niliter harus dilihat dari sikap

lHttttt 
llr ,' n,lr r rl:rlirnr kr,schitrialr. Karena militer mempunyai

Hhte rrr.,,,,lrrr rrr;r.,r rrrrlrrt.r. nrcrnpunyai hukum sendiri, di samping
k*ttt,r ,rrrt rrr 1 .11,11 ,,rrr. r)lrlarrr rangka penegakan hukum <Ji
lhplilrpe,, rillrr' r r, r,,r'lrur rrrrrrrlrrlrkarr pcraclilan rniliter tersendiri tidakf*tlu rr!,, |,,r1 r.rrrr lrrl'rrrrr lrrrlir.r. rrrurrri tapi juga hukum umum yang
flBe l'*l+l'rr lr'1;':1 1111111, , r lP:ry;r pcrrcuak.n htrkum melarr_ri pengadilan
Htlhtsr l* ,r lrrrr .r, ,rJ,,rr..ir*l):ry. Pilihlrn tcrakhir (ulti*rurn remiclir-rm)
f*l ,,1', r'r 1r, 111lrs1;.q,rrr ,rr',rIrrrr rr;rrr pcnegakan hukurn disiplin yang
Htllr ,lrl,,l ,rl ,,,, ., tr.r;r l..,,rrr;,rtlr,) tiduk mampu lagi niengatasinya.
}3!"" rl','r r',r r" rr)"rrrrr;rrr rrririlcr rlrcrupakan arat yang ampuh
*rtr r*; *r,rr,,r rlrrr rrrr rrrrl,r*rrlli;rrr rlisiplin prajurit sehingga setiap

fltlttt 
-' r.rr,r,r.rr'rrrr r,.11r.1.111 .,r:rP s('1ri;1 rrrrtrrk rrikcrahkan daram setiap

Sa" .,,, ,t.,,, .,r,r rrr rrrrr,rr:r \:rlir

tllllftBlrill., I ,r.

|tHf*d lar,., t r,

I l1l. ,il I r,

rl,r ,\l l\1.r1,.r t lrk l;rr.tly liertlia,, \,uridiksi peradilan
I ,lr.rl, rrrr.rrr lrrrkrrrt.srr, tlisurrrltaikan dalam aungka
\\,,r l. .111,1 1 l\l r lrt;rr y ('rrrrrirrirl .lrrrisdiction & Structr-rre,
l, rr,, lr.,trtut(. ol lrrlt.rrurliorrirl l,egal Sfudies (US
I rlrl,lrrlr rlrrr r lrl| , 

11 rr rr.,irirrrill;rrnlt.go.rtlr,Jtonti:,/r:_
lrlrr r l,,lt g,,rrl.r trrrr1il,,;rl .r,l Allril 2016.
nlrlrt, r ,lt Irr,Lltt.,,lr rlr ll:trv:rlt Kt.krr:rslurn M:tkitnr:rhf=irrr l',.r,1r1,,, \rrt,,l,r1,r llrrlrrrrrr l,trl;rrr;r tl:rrr Srslt.rtr Irt.,,rrlil:rrr lrirl:rttlt,lail trllt.'rt.,,rl, \lr ( l,rl,,rrl.r lrrr.;llrk;r Kr.rrritrr;,,,.)Ol(r) llrrl. l./l{,

llrrkrtnt Atltttttrr.llr;rr,r Nr'1,,:rnt I



berwenang memeriksa,'memutus dan, menyelesaikan perkara

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Yang dimaksud
anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai

8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas)

belum kawin. Anak yang diproses pada pengadilan ini adalah
Anak nakal yang melakukan tindak pidana, atau anak yang
perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan

undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hi
berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Proses penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik
dan disidang oleh hakim anak. Hakim memeriksa perkara anak

sidang terhrtup. Pidana yang dapat diajtuhkan pada anak adalah
pokok dan pidana tambahan. Anak nakal yang oleh hakim
untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di
Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara. Lembaga pemas

anak dipisahkan dengan lembaga pemasyarakatan dewasa.

Lembaga pemasyarakatan anak, anak nakal berhak
pendidikan cian pelatihan sesuai dengan bakat dan kemam
mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan.

Pengadilan HAM
Pengadilan Hak Asasi Manusia (disingkat Pengadilan

adalah Pen&rdilan Khusus terhadap pelanggaran hak asasi

yang berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan

Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradi

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau

yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum
bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000,
HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan
kemanusiaan-Kejahatan genosida adalah setiap pe

dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau m
seluruh atau sebagian kelompok bangsa. ras, kelompok etnis,
agama, dengan cara:

l. membunuh anggota kelompok;

F.
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l, Hsllrllh*rtknn ;renrlcritaan fisik
tstftmlrp Hltlagotu-unggota kelompok;
ffiru|;unknrr kondisi kehidupan

, fitffStllhatknrr kcrnusnnhan secara

kntr tirrrlnkun-tindakan
rll rlrrllln kclompok

yang bertujuan mencegah

lut i(!L:uru paksa anak_anak dari kelompok tertentu

la;r kctrrulrusiaan adalah salah satu perbuatan yang
tl hugi*rr tluri sorangan yang meluas atau sistematik

yH lrulrrvu scrilngan tersebut difujukan secara langsung
Itl rlpil. lrcl'upil:

atau mental yang berat

kelompok yang akan
fisik baik seluruh atau

Ilrtrr lr1.slsl1s1lirlralr penduduk secara paksa
r kr,rrrr.rrlr.krutn otau perampasan kebebasan fisik lain,wsrrrl{ wun:lllg yang melanggar (asas_asas)

|lttlrrl I ruh rrrrr inl.crrnasional

ltcl lrrrtltrkrrrr scksual, pelacuran secara paksa,
*llrurrrilrur. l)rlnlal)dLllan atau sterilisasi secara paksa

tk kchr.rirsarr scksual lain yang setara
k't ltrrtlrr;t suatu kelompnk tertentu atauyut1l rlirlusrrri pcrsanlazln paharn politik, ras,illllr, lrrrrlrryir, rrtr*,I., jcnis kelamin atau arasan

d*nhur iucut'ir rrrrivcrsal sebagai hal yang dilarang
I lllh,r'nrrriorruI

Sfll3 rrrr'lu'll plksa

;tlnlelr hudun pcraclilan yang melaksanakan
Jfflrtltoaiu hugi w$jih pajak 

.attru penanggung
lltt lorlrutlup scngkcta pojak.Llj. Di mana yang
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dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul di

perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang se

akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Bandins

Gusatan kepada Pengadilan pajak' Itu termasuk gugatan

f"tuk.uruun penagihan berdasarkan undang-undang penagihan

surat paksa. Pengadilan pajak dibentuk berdasarkansuratpaksa.PengadtlanpaJakolDentuKDerqasalKarlL-,llu4lrx-vrr
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak' Kedud

Pengadilan Pajak berada di ibu kota negatA' Persidangan

Pengadilan Fajak dilakukan di tempat kedudukannya' dan dapat

dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pen

Pajak'saatiniterdapltduateinpatbersidangdiluarternpatked
yakni di Y-ogyaka{tA dan Sur4ba-t'a-

S is te m J{u futm I n{o n e sia

I .,=.+'lrl',r I rrrrlrrk lrrrlirrur K.nrpsi bcrwenang memeriksa, mengadili,
l:*: ++ri iltrtlrr': lrl.tLillill

I lllrlrtlr prrltrrrrr krlntpsi,
r n,rl.l' Irrl;rrr;r pcrrcrciir, ,ang yang tindak pidana asalnya

,ll,rIrrlr Irrrrlrrlr ;rirllrrrir krlrupsi, dan/atau
I l'rlrrl, I'r,l;rrr:r y:rnp, sccarar tegas dalam undang-undang lain

rlit, ltrrl,.ur ,;(.1)itl1:u tirrtllrk pidana korupsi.
Gltitcu= lntul, I'r rl,.rrtlrl;rrr 'l'ipikor di peneadilan Negeri Jakarta pusat
Hlt;llilrt!ri f ' \\r'riilr1i:rrr rrrrlrrl< rrrcrncriksa, mengadili, dan memutus

ffi*cia 
tir,l,rl l,r,l.r.rr [.r'rl'rrii yarrg clilakukan oleh warga Negara

EB*E=i,, 'll lrrrrr rr rl.r1.,rlr 1(.lliltit I{cpublik [ndonesia.

H. Pengnililam {*erikanan
[] c n t,,iii l i l jin P erikan an aclal ah lery*.qr:l ipl!. K]g-$-it-s rli l in gk

,.lrllrhUi<.rrl lrr.'i, i', l, i'iiiil', l'"i:.;lr'triti hlr.lltolr ' 
r;!lrll irir:rl'lliiill;-ril' i)(:t'wtt'il

\l . dnp I)r jlrlr,rt l)plir";i \,,:tililr':l [i.r":pultl,; i1i{1r1'tr":si.lr"

1. illtlr,::triiii',:, {i l'1 :,Jr;rri,.1 "i''lrrllflk llrl.i;l'lll, {\trrL'r: r

1... r-,,ri, r r-i 1;1t;lr. iiitlf,li'l 1,,..16:i1 , ii'.;1 lr l'l:ttl
il,,lt

l.;il1

,jrli.
;,,1;,,trr I

it i. t'

,',l<r.:.et:,,"ltr.'il, '; ;i1r.1i'd{r111 ,:::i'il'.'1nlr'i 1''r iii li1/11i:lillii;t' !'i:-,'i:'iltitn;ttt

iiiiiliii li,r.rrirlii i-i; llilili Lr"n --Llq-gr,. l-,i1i(.il.l.!ll -llLlt,rj.rr' :'';ttttr w

;tLlki.il"rlirv1i ;rreiipt-tti :lel*rtth 11,iiajrah ne$i1l-fi }!p-Ul-h.tlti -ltr"io-tresrrr i

dii*r'hitir;rnnya x.jnclang-LIrylang Nomn;r 45'I'ahun'-r"0()t)' l't't
-fir::ikor: dibentuk pada setiap -X'egg4liian Negeri cli ibu k11tit

yanEI rneliputi daerah hr'rkum provinsi yang bcrsattgkttlrttt'

pror,insi DKI .lakarta. Pengadilan'l'ipikor <libcrrltrl< tli IoN .lrrl<:tl'l

rllrt rrrclipttti wiliryalr hr-ktUl l)KI .lakrrrlrr
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BAB VII
Sistem Pemerintahan Indonesia

Konstitusi Indonesia
Konstitusi yang dalam bahasa latin adalah constitr'tt

negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentuk

pemerintahan negara-'biasanya dikoditlkasikan sebagai dt

tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terpenncl'

hanya menjabarkan prinsip*prinsip yang menjadi dasar bagi

p"rutu.*n lainnya. Dalam kasus bentukan negara' konstitusr t

ururur, dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukr'rm' istilah inr

secara khusus untttk menetapkan konstitusi nasional sebagai

prinsip rlasar politik, prinsip-prinsip dasar hukutn temasuk

bentukan stt ukittr, prosedr'tr, wewenling dan kewajiban pemct

ncgaril 1'litclt tttntttnnya, Konstitt-tsi utrrumttya rneru-iuk pada pen

hak kcpada warga trasyarakirtnya' Istilah konstitr-rsi dapat dil

kcpada :ic!ltruth ltuktttn yirng mendet'inisikan lungsi pen

ncgara.
Dalar-n perkemLrangennya' lndonesia pernah menera

jenis konstitusi il;rlam lilna periode, diantaranya :

o Periocle Peftama ( i8 r\gusrus i9'{-5 slcl27 f)esember I

Fada saat Prr.rklamasi Kemerrickaan tanggal l7 Agttsttttt

negara tLi bclutlr rnemilil<i i(onstittlsii lJLJD' Namutt

kernurtiau, tepatnya tanggai l8 Agustus 1945'

rnengaciakan siding pertama ytrng salah satlt keptttt

a,;lalah rnengesahkan UUD yanq kemudian disebr"rt tltll
Pacla saat itu UUD 1945 belum ditetapkan olr':ll

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945' sehab ptl

itu MPR belum terbentuk dan PPKI <iianggap sebagrll

re,smi yang mewakili seluruh bangsa Indonesta'

o Periocle Kedua (27 Desember 1949 s/d l7 Agtrsttrs 1950)

Meskipun lndoncsia tclah rr.rcrrlcklt, ttlttttrttr I|clirrttla rtt

hcrusalra urrlrrk nrctrgltrtrtril'ltltlr llltLrrrt'si:r. llltltklrtl k

tl

gal,tttt;,,111 tr,l',

ll, l.lr'l,r ,, r l,r

Itt.., l,ll tl, ttt'lr.r

It llt,llrl rrrrrr

il l"trl.t,tlrttl

li.rttm 'll uliyut I tulitrttsi,t

ll' l,rlrlrr rrr, lrrrrr irrkrrrr :r1-r,r'csi lrlirtr pcttclttcltrkatt tcrhaclap itrtt kttta
l,rl.rrrtrr. yrur[,. (lrk('nlrl tlcrtglttt Agrcsi Militcr I pacla tanggal 2l
lrrlr l'r ll ,l,rrr Alirt'sr Militcr ll atas kola Yogyakarta pada

r,lrp,1,,1l l') I )r",r'rrrlrt'r l().ll"i, schingga rnctrgakitratkan tirnbulnya
l!r rlilrl! l'. ' nrIrrl,'l.rr:rrr l)cr-lilillil tlatt kcdtta.Untuk menyelcsaikan

; rr r t r l. rlrr r l l,' l,rr rr l;r (l('n,,,lur lt l, lalr-r I)crscrikatan Bangsa-[]angsa

r l'llll r rilililr t,ilrl',ilr (l('il1,,iilr rrcttyclcttggtrrakan Konfbrcnsi Mc'ia

lllrr,l,rr I l'. N llt ) rlr I )t'rr I l:rrru, Ilcllrncla pada tanggal 23 Agustus

l',.1() lr,.rrrli'r'cnsi ini dihadiri oleh wakil-wakil
1lir1r't'rtlttttt.tl t't)()r l;aderal Overleg, yaittr

r,r r('l'.iu:l lrrlrrcklr bcttl-ttkiur Belanda), dart

'.r'1,11,11s lr.orrrrsi I'llll untuk Inclonesier.KMlJ
'.rll..rrr lrlrr lrrr;rlr []ulsctuiuan pokok yaitr-t:

.r l'..l, 1',rr rr ltt'prrhlili lndorrcsia Serikat.
1.,,l.rrrl.rt.ur l\('l)ir(llt ltcpuhlik lndont-lsia llerikat.

I | | rr,ll rl ,rn I lnr .rrrt.rr.r l( lS rlt'ltriln Kcntjaifn Belancla.

f ', *1l,.rlr,rrr 1,, rrtrrl nr r,.u.l ,llrr r rrr'jllt'.r I.lcslttt[ttr nicnjttiti ncgari]

=, rr!.1 ,i, rrr lrrrrr.l ,rrr .r,l.rrr\;r l)('lrulliri;iilrn IrLID. t-)lch l<arcltli

li ,, rlrlrlr ,, r Lrlr lllll),Kortslilrr-i ]li!,i,.,,tulr: l'tiflcailgat)ilyLt

r li I ,l.rn ,l, l, r,ltsi i)ir() llucla KN4t].

\ r,u.,lu , 1,,.,O .;irl :l llrli l()5r))

f.e,l+ .r.. .rl lr l, r l'r ,{) l( tl;r(lt 1rt'rrrllllrhungatt negara-negara

hrqll*r' tl,rl,rrr r' ,,,u.r li l'i. ',t'lrrrrrlglr luutya tinggal tiga negara

futar, r,rtr lr, 1r,11 , lil, [']t'r,.:tt;t lttilottcsirt 'finrur (NI'f) dan

tilf1flrd :rrr'rt, r,r I rrrrrrr (NS I ) l'e r-l<crtrirttngan berikutnya

*let, rrru,rlr,,'r 1.. ., l,.rl..rl,ur lrrrllll ItlS yang mewakili NIT
&f tfq I rlr l1r,rr lr I rrrrlrrl, ht'rrrlr:rli kc lrclrttrk negara kesatuan.

ig+1"} 0,,,,, tr r ,r lrrrt l\( nrr(lr:ur tli{tutrrgkitn clalam Piagam

ffu1g1111,,o,, l,ilrrrrr,rl l'r l\lr'r l()\O. I lrttttk rlcngubah negara

*ft il*rrl'r'll rl 1r,11,1 l\r':,;rtulur tlrPr-:rltrkan UUD negara

I i;rl.rrt rlt nl,,rr r.r;r trrt'ttt;tsttkl<ltt.t iSi LJUD 1945

t,etsln,, l,'rlrr,ur r,rrr1' lr;uk rlrrli Kottslitusi RIS.

&ttgal rlrrln\rr, lllll)S l()\O lrcrsilirl scnrcntara yang

lll ;larl'r ilililr 'rilr ;',r,,rrl I ],1 lrrrltwlr, "Konslittrantc

l!er1l,rr,tl I ll ll )f lrr'r.,;unll slrrrr:r rlcngttn pcrttct'itttlth
tl=ttIlt trti tt' l,tpl.rrrr I ll ll ) ltl ylrrrl,, ill\illl lllCllf',l,,ltrttikltll
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UUDS ini". Anggota Konstituante dipilih melalui pemilu
Desember 1955 dan diresmikan tanggl 10 November I

Bandung. Sekalipun Konstituante telah bekerja kurang
selama dua setengah tahun, namun belum juga
menyelesaikan sebuah UUD. Faktor penyebabnya

adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai
yang ada di Konstituante dan di DPR serta di pemerintah
Pada tanggal22 April 1959 Presiden Soekamo men

amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945,

pada dasarnya saran tersebut dapat diterima oleh para

Konstituante, tetapi dengan pandangan yang
Karena tidak ada kata sepakat, akhirnya di
pemllngutan suara. Namun setelah tiga kali pemungutan
ternyata jumlah suara yang mendukung anjuran I

tersebut belum memenuhi persyaratan yaitu 2/3 su

jumlah anggota yang hadir.
At.rs .lasar hal {.crsebut. demi
ncgir a, pada tanggal 5

rneng,cluarkan scbualr Dckrit
I I Mcnctapkan pemtrubaran
2) Mcnctapkan berIakunya
berlakunya lagi l-iUDS I950.

['ri'csrdsn ltang isinya irdalalr:

:]i Fcrnbcirlukan MFI{S rian ilPAS.
Deuqan iiP '., .luii li)59 nrr::.:a [-.1!-iI-) t i)4-5 berlaktr
,ieha.11ti ir',;i{ir-rr,r;tut i.trtitstiit.rti,lr;il i:i;iliin't ,tif itvelctl
p{.].];.t.JIil,Lirlf:-!i,, iLl::,:f:r i1l. i

'[]r'aiiiil.,.6lenyel*trg*:ilriurrr neu:rlir lSlu]iri lnal;a hi,rl;lktrrryrt

i,r.;fl}i:igil[ pcrgcseran, i:, .:i';rn ier;nilir-ri,a I

i--t:r:yinr;'rangair. Oleh kit^cna itri ;'*[ai<sannan [,t I-il) I()45

"r::un $/ilktu tersebut elapat dipilah ruenjacli dua pcriorl0
pada masa pemerintahan C)rde L,ama, kehidupan pol

pemerintahan sering terjadi pcnyimparrgurr yang tlr
Presiden dan juga MPRS yarrgl iuslr-rr bcrlcrrtangirrr

Pancasila clan UtlD l()45. Artrrry;r. lllll) l().15

.l i.rtz m J t iftym I n[o nc sia

,lrl,rl, ,,rrr,rl.rllt :,(-(.:il;l rrrrrnri tlitn konsckuen. Mengingat keadaan
,' ,r.rl,r ,rr.rrrlr;111.1t.,1.,,,. lr. Soekamo selaku presiden RI
rr. ilrl" rrl\iilr Ir'rrillirlr kcllirtlu Lotjen Soeharto melalui Surat
l" ,,r,rlr I I Nl.rrt't l(xr(r (Supcrsemar) untuk mengambil segala
rrllrrl rrrr \.,rrr1, tlrPt.r.lrrkirn bagi terjaminnya keamanan,
l'r r,rrlr,rrr rl;rrr l\('lcri,ruilll serta kestabilan jalannya
l,' ,r, rrrr,rlr,rr I ;rlrrrrrylr Srrpcrscrrrar terrsebut dianggap sebagai
*,.,r1 rrr,r,,r ( rr rl,. ll;rr, (S.cl*rrtr). Sernboyan Orde Baru pada
rr'r "r rrrr ,r,l.rl,rlr rrrt'l:rks;rrurlilrrr l)attcasila dan UUD 1945 secara
rrulrr,lrlr 1.,,11.,1.1, 11,.,'. Alxrklth tcrwr-rlUd tekaCl terSebUt ?
f r r,r'rr,r rr,l,rl l )rlrlr;rl trr'i llrirrsip clerrrokrasi, prinsip negar-.,
I'rl r,, ,l,rrr l,,.r,lrl.rrr :;.:.r;rl l.l.ny.tla tnasih terciapat banyak hirl

,l.rrr lr.rr.r;r,rn Illrrrrpir sanrit dengan pacla masir C)rdc
rt rl,'nun.urry;r !.r.lirurslutrr presiden clan lenrirhtrya

rl'li

, lrrrr r ( l,r t rl. lolrt'1 lt)t1t2 :litl qt:kttrttng)

, r r1 ,l, I t,rr r r rl,rrr lt'rtg:;ct.rt1,l-l ir;.Csiti.-,n !{)cltiri-tl:
,,' I I rlr r ,rl,rrr r',.r:r[;,lr t.r_.iirr-rttasi vi,.t|r s.i illkr-ll,,il* *ieit
r ,,' ,li,lrrl,unr, ,l(.lt ioi.;oir.. llrir-.rh rcJitfnfasi^ {)1,:i r

l, ,' rr luntul.lr rt'lil rulrsi rllttt ^rctclah lenl{:;crn-v-a
,,, lr rrl,, , 1,.r.,.u '\(.t).1'l.t\l;r ( )t.dC ,tJaflt. :T1Ail;f l,r:ii.ti.:

r'r ,lrl rl rrl rrr 1,, rrrl,.tir,lt ilti.rt;r,rril-,.!irr:l! l.r-,l"iriiti;llr I Ii li_;

,r rrt rrrr | ' l) l,)l.t;i{ll1].t,lil,r:lii}l.illr;:l.l1rj;ti i;rlr:i,:.:
,rrtr i, I'l r t.rlrll lr)()r) rrir.)li _iir,;i ,.i.i,; filU.]. it: ,i;

rrr' rr rl t,rrr ,r( tri).llr;tl ,.il) r.1;..iil, 1l](.,it-ia,l:l;jl-, ,,r;ill1,.i ,,r, rr rt r|| ,r( trl).llt;lt) .:111., 1_.1;i,,i;;l jl)(tji{-ial:l;j[-, r,/iill1:,

*l I I rr,l,,l,,t.li ;, i,,trir ite:tiiiili;lli .l!ililti.
I I ', r r lr {,t, ,r{r(.n , jlt; ..r,ir;<.ii 

iitesiri,:i:,
| ,lrr,lrrl .rrr I)l'l{ 1lt'ltrerintuh rlar:rah" ,i;r;.1

l , r, ttr rr rj,ur, ln( | lt.trllrnll lIAN,!

Fgfiil.t llIrrlrrrrr Irrrlorrcsilt
F€ia,r',1"11',,,,r'.rr'rrr |t'rrrt'r'irrrtltrrrt ;l'csitlensial yll<ni
llllalr.r,' r,rrr, ,lrl" l,,rr), rl:rrr tlil.t.rrrllrliklrrr lrrrrgsttrtg olch

untuk menyelamatkan barr

.irrii lil59 Presiden S(

Itsxstituante.
kcrnhirli UUD i945 clirrt

l(,



Presiden. Kabinet dibentuk oleh Presiden, menteri-menten
dan diberhentikan oleh Presiden

. Kekuasaan menjalankan Undang-undang (Eksekutif)
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat sistem
kekuasaan yang bertujuan agar kekuasaan tidak berjalan
wenang dan fungsi-fungsi tertentu yang diperlukan dalam pemen
akan berjalan dengan baik.Dalam buku yang berjudul Demokrasi,
Asasi Manusia. Dan Masyarakat madani yakni kalau dari arti luas

pemerintahan yang meliputi keseluruhan lembaga k
;legislatif, eksekirti I, dan yudikatit. 58.

lJadan eksekutif di Inrionesia sebagiaimana dituliskan konsep
Poiitica pertama kaii dikenaikan oleh Montesquie dalam ki
Esprit des l-ois (1748) dan;Lrga John Locke. seorang f-ilsuf I

tlnlam k;tr\an1 a Ttyo {t'ctetises on Civ,il Grsyerment (1690).

Politica ar"ial:rir rinsgapail bahi.la k,:liuasaatr ncgara tcrcliri darl
nrlrcanr'tekuasaan: Pcrtirrna, kckLlii.jaan l,;gistatit' atau kck
rucrnbrurt ,rr, Jans'rrntltrng {r"trlr-' rniik rrg f intctiorr). Kcdua. kck
t'ksr'kutrl tirrr Icliturs:utr.r itrclak -rirak:ttt unclnng-rntclang
.rprrlrcatrol ltrrrctrorr i. l(r'tit.r.a, keku,rsa;.rn yLrdikatif atau kck
rrrt:ngurlil,lr:lungr-talan unrlang-r-rnclang irule rdjLrdicatic'rn Iunctiort

Nr'q.rlar Repr"rtrlrk lncioncsia m,:nsenal adanva lembaga-lc
eksekutit'. legislatif, dan yudikatif dalarn LrUD 1945
melaksanakan pembagian kekuasaan. Kekr:asaarr lernbaga-

negara tidaklah diaclakan pemisahan -vang kaktr clan tajam , tct

koordinasi yang satu ciengan yang lainrr.;:r.

Kekuasaan eksekutif trer;rda ,,i ! tangan preslrlen, di lr

presiden adalah kepairr Negara ulan sekaligus sebagai
pemerintahan. Presiden adalah penleqang kekuasaan pcut(

negara (UilD 1945 pasal 4 ayat 1) Sebagai kepala penrc

presiden dibantu oleh wakil presiden {UUD 1945 pasal 4 ayat

menten-nrenteri dalarn kabinet, lremcqang kekuasaan eksckrrtil'
meiaksanakan tugas-tugas pernerintahan sehari-hari. Prcsir

Wakil Presiden meniabat selama 5 tahun. dan sesudahnya rlapirl

t'tih..i.lillah dan Abdul Rozak,2008,"Denrtknt.:t(ll,tl,
llflrsr'.r. Ltkrtt lVtul<tni",J:tkarta: I'rcnnda Mcrliu ( ir.ru;r

l9
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t ,:t| 16.

i ii,l,lrF

,r.' l,rlli

- 
.\'i.stcm Jlil{iym Infonesia

\:url' ,r;un:r unluk sirtrr kali masa jabatan (UUD

,,r ,r,rr ,l..,r.l,rrtrl rlr;trltl\l,t scl)itgai kckuasaan yang dikaif
l,,rrr, l,'rr,,l':rr:r:rn tllrn pclaksanaan dari Undang_
nr l,il.r,lr.rrroknrlis, l)c(lolltalt negara c_linyatakan
ur,l,urt, l\l;rlrrr lur,.trs rrtltrlit dari lembaga eksekutif

.rn rrrrrl,1111, rrrrtl;rrrg. I(cl<ttitsaan artalt kervenangzrn
ur' n{ .rl, rr1' lrr-lrt.urJrlr lrirlltnrl yakrri:

. rl. rrr ntr-n\.1.11'J11,,:lrltl\lln hlthiin;1;.ttt tiipictIItiliiri

+kl4lt t,,,,,r
I

I l, r,,|l,l l.lill

.rl,rrr rrr,.1.11...,,'-,1.,.,,., uuritini.i,.-r-inrlang :i:ilir
rrur rr l,rrrr rl;ur rl,..tti,r.lr"ti:S:[..r1,:it.; .iilrrt,l,il.,.iil.;i

,l r', rt tr rrlll ,1,'Iri., 1 l,tri,t.

', 1., , ( i,.rl

,,llt.ri;)
lr't, Il l J,rltr

tl'.r',.r1 li \r;rl
' r( ll,,iil)

')



- Memberi grasi, rehabilitasi dengan

pertimbangan MA (Pasal 14 AYat 1)

- Memberi amnesti dan abolisi dengan

pertimbangan DPR (Pasal 14 AYat2)

Memberi gelar, tanda jasa dan lain - lain tanda

yang diatur dengan undang - undang (Pasal 1 5)

ii. Wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan

- Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal4 Ayat 1)

- Mengajukan rancangan undang - undang kepada

(Pasal5 AYat l)
- Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 Ayat2)

- Membentuk suatu dewan pertimbangan yang

Sisteml{ufum I

memberikan nasihat (Pasal 15)

- Mengangkat dan memberhentikan

17 AYat2)
atas RUU
Ayat2 dan 4)

sebagai

yang memaksa

?2 Ayat l)

- Membahas dan memberi persetujuan

Dt t1" serta mengesahkan RUU (Pasal 20

- Menetapkan peraturan pemerintah

undang * undang dalam kegentingan

S ist e m l{u fu rm I ntonc sia

rukyot. Hal ini sesuai dengan system parlementer yang

prdu wuktu itu.Sekalipun demikian ada beberapa kabinet yang

olclr wukil Presiden Moh.Hatta, yang karena itu dinamakan
prrldonnil.
lButl$ri drlnm masa sebelum 27 Desember 1949 berkisar antara

iiyultrir ke-l) dan 37 (Kabinet Amir Syarifudin ke-2).
dnlum masa sesudahnya berkisar antara 18 (Kabinet

*n 2l (Kuhinct Ali Sastroamidjojo ke 3). Para menteri dapat

hohcru;ru golongan, yaitu menteri inti, menteri negara,

nlonteri rrruda terutama dalam masa sebelum Desember

l9lu llrrdnng-Undang Dasar. 1945 berlaku kembali dan

t tJrttlung-Undang Dasar itu badan eksekutif teridiri
plrltlon, Hcorong wakil presiden beserta menteri-menteri.

tlottthuntu presiden dan diangkat serta diberhentikan
rlstt wukil presiden dipilih oleh MPR dan presiden

tlmd*turil" tluri MPR. Dia bertanggung jawab kepada

hU rut,t,,lt rrrrrncu lah rnasa reformasi. Praktek-praktek
lr rlilrilarrgkan, dengan melakukan perubahan-

F6nrluuul pcrundang-undangan. Termasuk juga
.;trrtttruluur tcrhadap undang-undang dasar,

Itholrtrrr urrrurrtlcrnen sangat berbeda dengan UUD
rulrrlt slluttya adalah larna jabatan presiden.

l${f xt.le lrrlr irrrraudemen memperkuat sisterrr

*t, rlolrp.urr (:ilrir meneyelenggarakan pemilihan
ptarlrlcrr tlrrrr r,vtkilnya. llegitu pula mengenai

tdtrltrnrrryrr prr.:sirlcn hisa dipecat karena alasan

tilnurrrlrrrrcrr tlilakukan, presiden hanya bisa

l$llettggrrl ltttktttn. Peranan presiden dalarn

dlhurnngl, kurcnu prosiden tidak lagi bisa

lnpl xelelulr umundcmen, DPR lah yang

tk rrruLurg-urrdung.

rlt lrrrhurcsiu sckurung,

menteri - menteri

- Mengajukan RUU APBr'N untuk dibahas bersams

d*ngun rnemperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23

,\
- Meresmikan keanggotaan fiPK (Pasal 23F Ayat I )

- Nlenetapkan hakirn agung (Pasal 24A Ayat3)

- Mengangkat dan rnemberhentikan anggota Komisi

clengan persetujuan DPR (Pasal 248 Ayat' 3)

' Sejarah Badan Eksekutif di Indonesta

f)alanr tnasa pra Demokrasi Terpirnpin' dimr"rlaibr'rlan Nctvottt

sampai -luni 1959' kita kenal badan eksekurtif yang terdiri dari

sebagai bagian dari badart eksekutil'yang tak clnpat digangglt 1

nrcntcri-lnentcri yirn g d i pi nr p i n olch seorittt g pr:rclana tne:nl'crl scbngitinranit
ttlch trrcsirl.rnhcktria tttos clitsitr ilzos llul[18ttng,.iawirh trtctticri ' Krrbinct oknckutil' dilukukun
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negara, seperti Yang tercantum

menteri-menteri negara. Namun

yakni pada tahun 2001 menurut

presiden dan wakil Presiden
langsung oleh rakYat.

dalam pasal l, presiden dibantu

saat dilakukannya amandemen

pasal 6,4 Undang-Undang Dasar

dipilih dalam satu Pasangan

Hubungan Kekuasaan Eksekutif dengan Kekuasaan Legi

Pada pasal 22D ayat 2 menggambarkan hubungan

presiden, DPR, dan DPD dalam hal membahas rancangan

undang tertentu. Rancangan Undang Undang tertentu itu

rancangan undang-undang yang dapat diajukan oleh DPD

DPR.Dalam pembahasan rancangan undang-undang

kedudukan DPR dan Presiden sama kuat sesuai dengan mek

pembentukan undang-undang yang diatur pada pasal 20'

Hurbungan Kekuasaan Eksekutif dengan Kekuasaan Yudi

Pacla pasal 14 ayat I Undang-Undang Dasar 1945 di j
bahwn lncl<ar,isme pemberian grasi dan rehabilitas oleh presidcn,

derrgan paslrl I 4 tryzrl 2 yang mengatur mengenai mekanisrne

amnesti clln abolisi oleh presiden. Grasi adalah kewenangan

rnemberikan pengampunan dengan cara meniadakan atau m

atau mengLrrangi pidana hagi seseorang yang dijatuhi pidana tlan

rnr:rnperoleh kekrlatan hukttm tetafi. Amnesti adalah k

presiden ;rang meniadakan sif-at pidana a(as pcrbttatan sese(

kelompok oranE"

Abolisi adalah Ke'uvenangan presiden untr-tk mctti

penuntutan.Seperti hair,ya grasi, abolrsi ini tidak dapat mengl

piclana dalarn suatu perbuatan, tetapi prsiden dengan pertirrt

pertirnbangan tertentu menetapkan agilr tidak diadakan penurllt

perbuatan iridana tersebut. Perbedaan dengan grasi adalrrlt

diberikan setelah proses peradilan selesai dan pidana yang di i

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Seclangkan pada abolisl

yurclisial seperti penuntutan dan pcraclilan hclttm tli.i

Rchatrilitasi aclalah kcwcnlngau pn'sirlr.'tr rrrcrlg,clrrbalikrttl

pcrrgirrrtbilitn pittla kctltttlrtkittt ltllttt kt';ttllt:ttt st'ttlttllt, scllcrl t

s('s(:()t'itttl.', tliilrttrlli Pitllrrllr irllttt tlikt'trlrt Iltlrttt:t

Sisteml{ufum Inloneia

r ll,rrlrrrr I 1.,r,'hrrlrl rlr lrtrkrncsia pcriode 2Ol4-2OL9
I rl llrh rrr"rrrr .lt.krrirrrg bcracla pada masa kepemimpinan

Ft=rtrlul lrrllr \1,/11111,hr rllrr Wakil ['residen Muhammad Jusuf Kalla
l*+U dlh'.rl nlnrrr krrlrrrrt.l Kr.:rja. Susunan kabinet ini berasal dari
t#*p*r, 1r1,fr trrrrrrrrl. rr:;rrlirrr partai politik pengusung pasangan

It*r,ul ll |111111 l'rlPrr'.i )ol,l (l)l)l t)crjutrngan, PKB, Partai NasDem,

F;ltet I lrmrr rr 1 rlrlrrrrrlrirlr I'l'l) yirng bergabung setelahnya, serta tim
p*rrrrrpiqll luLorvr .l h pirdu Pilpres 2O14. Susunan kabinet

€rr llr.lr ltlr'.rrrh'tr .loliowi pttla 26 Oktober 2014 dan resmi
er.lril I rrr'trlrrlrrryir Klrbirrct Kerja terdiri dari 4 menteri
tl illtlr lll nrr'nl('n

iblsrrr lrrnprnnr ktr;:r yrrrrg dibuat dalam kabinet kerja ini
*b{ll l,: lrtlrrLirrr Lt'lrijirkrrrr yang muncul dan tak sedikit yang
*Fxt rl,lrrl',rL l'rrrh lrrrlqi nL:gara lndonesia. Kita dapat ambil
CH*l lrlrlrrttgr l',r'lrtttlittt tl:tn l'crikanan. Menteri kelautan dan

hlut l'rtlf ll,trtr y:ut,,, rncrrrhrrat produk perikanan Indonesia

lr,r,!tr '\nr, rl,,r licr rliirl turrpa clikenakan tarif bea masuk
yttl ll,rl lrrl l, 11111ss1,;t lrrt'rr:rrrrlxrlr pcndapat kas negara melalui

$*plr lra,,tl l,rrrt I rlrr l,.t'n('l',('t'i l)iultiul sam tersebut.KKP mencatzrt

tl frl*3111f. l, nl,,ur.ur lrrrkrrrt'sil kc AS pada 20 I I sebesar US$
Iilr.illiltrl.!tl I' rt., rrrr.rr;:rrli tlS:ii l,l5 rniliar pada 20 l2 dan

tl|f I I I nrtlrrrr '(tl I lrrlrrrrr llltr, rrilainya kembali meningkat
lltfIHllrrlr,rr

B:rtt Nlr rrrlrtrirl I lrrrl:rrrr,. rtrrtlltrtg ( l cgislatif)
I irelr'rl,rl,rrr lr,rl.r.rl rrl:rrr iug,.lr tlikcnal clengzrn narna DPR

hAdgl l, 1,1,1,11r1 1,rrr1, :rrl;r tli lrrrlorrcsia. L)PR merupakan
pil*eltl,lr rirl. \,rt. l,'1r1lr;q1',;1 nL:ltilra. I)PR rnempunyai

$; * tl*r,rlr l'rr rt .., ,l.rrr1,l.;111 rrrrtrrl< ltrovinsi clan Kabupaten

Snr*t ,L rrs,rrr rrrlr.r l)l'l(l) Arrr-1gola tllrri t)PIl berasal dari

|€ttg 'lt1'tltlr ,'1, lr lt:rl,y:rt, trrrtrrk ntcrr.iadi representasi

dtt lrll lrrrnrlrr No lO t:rhrrrr ?(X)tl ditctcapkan bahwa

lllllt ., l,,lr\ 'rl. 
',(ro or:rrr1i, l)l'l{ pnlvir-tsi rnaksimal 100

tEill& tl | 1 lt rltl,., rl;rrr I )l'lt Klrhrr;lrtc:rr/kota rnaksirnal
tlBh ;lrllrr1, ',r'rltl' tl .)() ,l'ttttpt

Hlttt4 rl*t lll'1, p,r,l.t tl:r.,;rrnv:r :rrl:r li;,,1r yirlirri; nrcrnbrrirt

I lellur i;r Nr'1,,;11'',IilFlt,-littrl.rttr \il1,1'iil;ttt Itt'tttlltl1;tl;ttt rllrrt



(APBN), Serta berperan sebagai pengawas dari
menjalankan undang-undang. DPR sebagai lembaga juga
hak untuk meminta pertanggung jawaban kepada pemerintah
kebijakan yang dilaksanakan, terutama kebijakan penting
menyangkut kepentingan orang banyak. DPR juga mempun
angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan
yang dianggap melanggar undang-undang. DPR juga mem
untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan solusi
rekomendasi kepada pemerintah. DPR jrrga terdiri dari komisi
yang berkerj asama dengan pemerintah.

r Kekuasaan Mengawasi Pelaksanaan Undang-undang
(Yudikatif)
Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelen

kekuasaan kehakiman. Di Indonesia" kini dikenal adanya 3

yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut.
badan itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan

Yudisial. Kekuasaan Negara yang absolute (mutlak) yang

seluruh bidang kehidupan negara sentralistik dalam satu k
akan mclahirkan hasil yang tidak efektif dan efisien bahkan
menyimpang dari konstitusi dan peraturan yang berlaku. U
kenyataan ini mendorong para filsuf untuk mencari solusi
upaya distribusi kelanasaan agar merata dan tidak menumpuk
orang atau institusi kekuasaan saja. Pemikiran yang dilahi
para frlsuf tersebut adalah salah satunya berupa teori Trias
Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara perlu di
pemisahan dalam 3 bagian yaitu kekuasaan legislati{
yudikatif. Pemisahan ini ditujukan untuk menciptakan efektrv
efisiensi serta transparansi pelaksanaan kekuasaan dalam
sehingga tujuan nasional suatu flegara dapat terwujud
maksimal. Badan yudikatif berfungsi untuk mengadili penye
peraturan yang telah dibuat oleh legislatif dan dil
eksekutif.

Kekuasaan mengawasi pelaksanaan undang-undang
juga dengan badan yudikatif. Di Indonesia badan yudikatif
asas kebebasan (independent jttdiciary). Hal itu terdapat
Penjelasan (Pasal 24 dan 25) Undang-Unclrng clusar 1945 m

Sistemltufum I S iste m l{ufutm I ndane sia

Ifl*lrImelr yfln${ rileny$tnkan: "Kekuasaan kehakiman ialah
}*ttj ttrenlekn, nrtinyn tcrlepas dari pengaruh kekuasaan

Sf.r. l*llpt llalonr rnur{fl Demokrasi rerpimpin berdasarkan
,! Jull ltt59 hingga 30 September 1965 telah rerjadi
)€il|Blewengnn tcrhadap asas kebebasan badan

fl yang tlitetrpknn olelr Undang-Undang Dasar 1945,
d**glrrarhnrrnyn lJnclang-Undang No. l9 tahun 1964

Nfnluk Kckuasunn Kehakiman, yang dalam pasal l9
dlttyetnklrr: "l)omi kepentingan revoLsi, kehormatan

*glt et*tu kepcntingan masyarakat yang mendesak,
lSfH! stnrr *umpur tangan clalam soal pengadilan.,, Di

I lttttrlrr I lrrelturg-Un<lang itu dinyatakan bahwa trio,
ftttttpltrynt rcrrrpat sama sekali dalam Huk.m Nasionar

il dl lttrLrlrrsiu sctrclum masa reforypasi yang dimulai
iifl lrlr)fi rlitarrclai clongar.r p"ngurdrr."n diri dari

LE tlleugr.rtni lral ini. Akan tetapi UUD 1949 (pasal
$ilt| (psant ()5) dcngan rogas mengatakan #;;,r##l rlu;rlr rligrurggu ltugilt,,, yanf berarti bahwa

H d*lr I ll ll)li Ir)S0, rrrrtltng-r-rndang lidak dapat cliuji,
lfulyr lrllo rrrenguii (toctsing-srecht) untuk aturan_
#lfitlctr rlrrr i 

'rrrlirrr1.1-rrrrrlarrg, 
mengenai sah tidaknya

H ktll,ntrulp,urr litLrkrryir litlrrknya dengan ketentuan

llu ll*lntrg I lrtlrr*g r)us'r r945 naskah asri tidak
fth hclN'rflplr golurrgrrrr rkrlanr nasyarakat, antara
l$lxrm Inrlurrr.rril (Kn $l) y*ng pudu permulaau

klla lclnlr nnngul nrerxlcsak pemerintah untuk
* XUs*grtf l rrndurrpr.-rlrriurrg pltlu moSkarnah agung.

Hsthxhung rlongun itu harus diadakan jaminan dalam
nl $nteug kerlurlukun ptrrn hakim".se

lllg hs,r*trln tlulum revolusi, dan dikatakan selanjutnya
lS *rlslnlr (iclak [rcb;rs dari pengaruh kekuasaan

tt rrrr huut unclang-undang.
,'pl'l,,u, scpcrti yang ada di Amerika Serikat dan

|Ht5 herkrrrrxu schma 33 tahun.pada saat Orde Baru

faug lehilr tinppli.
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Diharapkan bahwa dengan adanya wewenang iudical review

dijamin tidak terulang lagi penyelewengan-penyelewengan seperl

dilakukan oleh Ir. soekarno pada masa Demokrasi TerBimpin.

tetapi, rupa-rupanya pemerintah berpendapat lain, hal inr

dengan lahirnya Undang-Undang No' 14 tahun l97A

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 yang

tentang kedudukan Kekuasaan Kehakiman di Negara

Indonesia
Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara lndonesia

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasi

terselenggaranya negara Repubik Indonesia' Salah satu agenda

yang perlu dihadapi di masa depan penegakan hukum di In'

hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah

kehakiman yang merdeka.60- Di akhir tahun 2OO9, tepatnya

September 2OOg, DPR RI telah mengesahkan undang-undang

kekuasaan l,:ehakiman,yaitu Undang- Undang No 48 Tah

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersamaan dengan itu juga

Undang-tJndang No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan k

Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan lJmum'

Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas

Undang No. 7 Tahun t9B9 Tentang Peradilan Agama' dan

Undang No.5l Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

UndangNo'5Tahunlg36TentangFeradilanTataUsaha
Undang-Undang Kekuamaan Kehakiman tersebut perlu d

dipahami secara kritis oleh masyarakat terkait dengan bagaim

depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 201

masa depan. tni dikarenakan masyarakat mendambakan

kekuasaan kehakirnan itu merdeka dan independen sehingga

dan kebenaran bisa ditegakkan dengan konsisten' Orang kaya

miskin harus diperlakukan sama di depan hukum. Perubahan

Undang Dasar lg45 membawa perubahan dalam

ketatanegaraan, khususnya dalam pelakstntrnn kekuaszran k

Perubahan tersebut antara lain mencguskan hirhwa :

"(' K,r,)*'lt6c Moclt.l997, hnl 9.

l,,thtng. Ite'rurlilun

S is te m I{u fu rm I nlo n e sia

ldtm.n,rn Kelrukinurn dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah dan

Frtulllurr yung berada di bawab4y.a'dalam 3 lingkungan
llnlunt, lirrgkungrn Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan

l,ltt5krutgurt l]crudilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah

Xurrrtitusi.
Agutrg hcrwenang mengadili pada tingkat kasasi,

pHt ttru r r pc ru n clun g-undangan di bawah Undang-Undang, dan

rvowsnung lnin yang diberikan oleh Undang-Undang.

Konrlilusi bcrwenang untuk menguji Undang-Undang

Uttdotrg-tlrxluttg l)asar Negara Republik Indonesia Tahun

lllilrtltuilk[tt sengketa kewenangan lembaga negara yang
yu dlhcrikurt oleh Undang-Undang 1945.

Yurllrlul ltcrwcnang mengusulkan pengangkatan Hakim
tttrtnpttnyui wswenang lain dalam rangka menjaga dan

holtrl'tttutrrn. kr:luruhan martabat, serta perilaku hakim.
lltttlrutg lJrrdang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

fdtnkInrurr telulr scsuai dengan perubahan Undang-Undang
Hfpulrlik lrrrkrrrcsia Tahun 1945 diatas, namun substansi

lorlrrlrrrI bclunr mengatur secara komprehensif tentang
l+kuu*uulr kchakiman, yang merupakan kekuasaan

f*ttg rliltkukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
yaltg lrcrurlu tli bawahnya dalam lingkungan peradilan

porudilnrr ogama, lingkungan peradilan militer,
'lirlu tlsnha Negara, dan Mahkamah Konstitusi,

+nr pcrutlilan guna menegakkan hukum dan
tlcttgnn hal tersebut, sebagai upaya untuk
ruun kckuasaan kehakiman dan mewujutkan

lltpttrltt. ntuka pemerintah perlu mengesahkan

illlln,tr,lH'l'rrltun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
lltttlurrg-l lrrdung Nomor 4 Tahun 2004 tentang

, l)ulnrrt rnngka kekuasaan kehakiman ini, biasa

lrlllolr. yuilrr pcrrgadilan, peradilan, dan mengadili.

fur lt,'t'i itrrrsocdib i<t,l2l " Pengctclilan (rechts bank,
ytttgmrh*ttkun lrcnulilan, yaitu memeriksa rlan

dl.t ltttkurn tlun pelanggaran-
(ru:h1,,;prauk,
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.iudiciary)adalah segala sesuatu.,":: b:{!:!::::"^^:,:?::
' ;;;;';;;;;"sot t on" t'ukum da n keadit an' "u' Dengan demiki an'

pengadilan itu menunjuk kepada. flg"til ,:^fTY:
p".Jdilun merupakan fungsinva' .Di 

Indonestl 
1".Y111

sej ak awal ltemerdekaan juga dini atkan sebagai :::i:t-:"Y:3::
terpisah dari lembagaJembaga politik seperti y:*',-::i":
Dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum

ditentukan:
"Kekuasaan kehakiman ialah kektnsaun yang merdekcr'

turlepas dari pengartth kekuasaan pemerintah' Berhttbung

harus diatlakan iaminan dalam undang-undang' tentang

para hal"im r^-^+ ri^^lr,
Yang dimaksud pemerintah dalam penjelasan itu dapat dipahami

arti luas, yaitu mencakup pengertian cabang kekuasaan legislat

eksekutif sekaligus' ,'""git'gui UUD 1945 sebelum perubahan

menganut paham pemisahan kekuasaan' terutama afitara

eksekutif dan legisiatit-' Tetapi' meskipun tidak menganut

pemisahan kekuasaan, cabang kekuasaan kehakiman tetap din

bebas dan mer<Jeka <iari pengaruh kekuasaan pemerintah' Kar

cabang kekuasaan kehakiman sejak semula memang diperlt

khusus sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dan tersendiri'

salah satu ciri pentin[ prinsip negara hukum yang hendak tli

berdasarkan UUD Nlgara Republik lndonesia Tahun 1945'

semakin menegaskan prinsip negara hukum itu' setelah rc

ketentuan mengenai negara hukum itu ditegaskan lagi dalam Pt

Ketiga UUD 1945 pudu tuhun 2001' Pada Pasal I ayat (3) t

Undang Dasar Negara Republik ln<ionesia Tahun 1945' dit

bahwa lndonesia adalah .,"gu.u hukum' Sejalan dengan kt

tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum aclalirh

jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mcrdc

dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan

gLrna r:renegakkan hukum dan keadilan' Dalam ttsrtlttl

memperkuat prinsip kekuasaan kehakinlarr yang rncrtlckir ilt

sesuai clcngatr tuntutan rclbrmasi di l'ritllrnll ltttkttttl tclirll tl

llcrtlbalrirn tcrltatlap [)ndang.lltttlitttl,, Nrrttttlt l,t'|.lrhrrrt l()./(l

-r'r'r.......,.,.,1,1.'.' 
l(,/I lrrrl 11' llI

S is t em I{u Qltm I n[one ia

ftrt*,*rtl,rr l.r trulrrrrrr l'okok Kckuaszran Kehakiman dengan Undang-
I'llrlarrp I l, rtnlI l'r l trlrtrtt lt)t)9 tentang Perubahan Atas Undang-
l *+rdcttg I lllrtt tl l 'l l'lrlltrtt 1970 tcntang Ketentuan-ketentuan Pokok
f gd116e,r,lr l.-r lrrrLrrrrirrr. Mclllui pcrubahan Undang-Undang Nomor l4
lrfirtl lr!l) ll',r'lrrl lr'l:rlr tlilc:litkkan kebijakan bahwa segala urusan

Siftt€str*rl lr,rrrrlrlirn lririli y;rng rncnyangkut teknis Yudisial maupun
trrtrrrtr,ul,,r. rrrlrrurrrstrusi, tlan linansial berada di bawah satu atap

h*etr l'' l.rrl,rrrur IVlrrlrli,rurralr Agung. Kebijakan ini dengan istilah
lrlrt,rrr rll',r'lrut "l.t'lrillrkun satu atap". Kebijakan ini ditentukan
lttrrr,, rlrlrrL',:rrr:rkrrrr paling lambat lima tahun sejak
[ '11s111 rr I lrrr lrrn,', I lrrtlurrg Nornor 35 Tahun 1999 tentang

rrl,r,1 | lrrrliurll I lrrtlang Nomor 14 Tahun l97O tentang
llaltL r.l, I rt rlrr r l'oI' ol. Kr'ktrasaan Kehakiman.Dengan berlakunya

I tlrl'rl!, ru. Pt'rrrhirririrn badan peradilan umum, badan
!lllitlll,l, l',t,l,ttt pt'r'lrtlillttr rniliter, dan badan peradilan Tata

t.irp,l ,r 1,, r,rl,r ,lr lr;rw'irlr licl<trasaan Mahkamah Agr"rng.

|,irrl.lr1, I rrr,l,rnt, Norrrot' .l-5 '['ahun I999 tersebut diubah lagi
f 't*rlrtrr1, I rrt,l.ttt,' Notttlt' .l 'l'ttllr.tn 2004, prOSeS peralihan itU

I'rtst rl,rl,rrrr l. r tr'rrtrr:rn l'u'lrlilran Paszrl 42 Undang-{Jnclang ini
,rrl,.ur,.ir:,r, rrrlrrrinistrasi, dan fini-rnsial dalanr

r r r r u r r r r, l: rrr lrer-:rr.li lan -[';tia tjsaha Ncgar;l s,,.rie:i:;.i

l,rnrl,;tl l;rtrlltltl 3l Maret 20A4. Pengalihan
r',r ,l;rrr lirrrrrsial clalanr lingklrngan peradilan

fk*af 'ltl.rl , ur.rl!.rr p:rlrrr,, i;.rnrtrat ianggal 30 .luni 2004.
r r,lnnnr,itr:r:ri. tilui llnlrrrsial clalam lirrgkr-rrrgan

,,rr,lrl,rl,,.:ur:tl\lri gxrling larntrat tanggal 30 .lul-ri

llr.lr ',r t',rr'.,r',r ,rtlrrrrnir;lritsi, cllrrr llnaltr;ial setragainrana

df atu, ,lrt, t,r;,l.,rrr ,1,'rrl,,rrrr l.,cJtrrlrrsan l)ncsiclcn. Keputusan

It=l,rlt rlrr' t,rl,l .rrr l,rrlrnrl l:rrrrhtrt: (lr) -'i0 hari sebeium jangka
Illr rlrrr,rl.',url ;r:rrlir lryirl ( l) lrcrakhir; dan (b) 60 hari

g * 
'rl. 

trr r, r,,r'lrrrt lrt.l':rklrir. Scluniutnya clitentukan prrla

{ I rl,rl I I lr;rlrrvlr sc'ilrk tliulihkarrrrya organisasi,

*grr lllln',r'rl tr'rst'lrrrl, trurkir: (rr) scn)t.ta pcgawai
ll,trlrrrr I'r'ritrltliln I llrrrrrrr tlirn Itcrirtlilln'fata IJsaha

1. , lr,rl, rrrrur rllrrr Illrk Aslrsi Mtrrrrrsilr. Itcrrlllrrlil:rrr
I 111,1r1, l'r'rr1'.rrtlillrt 'l ltl:t I Isrrlrit Nt'p,,rrlrr, rlrrrr



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, menjadi pega\']!

Mahkamah Agung; (b) semua pegawai yang menduduki

struktural pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan u
Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan

Manusia, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadi

Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne

menduduki jabatannya dan tetap menerima tunjangan j
Mahkamah Agung; (c) semua aset milik/barang in

lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta

Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha N

ke Mahkamah Agung. Sejak dialihkannya organisasi, admini

finansial tersebut: (a) semua pegawai Direktorat Pembinaan

Agama Departemen Agama menjadi pegawai Direktorat

Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, serta'

pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama menjadi

Mahkamair Agung; (b) semua pegawai yang menduduki

struktural pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama

Agama rnendr"rduki jabatan pada Direktorat Jenderal Badan

Agama pada Mahkamah Agung, sesuai dengan

perundangundangan; dan (c) semua aset milik/barang invert

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama beralih

milik/barang inventaris Mahkamah Agung' Juga sejak di

organisasi, administrasi, dan finansial tersebut: (a) pembinaan

militer di lingkungan peradilan militer dilatr<sanakan

peraturan perurnCang-ltndangan yang mengatur personel m

scffrua Pega',v;ri Nepleri Sipil cli iingl<-ungan peraclilan mili

rnen-iacli psgavrai Negeri Sipil pacia Vlahkamah Agung'

penrbahan yang dilakukan tersebut di atas, sejalan dengan

retbrmasi nasionai yang berpuncak pada perubahan UUD I

hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara Republik

Ferubahan Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik I

1945 rirau tidak mau telah membawa perubahan dalam

ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan

Berdasarkan perubahan tersehut ditr:gaskan bahwa

kehakiman dilaksanakan oleh sot unh Mnhkamah Agung

pcratlilnrr yang bcradn di httwnhltytr tlulttnr lingkungan lurkrritnrr rlclrgtrr pcrryclcnggaruun kekuasaan

SistenfiiLffit

llttgktnrgnn Perudilan

Sistem !{uQgm I nf,onesia

Agama, lingkungan Peradilan Militer,
Usaha Negara, dan oleh Mahkamah

menyelenggarakan
peradilan umum,

Agung berwenang
mengujiperaturan

terhadap undang-

oleh Komisi Yudisial kepada
dan ditetapkan sebagai hakim

ketua Mahkamah Agung dipilih

Tttger rhrrt wewcnan g lembaga-lembaga Yudikatif
I Malrknmulr Agung

ltworturtgnrr Muhkamah Agung adalah

t parnrlilnrr 'l'ata

;rrurlihrn yang bcrada di lingkungan

Tfitttu, tlurr lutu usaha negara. Mahkamah
parln tlrrgktt kasasi. Mahkamah Agung

nHun di bawah undang-undang
244).
Ituklnr Agung diajukan

nnttrlaput knrr pcrseturj uan,

Fforlrlerr. kelua clan wakil
hnllnr uguug,

*ldtkenrnh Konstitusi

&lfnr I'nrrrl .1zl(" ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara
hhtttorln 'tirlrrrn lg45 menentukan bahwa Mahkamah

llhl n,rrvurrurg antara lain:
I pnrln lirrgklt pcftama dan terakhir yang putusannya

Itttelt
lH*ttltttit Urrrllng-Undang terhadap Undang-Undang

l{t'prrhlik lndonesia Tahun 1945;
trrttgkrlrr kcwenangan lembaga negara yang

Dasar Negaraytt. rlilrt'rikirrr olch Undang-Undang
kllltut,'orrr'lirlrrrn I 94-5;

ptttlrtrlurnur plrtri politik, dan;
pfrol trr I urr r I cr rl irng hasi I pemil ihan umum.

Xrrurititrrsi rrtr-rrniliki kewajiban memberi
nlllUr,cniti tlugaan pelanggaran oleh

illflrln'rr trrcrrrrruI tJnclang-Undang Dasar
f 'elrrrrr l()45. Disamping perubahan yang

pcrryulcnggaraan kckuasaan kehakiman
fitletr rli ults, IJlrdang-Undang f)asar Negara
'f'tlttttr lt),[5 ;r,Ou tclaS mcnrpcrkonalkan suatu

putusan

Presiden

Negara



kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat
yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim
memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim tidak
hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalam

mekanisme penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
lndonesia, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan terti
didampingi oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga

(auxiliary state commission) yang berfungsi sebagai

agung dan pengawas kode etik hakim. Sistem penye

kekuasaan kehakiman yang dirnaksud disini adalah sistem

biasa, yaitu tidak termasuk sistem peradilan konstitusi (

adiudication) yang diselenggarakan oleh lembaga te

bernama Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam

UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi adalah lem

baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik
clilrentr,rk berdasarkan amanat pasal 24c jo pasal [[I aturan
pcrubahan UUD 1945. Mahkamah konstitusi merupakan

Negara yang terrnasuk salah satu pelaku kekuasaan

melakukan fungsi peradilan dalam menangani

ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD l945yang
perkara pokok yaitu (i) menguji konstitusionalitas undang

memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang k
diberikan UUD 1945,(iii) memutus pembubaran politilq(iv)
perselisihan hasil pemilihan umum,dan (v) memberikan
pendapat DPR mengenai dugaan

presiden/wakilpresiden .

pelan

Sejarah Lahimya Mahkamah Konstitusi Republik
Dal am sej arah ketatane garaan Indonesia sebenarnya gagasan

perlu dibentuknya sebuah Mahkamah Konstitusi telah

diwacanakan sebelum Indonesia merdeka. ketika
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (B
1945, Ketika itu M. Yamin yang merupakan salah satu

BPUPKI berpendapat bahwa Mahkanrah Agung (MA)
wewenang untuk menguji apaknh unrlnng-unclilng yang

Sistemltufutm Sistem I{ufotm In[onesia

rlt'rrlrkrrrrrryrr t):rsal 24 ayat (2) clan pasal 24C UUD

ttt'rr [\4h rli lniloncsia
lltl rlr lrr.rrltrl< :rr,.trr rnclr.janrin honstirtsi cliiarjil<an

fltttp,lrl..1t;rkk:trr sr:hlrl;ri rir)rncsIl].lya. Kiirenanya
I lrlrr,irr rlr:r,r.lrrrt .i,gu <lcnglrn istiiah The Gttctrclian
11rlrr,llr,,r.lrulirn yirlrli biasa clilnaksudkan kepacla

lll tt+,grrrrr Arrrcrika Sr:rikat pacla negara*negara
rnr pcrtrtrrlran menuju demokrasi, ide

Korrstilrrsi ini rnenjadi hal yang penting.
hlnrurrytt nrcrryortai perubahan menuju rezim

prrrrhulrrrn itulah Mahkamalr Konstitusi
Mnlrknrnuh Konstitusi clilandasi atas dasar
lr.rlrudrrp huk-lruk l<onstitusional wargu

Ill 1r111'1;11, l,t.r.rrbuharr Kctiga UL]D l945 pada Sidang
Mltll .t{Xll tirrrggal 9 Novenrher 2001. Dr:ngan
ft,*ll l..r.rr.lrrrl, .r,k, Indonesia ,renjadi negara ke_7g
Mlr rlrrrr rrrcrriircli nogara pertama pada abari ke-2 l

Itlltlr,rlt,r kt.krr;rilurr kch:rkirnan tr:rsehilt .

Hdrl krt*nrn.grul clcngan uuD, hukum adat yang diakui, atauil r5nnrn lrl,nr. waraupun tidak secara exprisit disebutkan
ill trrrrrnhcnrrrk sobuah Mahkamah Konstitusi tetapi secara
llth:lnrrrl pcnclnput M. yamin tersebut mengarah kepada har

Itlflriln M, Ynrnin tcrsebut belum bisa diterima. Orang yang
iHl0ttlnrtH nrftrlrrh l'rol'. socpomo. Ia membantah diadakannya
ll pnngrr jitrrr rrrrttung-undang, clengan dua alasan sebagai
Prflunrrr. lllll) ylng sedang disusun pada saat itu (yang
I rmrtlf*ll Itlll) r945) tidak mempergunakan teori trias
illrnttrtrllry,r k.wcrr.*rrrgan semacam itu hanya terclapat pada

ynnp lrrclnksunakan trias politika. Kedua, para ahli
t litlrrk rrrcmiliki pengalaman mengenai hal itu

ttllurr tlrLrk rrktn bcrjalan dengan efektif.
I prr,r'kt.rrrbrutgunnya, ide pembentukan MK mendapat
tliltt rrrr.lrirrrli salah satu rnateri perubahan UUD yang

nhlr Ml'l{ St.tcluh melzrlui proses pernbahasan yang
$ltntfll. rh,r rk:rrr.l<ratis, akhirnya ide MK menjadi



negara dan semangat penegakkan konstitusi merupakan

pelimpahan kedaulatan rakyat kepada negara dan hal ini harus

dan di kawal karena semua bentuk penyimpangan oleh

kekuasaan atau aturan hukum dibawah konstitusi terhadap

merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan

Berbagai masalah terkait konstitusi Ide inilah yang

terbentuknya MK di Indonesia.62 Sebagai konsekuensi dari

negara demokrasi, kenyataan menunjukkan bahwa suatu

yang dicapai secara demokratis tidak selalu sesuai dengan

yang terdapat pada Undang-Undang Dasar yang berlaku sebagai

tertinggi. Maka dari itu diperlukan lembaga berwenang yang

konstifusionalitas dari undang-undang. Jumlah lembaga

ketentuan-ketentuannya serta Indonesia yang menganut

pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and

membuat potensi besar tedadinya sengketa antar lembaga

karena itu diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan

tersebut. Setelahnya, melalui pembahasan mendalam dengan

lembaga pengujian konstitusional undang-undang diberbagal

dan atas masukan dari pakar-pakar hukum tata negara,

mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi disahkan pada

tahunan MPR 2001.

- Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
Indonesia

Llndang-Undang Dasar 1945 memberikan otoritas kepada

Konstitus sebagai pengawal atau penjaga konstitusi. Yang

dengan pengawal konstitusi adalah berarti menegakkan

sama artinya dengan menegakkan hukum dan keadilan, sebab

Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang mela

hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini maka

Konstitusi memiliki kedudukan dan kewenangan serta

men j aga dan m enj am in terselen g gar any a konstitusional itas

Fungsi Mahkamah Konstitusi R.epublik Indonesia

Fungsi Mahkamah Konstitusi pada awalnya oleh badan

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diarahkan

(''lJurrcdiri 
M. Oullirr, 2009,ha1. 6-7.

rluri punetnpan jurnlnh Sornbilan orang hakirn

Sistemt{uQjtm I

llt*ul tttrlrneriksu dan mengadili sengketa di bidang hukum
IHrA$n.

tthrn pongu.jion terhadap peraturan di bawah UUD
1|l urrdnn g-uncln n g atas perm intaan pengadilan

lll ponrhrrharun partai politik.
dlll ;rorxc*gketunn antar intasi pemerintah di pusat,atau antaraptnorllrl uh pusut-pcmcrintah daerah.

I ruatu perlcntangan undang-undang.
Ian pulltflun {ttos gugatan yang berdasarkan UUD.
fErtllrrlrungun kopada dewan perwakilan rakyat dalam halp*wnh I l,rr rrrkyut nreminta ma.letis perrnusyawaratan rakyat

,I:1,,,,,t11,j.....:""r,,:,, 
peritaku or""id"n yans dianggapI Nr.gurrr arau merusak nama b;il lffi;;

Mtlrknrnlrlr Konstitusi Republik Indonesia
tltrqt Mrrhkrrrnah Konstitusi rnenurut Undang_Undang
lfl{}u ;..,rt,,lrg kckuasaan Kehakiman, yaitu :

lmtlung urrrlrrrrg (crhaclap Undang_Undrng Dasar Negarafi*t*ttrln tirlrrrn I945;
Iiltgkt.lrr kcwcnangan lembaga
lyI tllhcrikurr otch Undang_Undang

S istem ttu Qpm I ndo ne sia

negara yang
Dasar Negara

lirlrrrrr 1945;
r prrrlrri politik;

,l;tlltnil lerrturrg hasil pcmilihan rlmum; dan
hln yurrn rlil.reril<an oleh undang_unAung.

,r [),r11x1111 atas pendapat DpR bahwa presiden
l|,rrrirtc,n tliduga telah melakukan O"rurr**ur*

Jtirrrrlrlrrn torhaclap negara, korupsi, penyuapan,
lalnnyl attu perbuatan tercela, dan/atau tidak
tolrngrri lrrcsidcn dan/atau WakiI presiden.

Mnhkrrnrirh Konstitusi, yaitu:

tlnklnr Konstitusi
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Pada prinsipnya jumlah hakim konstitusi harus ganjil,
memudahkan pengambilan putusan.

Agar mewakili seluruh aspires pemegang kekuasaan,

Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat,dan Presiden.

c. Contoh di beberapa Negara lain yang sudah memiliki M
konstitusi, banyak di antaranya yang jumlah hakim konsti
sebanyak Sembilan orang .

d. Jumlah hakim Sembilan orang dimaksudkan supaya

bias lebih cepat, singkat dan efisien.

- Syarat-Syarat Calon Hakim Mahkamah Konstitusi
Dari runtusan tersebut disinyalir bahwa intervensi kepentingan

akan masuk dan kemudian dapat mempengaruhi in
Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara-perkara yang
kompetensinya dengan menerapkan hukum yang tepat
kebenaran dan keadilan. Pada pasal 16 ayat (l) undang-undang
24 tahun 2003 menentukan bahwa untuk dapat diangkat menjadi
konstitr"rsi seorang calon hakim konstitusi harus rnemenuhi syarat

a. Warga Negara Indonesia;
b. Berpendidikan sarjana hukum;
c. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat penga

d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
melakukan tindak pidana yang diaucam dengan pidana

tahun atau lebih;

f.

Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadi

Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum
kurangnya 10 tahun.

Sedangkan dalam pasal 17 Undang-undang nomor 24
ditentukan bahwa hakim konstitusi dilarang merangkap menjarli
negara lainnya,anggota partai politik,pengusaha, advokat, atau

negeri. T'etapi, kalau misalnya ada calon hakimnyaberasal
politik,masih di perbolehkan. Namun, setelah terpilih dan

sebagai hakim konstitusi maka yang bersangkutan clilarang ultl
men-iadi anggota di suatu partai polit.ik lcrlcrrlrr-

')lr

, l.,,rrrrr:;r yrrtlisitrl
L,r 1 1 1,, 1 \' rrtl rsi;r l'crsi lirt rnandiri yang berwenang mengusulkan

+';tE'*r!r 'rr,rrr lr:rl,,. :rl,..ng tlun rrrcmiliki wewenang lain dalam rangka:'ii+!l:*+it 'l'ttt rrr,'rtt'11;tkklttr kch(,rntatan, keluhuran martabat serta3'<ilalt lt'tl'tttt l)t'tt1',ltrt clcrnikian, dalam sistem dan mekanisme
*'=r*ielr'rrl'r'rrr,rirrr kt'krr:rsaarr kehakiman Repubrik rndonesia,llelr[+,r'rlr Apqrrrrli scrrrrgiri rernbaga peradilan tertinggi clapat
frfu*i,1,1,,1,, ,,l.lr K.rrrisi yLrdisial sebagai lernbaga penunjang
plrlr,,, t tt,tt,. ,.t,t,rri.\.,\i,rr) yang berfungsi sebagai perekrut hakirn
${g,l',,, r,, rrlrlrr ;r', Lrrtlt. ctik Irakirn.

n l, lt,'tnl,,rl 1rt.r'rrblrlrtrn mendasar yang dilakukan dalam
prtlr" ""',r,rr'|, r rrtr:rrrg-t Jrrd.ng Dasar Negara Republik rndonesia
ffillr l'l I , I, lrrr..rt..;rtv:r v;ur{r ha,.Lo,,.,o- r^.^.-^- .- iEl* r'l r ' r' rrrr',rr';rrvrr y..g be'kenaan dengan penyelengaraa,

ll*s:r',r lr lr,rl,rrr.rrr. rrr;rri. tJrrcr^ng-undang Nomor r4 Tahun 1970

-l u tem Itu liy m I nfo ne sia

l. r t,11111,111 l.t.lr.lrtulrn trokok Kekuasaan Kehakiman
di**'*r'r r' l,rrr ,rrrrrrrrrr trcrrgan Llndang-tJndang Nornor 35 Tahun
l"rlrr 'ltl'tl rtl'.rrt Pt'tlrlr,han sccara komprehensit-. f)alam undang_*ts i'l'rr'rrrr rrrt'r11',t'r'ri baclan-badan penyelen ggara kekuasaanir*'*r 'r 'ir' 'r"'r" r)(',ycrc.garaan kekuasaan kehakiman, jarninan
rr!*r ,l.rrr 1,, rl,rl.,:rr -yirlfl s.,r;r bagi setiap orang dalam hr-ikum,ri,, ,r 

't.;rtlrlrrrr. 
Sclilin itu clalarn Unda,g_Undang inil'' rr rrrrr.rrr \/;ur,r nlcncgaskan kecrudukan hakirn sebagai

lE*rF '.r' lirl'rrrr'rrr l',.'r<,.s.r,r kchakiman sefta paniteau, purrit"aali rf,rri ;'rrr ,.rt.r :;t.lrlr1,,tri gtc-iabat peradilan, pelaksanaan putusanI lr,,rlrr,rrr lrrl\.llt. rll,t haclan_badan lain yang lirngsinya
*l*,!"rrr l' r r': r.r":r;rr kcr,rr<irn.n. Untuk memrrerikan kepastianpr*er' f 'tr 111';11;11.q;1 ()rl',1llis,si, .dministrasi, dan finansial badan

la r* 1,,11r;11, l\l:rlrklrrrrlr Agung dalam Undang_Undang ini
-Urdr;,-k;;;;;

Fl ltrr ,,r,lrrr rlrrrrrrrrrsk:rrr scbagai kekuasaan negara yanglll:l*!, r, I I 1 r. lr.1 1'.1 r.,,-lrk irn pcrad i lan guna menegakkan hukum

Pl, l::'rlil,rrl,,ur 
l';urclsila, derni terselenggaranya negara

lfil+lt,lrU ln,l,,rr,.,;r;r Kekrlrsaan Kchakiman yang merdeka
ftr61a,'1,,, 1r.rr;it'r'r iirrr hrrrrwu kckuasaan kchakiman bebas

Frlrfrrrl., rirrrl'r,r Prrrrk kck.lrsrr:rrr ckstr-, yuclisiar, kecuarihel " lr'1;'iq11s11s11;r rriscrrrrr rrirrirrrr r lrrtrrrrrg-[ Irrtritng I)irsar
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan

melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak
hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat

' Dewan Perwakilan Daerah

Negara Kesatuan Republik lndonesia merupakan negara

luas, terdiri dari ribuan pulau, berbagai provinsi, daerah, dan

suku yang membutuhkan penanganan yang lebih spesifik

aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, dibentuklah Dewan

Daerah (DPD) sebagai fasilitator atau penyambung lidah

daerah terhadap pemerintah pusat. Namun, belum terjadi

sosialisasi terhadap lembaga yang baru diresmikan I

tersebut, sehingga masyarakat daerah belum mengetahui

DPD, fungsi DPD, dan manfaat DPD serta pentingnya DPD
pongcnr hangan pembangunan daerah.

f*t.kOt* mcrupakan situasi dan kondisi dimana suatu pihakplhnk luinnya saling mengalami perselisihan yang bersifatmtupun pcrselisihan _ perselisihan yang ada pada persespsi
Slutl Arlt durr tipe penyelesaian sengketa, diantaranya:
l$lyolanu irur scco ra litigasi
t,ltl,ort rrre.rp*kon proses penyelesaian sengketa di patgadilan*nEn' ,,ru pihak yang bersengketa saring berhadapan untukhl6rlrertulr*nksn hak-haknya di fengadilur,. p.or", yang dijalani,ldt nnnr pirr,k vanq bersengketa o"a"iio" ini biasanya. bersifatimel rln, rckrris' lerta hasir yang dicapai dari proses ritigasi
Ut*hp ulrlu scngkera adalah;;;*; kalah.

S i*em l{uQ1tm In[onesia

BAB VIII
A I ternatif penyetesaian Sengketa

tlorulurr nccrtra non-litigasi

ll*#..:'5 lrlifl lltigusi, penyelesaian dengan tipe non _
frrgu hiusn tlisebut denelrn altematif penyelesaian sengketarlltr.lllxyntte rclations). Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999Arhilrlss dan Altematif penyelesaian Sengketa, makal' pcrryclcsaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaiant rll lrrrrr pcngadilan berdasarkan t"r'"put u,un para pihak
llt6,tlt$,il u I I pi ngkan penyelesaian rergk"ta secara litigasi di

,t$uuuit scngketa di luar pengadilan biasanya bersifatdrrl itu. hiusanya timbul berdasarkan utu, t 
"rrturelaanyttttg hcrscngketa dan tidak dapat dipaksakan olehtt kescpukatan yang dicapai di iuar pengaailan oleh

l.horncrrgkcta perlu dan harus ditaati ol"h pu., pihak.

I::,1.r:,,,,,,91. 
b"b.:lopu kebaikanmekanisme alternatif|lilglotu hila clibandingkan dengan penyelesaian

I latlrngl pcraclilan, yuituo; , 
--"'o*

,jt;l:;l 
lfvlr,rl',si: 

l,c,yclcsrrii,r tic,llkL.t, rrrcl.lui l)crrrlek,rir,

llt*rrfir llintris lncftrncniu, Jukurfuu lr,l'. trrcnhrli[rt. 1rerr .do<
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Bersifat sukarela dalam prosesnya

Lebih cePat dalam hal Prosedur

Keputusan bersama'"hit' ggu b*"1, 
T":11] 

t"tf 

:l;:il;ffiffi"iJa" -"n"u'i solusi permasalahan

Hemat waktu dan biaYa

Hasil kesepakatan vang dicapai lebih P"'l^1fn:11
il;;'atau hasil yang didapat dari metode pen

secara"-Xfi T'#"'^n"*"*tt.p""v"r"11Y::::-:"1irt*J,
i::ffiJr:il, ffiffi- il p"ou'nui*' l:) 

*::'i:'":" Hillkonsultasr, \D, rrsEurrc'*::; ' h,.L.,,- oleh lembaga arbi
p".iu*ui*, (e) PendaPat l}"rn 

o

ienyelesaian sengketa secara adat'

kalah atau menang'

A. Konsultasi
Konsultasi merupakan salah satu sarana dalam penyelesaian

secara non-litigasi OO" b""'ak para .ahl''":?-T::j"lTi"".ffffi:l "J'ff*t'JJ'* iir'*io dalam Btack's Law Dic

konsultasi adalah 
6s

T)i' )r "' 
rru h ing o r c ofe rr inr' ":, : ":':::: ":,

;::,::,,*';;;,','*"' io*v" Detiberation ar

Persons on some subiect'

Dari kutipan t"'*"U"t i'0" itr"nami bahwa :::-*"::;,?O'*
ff:'"ffi'1;,'"*""liuo"oull oleh sttatu orang untuk rr

pertimbangun**"*"llt;;""T',:.t1::::::1i:1#::il;
illi;;:;;ffi arla k'ewajiban rnengikat antara si pemrnta pen(

si penrberi p""oupui''rui'rtn'lutl 1:: :i:"":*ri;":::l:si penroert frsrruav4r',.^:.,;.,"; vanE- akan cliarnbil, apakah
menentukan sendiri keputusan yang i

mengikuti saran dan'*oo*"i'| : ;f: :1":":T:":::*':
H;-t'ffi ;;;^;;""t di ambi I ber'J asarkan t:::t"?l*T
Bila dikaitkan d";; p"'lt'"r p""v"l"tll1l "::l*f;-'l--H"r"*":h"-;;"n 

yuttg mempertemukan suatu pihak d

ini tiisebut klien clengan pitrat lainnya yang disebut penga(

t'tllrvrrrr (irtrtrcr. llluck's I'tu' Dk'lirtntLr)' l)rtltttrt Sri Wnlny

1:.,-i,L,,t,tllltnis Kr,l,,ut"'i""Dli;rtitk'rn i'arstkrtlrttttt,,'.!:.'.:.:,:')!

Ittlroyu, "
/ilut Luul

lr,ntn,lr,stitlil

S ist em l{u Q1m I nto ne sia

pnnnchat hukum untuk membicarakan suatu isu atau permasalahan

Iunn mencari pertimbangan untuk menentukan suatu keputusan

Frlnit sengketa yang dihadapinya.

B. Negmiasi dan Perdamaian
umum bila dipahami, negosiasi adalah suatu cara untuk

ikan suatu masalah dengan damai melalui musyawarah antar
-pihak yang bersiteru dan hasil yang telah disepakati merupakan
yurrg dapat diterima oleh pihak-pihak tersebut. Dalam praktiknya,

rsi dilakukan disebabkan karena dua alasan yaitu :66

Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat

dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli,
pihak pembeli melakukan tawar*menawar terhadap harga
yang telah ditetapkan oleh penjual yang nantinya akan
terbentuk suatu kesepakatan terkait harga yang ditetapkan.

lJntuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul
diantara para pihak.

hnl lclscbut senada dengan definisi yang dikutip dalam Black's
|Il,'Ii,,nur.y, dimana negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar

grilurk-pihak yang bersengketa berupaya untuk mencapai
trttr dalam sebuah perselisihan atau yang berpotensi menjadi
nrr. I)alam hal ini, negosiasi hanya dilakukan oleh pihak yang

u tirnpa melibatkan pihak ketiga.
gtt.rrrrirsalahan hukum, jalan negosiasi dapat dipilih untuk

knn scndiri masalah yang timbul. Kesepakatan yang telah
Itt rslrna hendaknya dituangkan dalam bentuk tertulis, demi
t3l timbulnya perselisihan di kemudian hari. Sedangkan
tt rtrlulah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak,

iltotrycruhkan menjanjikarr atau menahan- suattr barang,
ruutu perkara yang sedang berganfung atau mencegah

runlu perkara. Maka dari itu, penting untuk diingat bahwa
adulnh lembrga alternatif penyelesaian sengketa yang
tll luur pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan

|rtll tltttt l"l, Rini llerynnti, Pangafitnln du Mclwnlsme P,Enyalesalan



baik sebelum proses persidangan Oenelfilan dilakukan' maupun

sidang peradilan ditiksanakan' baik di dalam maupun di luar

pengadilan-67

C. Mediasi
Berbeda dengan negosiasi' mediasi menggunak"",tT1 ::"t:i
pihak penengah ,**-i"O"Oenden dan tidak memihak dalam m

bantuan untuk menyelesaikan sengketa' Slnerti Vanl-Oif.utin

tulisan Sri walny Rahayu, pihak penengah atau yang luga

sebagai mediator uJ'*'i untuk':"'Yii."T:rJj:"-";
f""dil;;.--Jediator hunyu dapat menvampaikan sarar

subtantif tentang n;; "u"*it"t"' 
Meskipun n"*:TI-::::i;

penengah, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memul

mem aks a r,ru,t' O""r"' "' 
uip"' ku'* u k:'Yt* l"*tt, ::**fJ',

ilT[;"ffiffi;r-i-*""*ta dan keputusan tersebut t

berdasarkan t","pJuiu" yut'fdi'etujui bersama' 
u* Mediatt'r

p"rry"f"*iun sengketa melalui mediasi.tibrerikan

p".un yan g san gat terbatas, rin gkasnya-y-artu : 
- -

' Bersifat menolong untuk mencari solusi

. Tidak memiliki f"*""utgun dalam menentukan pcn

sengketa
HuJil p"ny"lesaian dalam bentuk kompromt

Uurit p"r="tujuan bersama dan tidak.O"l* O'TU11\::

Mediasi diposisikan sebagai langkah i*i1 olll
penyelesaian sengketa' Mediasi ::ti::it^,i:1:ll
ffiJi; dapat iitaati secara. sukarela :Y i]:":
bersengketa- Namun, apabila kata sepakat dan

s"ngt"Iu tidak berhasil' maka para pihak dirpitl

penlyelesaian melalui proses pen gadilan'

t'?Ahnrittli I lasatr' I'cnyclcsitian Sctrtrlkt:tlr rrx'lrrltri I lplrylr (rron lil

lrcr:ttttrittt pcrttntlitrtl"-ttntLtrr*""' nt t'lrrri;rrt Vt'l (r' No' I I' litltttltrt-'lttttt

Ln :irr wulrry ll:tltltytt' op t:tl

I

a

I
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tlrlr!r'r' llrll lrrrkrrrn untuk membicarakan suatu isu atau permasalahan

Eurlt rut'lrr:irri pcrtirnbangan untuk menentukan suatu keputusan
*srIrqll',s'1s;r.liclu yang dihadapinya.

ll. Ncgrxiasi dan Perdamaian
&r+at,r unnun bila dipahami, negosiasi adalah suatu cara untuk
ffityr,l,",,rrIiul srurttr rnarsalah dengan damai melalui musyawarah antar

fh*I 1,rlr,rl' yrrrrg hcrsitcru dan hasil yang telah disepakati m€rupakan

)tl r,rrr1, rl:rp:rl tlitcrinra oleh pihak-pihak tersebut. Dalam praktiknya,
ll3,ot,,,', ,lrl:rlirrkrrn tliscbabkan karena dua alasan yaitu :66

tlrrlrrk nrcncari sesuatu yang baru yang tidak dapat
,lrlrrkrrkunrrya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli,

1,rlr:rli pcrnbcli melakukan tawar-menawar terhadap harga
r'.rrr1r lclrrlr ditetapkan oleh penjual yang nantinya akan
tr'r lrt'rrtrrk sualu kesepakatan terkait harga yang ditetapkan.
I lrrtrrl' rrrcnrccahkan perselisihan atau sengketa yang timbul
,lr,rrrtlulr ;xrrir pihak.

Ir.il t, r'., l,ul scrurcla clengan definisi yang dikutip dalam Blttck's
ttt, tt,,,,,,, r, rlrrrrrrr-r ncgosiasi adalah suatu proses tawar-menawar

I'rlr,rl' Prlr:rli ylulg bersengketa berupaya untuk mencaptri
rrl'lr ,l,rl:un scltuah perselisihan atau yang belpotensi menjadi
llr'rrr I r,rlrrnr hul ini, rregosiasi hanya dilakukan oleh pihak yang

r,tit t.rrrp.r rrrclibalkan pihak ketiga.

;rr.rrr;r',,rlrrlurrr lnrkum, jalan negosiasi dapat dipilih untuk
tl,rrrr '.t'rrtliri rnasalah yang timbul. Kesepakatan yang teiah

lr, r'riuu.r lr,'rrtlirknyl dituangkan dalam bentuk tertulis, demi
I trrrrlrrrlrryr pcrselisihan di kemudian hari. Sedangkan

rlr nrlrrl,rlr :;rr;rlu pcrsctujuan dengan mana kedua belah pihak,
iltr,il\'r'trrlrL:rrt rncnianjikan atau menahan suatu barang,
lrl ,rrrrrlrr pt'r'kirnr yang sedang bergantung atau mencegah

rrrrlu lr('r'l(:tnr. Mak:l clari itu, penting untuk diingat bahwa
arl'rlrrlr lt'rrrhirgir altcrnatif penyelesaian sengketa yang
rll lrrrrr lt.rrl',rrtlililn, scdangkan perdamaian dapat dilakukan

[*rturr rlrrrr ll l(rrri llcrytrrrli, I'cttl4t.tltttttrt tLtrt l,lckttrti.rnt' Pcnr,<,lt.sttitm
s,tti ,lt lltrhtrt; l'tnhtgtutllttl, .lrrrrrirl l)inrrntikrr fioshrrl, Vol, tl. No
1'l



baik sebelum proses persidangan pengadilan dilalarkan' maupun

sidang peradilan aifJ"unufan' baik di dalam maupun di luar

pengadilan.6T

C. Mediasi
Berbeda dengan negosiasi' mediasi menry 

.unakan t'fi ::"tii
pihak penengah ,**-i"A"nenden dan tidak memihak dalam m

bantuan untuk *""ii""uit* sengketa' Slerti 
'*t.:Y*

tulisan Sri walny Ruhayr, pihak penengah atau yang luga

sebagai mediator U"tt-g* ;"q t:-O::.:::tJ*i;
[ffiltu*uil^--tJi"*uto' 

-hanva dT'1 menvampaikan sarar

subtantif tentang n;; t;;""' u"tttipot' n"tt:Yi-::=:;
penengah, mediator ttaun t"*'t"t'ai-kewenangan untuk memutr

memaksa rru* r"'r"t"*ip'' tt*""u k:nY* l*t'-ill-*lit;
f;;;"}iJ-^yli; i+**et'ta fan 

keputusan tersebut <

berdasarkan r." r"pu[u?* vt" J ait"*:"t b?lt'Ti- 
-*, -Y::::i

0""**r,r" sengketa melalui mediasi.*diberikan

p"r* yan g sangat terbatas, rinqkasnVa-yaltu: 
- -

' Bersifat menolong untuk mencari solusi

a

I

I

. Tidak memiliki f"-""u"gut' dalam menentukan

sengketa
Hu.il penyelesaian, dalam bentuk ko*.p*i:
ffurif p"rr"t rju4n bersama dan tidak.U'.n* Uttf":Ti
Mediasi diposisikan sebagai l*sk{ 1*i1 

U1|a^1

n""r"*"t* sengketa' Mediasi ::tl3'-,#::1*
[".Jil;a"p"t iit*ti secara.sutarela :Y *i-:i
bersengketa- Namun, apabila kata sepakat dan

,"r,gt"Iu tidak berhasil, maka pffa pihak dapat

p"rr!"l"ruiuo melalui proses pengadilan'

6TAhmadi Hasan, Penyelesaian Sengketa- melalui Upaya (non ttt

peraturan perundang-und;;;; ilffij;;i vot'o' No' I I' J anuari -J uni

[* s.i wutny RahaYu, oP'cit
6eibid ihid.

=<--
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D. Konsiliasi
Mcrujuk pada Black's La\t Dictionary, konsiliasi adalah 70

a settlement of a dispute in agreeoble manner; a process in
vvhich a neutral person meets the parties to a dispute and
cxplores how the dispute might be resolved; especially, a
rclaively unstructured method of dispute resolution in which
tt third party facilitates communication between parties in an
tiltempt to help them settle their dffirences.
kutipan tersebut dapat dipahami bahwa konsiliasi adalah

pengaturan untuk menyelesaikan sengketa, dimana
urt pihak menengah yang mernpertemukan pihak-pihak yang
gketa dan menganalisis bagaimana persoalan tersebut bisa
rikan. Pihak penengah ini bertujuan untuk memfasilitasi

ttrrikasi antara pihak-pihak yagn bersengketa tersebut untuk
ntu mereka menyelesaikan perselisihan mereka.

ilrang, konsiliasi disamakan dengan mediasi. Apabila
Itnl tllri definisi keduanya tentu dapat membingungkan. Oleh

ilrr. rnenurut Peter Behrens, konsiliasi lebih lormal daripada
i /r Maka dari itu, konsiliasi tidak hanya bisa dilakukan

Ittrliviclu, tapi juga dapat dilakukan oleh suatu badan atau
r Meskipun demikian, fungsinya tetap salna untuk
rlt'rrrukan pihak yang berselisih dan bersarna mencari jalan
scrti.r rnemberikan usulan solusi yang tidak mengikat.
horrsiIiasi memperkenankan pihak-pihak yang ber:sengketa

ttrrurhicarakan opini dan sudut pandang masing-masing

\/nup, tujuannya adalah unhrk rneniernihkan segala
runan atau perselisihan yang timbul. Hasil dari

nlrrrr konsiliasi ini contohnya permohonan maaf, ganti rugi
Itnlrg, rlll.

r tlcngan hasil kesepakatan, apabila para pihak dapat
kcscpakatan yang berarti telah mencapai titik damai,

utan tersebut hendaknya dibuat secara terhrlis dan
rni oleh para pihak. Penandatanganan ini
kur hahwu para pihak telah setuju secara sukarela

Ilnlrrcr'. llluck's Inw dictiorrury, ihirl
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dengan penyelesaian sengketa' Tentu saja' kesepakatan tertulis

tersebut dapat mengikat secara hukum'

E. Pendapat llukum oleh Lembaga Arbitrase

Arbitase adalah'ur ut""* :"1" yT-- ^11fl1*:"ffTr[Tilf:il"::.il:ff J:HH";; iuo" *oI*" T*:J,*'o:f "'"'
yakniarbi*arer""*;#;;;:;*::::f :l,"Jtff ii:;;f#"ivaJdJtt arDttrare !41t6^:'*.rrrr,, 

menurut para ahli, namun

*:uru;;H?,ffiff :,#:::l;nr,:l;"1*'tl*
ffiT'ffi ffT'ffi ;J;i;:-;il'-' ketiga (hakim)' Berikut

i"i"rriti menurutbeberapa{" t, r----^ ^-r-i*,"e adalah D€

-*T;:;;;;;;"" bahwa arbitrase adalah penver(

atau pemututu"--'"t'gk"ta o]eh t::lT: lf*",;'ff
il"*tJ"Hffir-- ;;;*i'u' o* Para Pihak

tunduk pada atau mlnaati teputusan yang diberikan

ir"n]* rl"* mereka oilihT2'

H. Priyatna Abdurrasvid menYataki::lf :::t:T;
;; r.*es pemeriksaan suatu sengketa yang

secara yudisial '"p"ti 
oleh.para ?ty'::lb

llT'o"'*""'in"-* "n"" 
didasarkan kepada

;;*'d;.itka" ol"h Para PihakT3'

H.M.N. Purwosutlipto menggun*:l 
^t"i::

untuk arbitrase Vane diartikan -::i?"i suatu pEr

perdamaian, di mina 
111- -:'l1}' "::::'"*l'[::il.ffi *J*n"-i""ong t'ut' pdbull. vans danaf

kuasai sepenuhnva ;Gil" oT.o*o1t] :,f:Y
tT"rl,mX;;* ffi;itunjuk oleh Para Pihak

pufl rsannya*""git;';'ugirt"a*u"rut''pittutt'1
L#';il;o i* Edna Elkoury' arbitrase ac

proses yang mudah "o".'i-ll: f:H::*il:l
:ffi ffi;;;;;g ingin agar PerkaranYa 

diPutus

pisah yang netral t*'i"i d"ngatt pilihan mereka

Fhlrurnri, Kcunngun dun Pcnguwasun l)cmhungunun, I995. lrlnr-2
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i,
keputusan berdasarkan aatit-datit dalam perkara tersebut.

Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan

tersebut secara final dan mengikatT5.

llntu hal penting yang dapat diambil dalam defenisi para ahli di atas

Itlultrh penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase melibatkan hakim

ynrrg dipilih oleh pihak bersengketa. Hal yang menjadi pembeda

dorrgan pengadilan pada umumnya sidang arbitase menggunakan forum

hlhrrnal yang dibentuk khusus untuk menangani kasus atau sengketa

farrg tengah dihadapi. Arbritator akan berperan sebagai hakim, dan

rladi hakim perrnanen untuk kasus yang tengah ditangani. Poin

irrg lainnya selain penunjukkan pihak ketiga atau hakim oleh pihak

bersengketa, sengketa yang di bahas dalam pengadilan arbitrase

r permasalahan menyangkut hak pribadi yang dikuasai

hnya, misalnya permasalahan dalam bidang industri,

, dan lain-lain. Putusan sengketa dalam peengadilan
juga bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Itcnyelesaian sengketa melalui Arbitrase
nrsc Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun

tcntang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dasar

ya adalah Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang

unn-ketentuan Pokok Kehakiman yang menyebutkan

ian sengketa di luar pengadilan tetap di perbolehkan dengan

pcrdamaian, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai

nrpuan untuk melakukan eksekusi apabila telah memperoleh izin
porrgadilan.Kamar Dagang dan Industri (KADIN) memprakarsat

.yu Badan Arbitrase Nasionallndonesia. Pasal I ayat (1)

l)asar Arbitrase Nasional Indonesia menentukan bahwa

Arhitrase nasional Indonesia adalah sebuah badan yang didirikan
krtrsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang

memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam

t(llrrrrrry dan Edna Elkoury, How Arbitration l/'ork, Washington DS., 1974,

drrt M. Ilusseyn dan A. Supriyani Kardono, Kertas Keria Hukum Ekonomi,
&ut l,ambetga Arbltntsc tli lndonesict, Pnryek Pcngembangan Hukum
rhn l'enycrnpurnoon Si$t$nr Pengodnan, Kontor Mentcri Negura Krxtrdinasi
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soal- -imbul mengenill

ssngkera-sengketa- 
perdata yang 

1;; yang f,ersif-at nas

;;;;;""r".' tndustn .1T^-T:::,"**' 
u.,rh',u"6

ffi;il;;; bersifat internasional' lalui j

Daram peraksanaan'"'"*"t:::l:"T:il,J"15fi" ffi* lDalam pelaksanaanya' pemrrrtr'ur Yv"r 
kedua belah pihak y

**ffi *lHJT:*i'"":";:*1H";?fr ,:'lx'I:,#:sl
:ffiH:l?;#ffi[1ffi;;]"iar Indonesia sesuai dengan t

W"N" 30 Tahun 1999' bahwa: )annt menandatang
Datam u"' ;;;;*;iit tia"*'!y:.,:##"1i"?,t],
';ii;t,!:',ul#1, ,!iuii';'*a liya*1ua 

datam avat (1)'

'peilaniranrc'rut*-ni*?*,t::(i|l:"i::r;:"r:"!#:;:,

,*',!,"3!!*#'J ̂ I1" 
"ffi 

ffi ;;;;* r eee' pengadilan

mempunvai *"*"']tJ ;; l**ua1t 
suatu permasalahan i

kedua berah pinli" ** -1":::*"t"*Tl*,,"TJtffT",f:;;d"fL1""#H",iiii* *;i;' karena har inilah p'l

berbentuk utt' "ot#;; k"Y :"I:i::1"i"ffi-fr-TT:fi.,:Hl#fJffi ;; f""ti"g' Namun har ini juga m

iur p,r,ut vung u"";il;;*,T:K:1#ffili*#T;
l*Jilil'J?:.f:":1ff1:""*' 

*'io'o rut""' leee pasar

rkni : .. . ^-t-isrn"o te-rtulis meniadaktn';;;r" 
suatu perian! ian arb.it,lii" 

i1-i,,,""aian sengkcttt
(l), Yakni :

itr"';:";;;{il:;i';;"'i::::,,f "Zilff ",7.,:";il'';r
':::ffi:';::#; ;;;;T;"1 doh* peri ani ian kc

,,*[!!ff'lx{;r"r;,r:1'-"l1l: ::::I::li:,:Tfil
;:::"1?5"5':h'ffi 

'ii;-;;;';untukmenveresaika."vr

campurtansan*'J;;;'i::':i*l:i*,ff t"ffiT:lil,il
::IiJl,'il:Tl""t?1ilfi t'#fu menolakkasustcrscrrtrr

diajukan n" *ffi ;;1"::::*-*t$Jftll';]:'l*l
H'S""o'[*o' "fi il i*{' ::::l*f:.:::?;},',"il; il'
dengan artian .""gk"tu tet*"ut't terdalllunsur pidana' maktr pel

sesuai dengan 
't-l 

*'" ff;;;;,6i'.::1,:r avat (2) tlrrltnt

;"*" ff; t-"ny"t"tuikan sengketa tersebut'

;.r,*'JL arbitrator ^dl't llniL,,]:::.,lll"::1,:,',"l,lArbiter atau arbttrator truarotr rr'*'- / 
Ltu,, *"t',i,rdi lrrtk

,""* n"r*"ngkcta schagai pihtk kcttga
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1r'ngketa yang menggunakan penyelesaian arbitrase. Setiap orang dapat
nr('niadi arbiter, di Indonesia seorang arbiter harus memenuhi syarat
lr,'r rkrrt sesuai dengan UU No. 30 Tahun l999Pasal 12 ayat (l) yakni :

( nkirp melakukan tindakan hukum, Berumur paling rendah 35 tahun,
lr,lirk mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai
,l, rr11ln sederajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, Tidak
lr,'rrrpunyai kepentingan financial atau kepentingan lain atas putusan
,llrrtnrsc, Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di
htrlrurl'.nyfl paling sedikit 15 tahun.
I'r,rlirnrtitn lainnya walaupun tidak tertulis jika ingin menjadi arbiter,
erlrrl,rlr pihak yang objektif. Tidak memiliki ikatan tertentu dengan
pllr,rl. yrrrrg bersengketa, atau mempunyai kepentingan terselubung dan

dll I r,r rr r rt i rrkan adanya keberpihakan. Arbiter haruslah seseorang yang
tirlrrl, tcrlilit dengan pejabat peradilan atau merupakan pejabat peradilan
hllth lrcnrcrintah. Hal ini disebabkan pejabat peradilan milik
plrr r rrrt;rlt merupakan pegawai pemerintah, dan mempunyai
Sl.r l.,utrur dengan pemerintah, sedangkan pengadilan arbitrase
)tb rrrr l,rl r I('rrlbaga milik pernerintah.

,l \,,uir l)cnleriksaan Arbitrase
I'rrrr l', rr\,clcsaian sengketa, proses yang ierjadi dalam pengaciilan

,r',, lr:rrrrpir mirip dengan proses penyelesaian sengketa di
*rlrl,rrr rrcgcri, namun dalam pengadilan arbitrase proses tersebut
| ,rrrh'r lrlrra- Salah satu poin utama dalam pengadilan arbitrase

;,t'rrllrgaan kerahasiaan. Karena pemeriksaan sengketa
p,,rnt', t('r'lutup dan hanya dihadiri pihak-pihak yang bersengketa

Itr,r',,rrr\;r. Iurl ini menjadi pembeda dengan pengadilan negeri yang
lt r,,rl;rl tcrbuka, sehingga kerahasian penyelesaian sengketa
tl I'rlrr ru'bitrasc lebih terjamin. Para pihak juga dapat memilih

i,ilrl, :i;rnllt-sama disepakati untuk menyelesaikan sengketa
1lr,rt,lrr y:rrrg disebabkan hal-hal prosedural dan administratif

tltlrlrrl,rrr krrrcrru si firt pengadilan arbitrase yang lebih sederhana.
€rl,rrr\,r jrrrrgka waktu yang pasti yakni 180 hari dalam

lrlr ',('nllliclil. llAn)un clapat diperpanjang apabila disepakati
lr 1,,.1;rlr lrilrlrk.
1.,1,rs11;.,rrr kclrrrr tlalirur pcrrgaclilarr arhitrasc. kcputrrsalt
rurlrlr rlr llrlrorklrrr kc1'xrtll pcrrglrtlillrrt nr.gcri ytrng hcrpcrirrr



sebagai eksekutor. Namun pengadilan negeri dpat menerima
menolah hasil keputusan pengadilan arbitrase. Apabila
keputusan diterima" pihak yang tidak mau melaksanakan
keputusan tidak dapat mengajukan banding. Namun,
permohonan di tolak . oleh pengadilan negeri, pemohon

melakukan banding ke Mahkamah Agung. Keputusan
dikeluarkan Mahkamah Agung tidak dapat dii tinjau kembali.

" Lembaga-LembagaArbitrase
Berdasarkan sifatnya, arbitrase terdiri dari dua bentuk yakni,
ad-hoc, dan arbitrase institutional. Arbitrase ad-hoc adalah
khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tertentu.

sifatnya yang incidental arbitase ad-hoc berakhir apabila sengketa

mendapatkan keputusan. Sedangkan arbitase institusional
lembaga arbitrase yang bersifat permanen, karena didirikan
menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa

pengadilan- Arbitase institusional terdiri dari beberapa jenis yak

A. Arbitrase institusional nasional
Lembaga arbitase yang hanya mempunyai yuridiksi di
bangsa di mana lembaga arbitrase ini didirikan. Lembaga

dapat rnenangani sengketa intemasional, selama pihak-pi
bersengketa rnenghendaki. CoOntoh lembaga arbitrase di
adalah ; Badan Arbitrase Nasional lndonesia (BANI), Badnn

Pasar Mcdal lndonesia (BAPMI), Badan A.rbitrase Syarith
(BASYARNAS). Sedangakan lembaga arbitrase institusir
Indonesia misalnya The Japan Cornrnercicrl Arbitrcrlittn I
The Arnericarc ,4rhin'af ion Associctf ion. The Netlt'rltmth
instifitte.

B, Arbitrase Institusional Internasional.
Lernbaga arbitrase yang menagani sengketa terhadap
namun pihak-pihak yang bersengketa mempunyai
yang berbeda.

C. Arbitrase Institusional Regional.
Lcmbaga Arbitrase yang menangani sengketa untuk
kawmln tcrtontu. Arbitrasc .icnis ini diclirikun deng$l
Lra,r.rrn hr:rkemhung, atau ncgorfl-ncgaru yflng cc

'uxunyt dcngan kcn --rsrrrr/a YanE serba harmonir

J1,,,:,: ::"1 il;;-ffljfll'il i}?i #Y:,,.,* ffi ffi
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::ll* daram posisi remah. Har ini c

::::,:T1'"t paoa umumnya, diango,,, ,l::li**._ lembaga arbitrase

l'';ffi :,Tfi 3;ili:ry;fi:?,-,,?,#;:m"kk;;";;;;;
I r",aasarkan ;"..i,T ".j:*Tffff*rbirase

lllffiJT,t[JJi- r,o*'oi"i",;"*:]" " tahun leee disebutkan

Fcrrru ran perunaan'slltlu*n**;fi:' 
melalui arbitase hanvalah

th.scngketa.or"r, ."lTa"'g"'' J1i,".r* 'un* 
menurut hukum dan

rrrrhirga arbikase o]]b 
i"l ii to**,sepenuhnya oleh nihak yang

ffiffmmfi*
l'. trenyelesaian 

I
lll t. rttltt I adatah nror.,f lluketa secara Adat

ffifif*;

i{3ffiffi$$r.*#**fiufl;11il,,[T';:X"fl::1"*:d[lunar) 
maupun'""u*

il#{i* tfff*+mfifiil*+'""m
lrukurnrrr",*,"1lll**;::;j:1ff 

';[T;H;ffi,liil
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benturan kepentingan yang berakibat terganggunya kesei

antara mikro dan makro kosmos (disharmonis). Tugas suci

individu di dalam masyarakat menurut hukurn adat

mempertahankan tatanan kehidupan tersebut, yang dikemukakan
Abbas sebagai berikut:

Tugas utama masyarakat hukum adat adalah
membina keselarasan, keseimbangan, keserasian

dan kesinambungan antara masyarakat sebagai

makhluk hidup dengan isi alam seme.sta, sebab

harmoni ittt akan membaw,a kebahagiaan bagi
kehidupan bersama.

Segala bentuk sengketa yang terjadi, selalu diupa

penyelesaiannya dengan musyawarah mufakat, yg dilaksanakan

suatu upacara dengan ritual-ritual tertentu. Adapun prinsip dan

langkah langkah penting yang harus diperhatikan
menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah adalah sc

berikut :

I Bersikap tenang
I Pilih pendekatan terbaik terhadap situasi tersebut
I Tentukan lvaktu yang tepat dan lakukan permusyawarahun

putuskan siapa saja yang perlu dilibatkan
[-lntuk lebih memahami bagaimana nilai kearitan local itr"r tlil
dalam penyelesaian sengketa, diba*,ah ini dikemukakan tcnlitt
penyelesaian sengketzl mcnurut hu.tluiit ac!at dctrgitn rllc

pelvarisan :.ebagi:i sebuah contcit it:asi;::.

- Pe11','r]les::iiii'l Sen-gk:ta F,-'n *risan o]r:tlLlrllt I lttl'rtttl
Iies:rk"

^lika terjadinya benturan kepentingan hcrkaitarr dcngitn pclitksttt

dan kew'ajibrrn antar sesama ahli *.'aris, n-laka yang tcrirrtli

sengketa ;rervarisan. fu{enerima gremhcrian y'tug lrcrttplt lrct

bernilai ekr:nomis ataupun pemberian yang silatrlyil, t)()tr (

(bemitrai magis r' supra natural), di kalangan masyarakal strku

sasak tetap disebut sebagai warisan. Femberian clari oritttg

kakek - nenek atau siapapun lcluhur dari garis bapak irlrrrr ilt[
hidupnya tctap dipandarrg scbzrgai pcncritniutn rvrtrisrur yrtllli

dcngan istilah "tctcrlluan", sctlitttgk;ttt citrit pcrolcltitttttyit tl tt

,',r,,i,.r Iu:;r.ir:,;rr;;rur r,ril r,';;:;;:j, 
,);1,,,,,1,,1ij ,,,,,, rrrkrrrrr w,rrrs r\rrrrr

l'r'rrrbcri masih hidup aun 
-tuiuu*'Per('rcn secara langsung semasa si

rli:li,tl,:I",fl'ff 1ffi lffi;1"1;ii11"r"Jiffi:"i":il'iJ;?
"r'lrtrtjutnya uku, ai*uriskan turun Jl1 "t* 

harus dipelihara ya"ru

'"'t't)r'atrg mewarisi (n"-u) .".1i, 
iemurun' sebagai contoh, jika

;r'',;''batan) berikut jenis bendu-u"n#l^ 
kebatinan (mantera untuk

,r'r1j;111i bahan rb"r;;;;;;i::^:::"a. tertentu vang dapar diracik

j: 
I 

i: 

.i 

; 

: #J'll ;, ,,x,tt# :: 
", 
i:-T,t" -, 

il :ii;: ;ff tx:
lr''|irrr itu dila;ggar diyakini ukun m"l,o^-Tah 

(konsisten) sebab jika
rli'rr'lrrrr "penulah;. p",],il;; ,,; ';:".""nma ganjaran halaq yang
f'r\irrs* yang ben 

Demikian juga halnya d;;-';","o"rian 
arau

tl ;r,'rrt.r'irrra t"t"-ur'Pu 
benda tidak bergetuk mu,[r, ;;;;; bergerak,

m :ml}tm#;i:,fil+rl? 1*[j:r **1n*,,:;;
Hl,rrrl'rr r I )cnguasaannya.
*r,r1 ;,,.1r,rcrr meraru, *-::,-::'"t': 

tidak mensalihkan pemilikan

k,rr rrrr.r ,,,r,,;;;;;;; 
pervarisan (nemu)' a.tas benda - benda rersehur,

ftr,,t,, 1,,.r;icr-irk ,un, 
t"t*"''ak (sawah. kebon, rurnah clll) atau bencia_

pr,rrr,r,r:, .,.:;,;;,,,',],,,f 
divakini hernirai

[y,,r,, 1 
;, H pap, q fru:ll1"# 1;:l+#1il:,-1"-]l,T,,lili

Sistem l{ufutm In[onesiar' nl u',. Tetemuan te
u.rrrbcri masih n,oJloll.o"l?l.lto-"l"leh secara rangsung semasa si

,,rr 1, 1r;11f r".ilil;,J"J?i:"XT?ljoo.u, "turang d;i nenek
irr'ir rlu trtlirk pantas untuk diaiihkanT6. 

ersatu keluarga yang oleh

;:i, ;:1,;i,:I:Jf,::T;#::ij;_u,,;111,,", (ada, sasak: n c n, u)

, i, I 1,,i, .j;1, [*, "*.1,i:*ffifi::. ii],:r :lHT

;;' l: ; I;' I:l:t,,::::io"l,',,, 
ik ;;;; *;,ff?lJ'ff,il'H:,:1lr'rrl'tl (err.asuk suku ,r*";; .Jilt 

oagt setiap masyarakat
rl, irh,rrr tlib:rwalr ini ar. 

";',':':-,,:u:u*' Asas -asas tersebur
,,,,.'rl) rrrcrr.rul,,,,u,,ljn^ jlfinamsr<an (puaunurnyu) ;;;r"I lrr trr.,rl) rrrcrr.rrlt I lukum an", .^-^l-.^ott 1p:1{J?l'lannya) dengan,r .,\.\;rs K.t,,h,,,,a,( 

tm Adat Sasak aaala-rir"brg;; ;;dl,r dan pcngcndalian diri
f=,tl \lrf r.r,,. .,.(t(y), i lt.(litL\ 'i l)/rtt l\r\tL,liti/. llttkttnt _4rhrt l)trtt lltthrrn
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b. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak

c, Asas Kerukunan dan kekeluargaan

d. Asas MusYarvarah dan mufakat

e. Asas Keadilan dan Parirnirma

Dalam pcnyclesaian sengketa (termasuk pewarisan)' pada mas

suku bangsa sasak dikenat keberadaan dan peran institusi lokal

disebut "pekranlan". Menurut Arzaki, lembaga Krama ini berl

rnenjaga kclcstarian adtrt budaya clan rncnegakkan berlakutrya

norrna, yang berlaku clilin-ekungan masyarakat suku bangsa

Pekraman berlugas (benvenang) nrengadili sengketa

hukum aclat yang bcrlaku sccara bertingkat dan menerapkan

sanksi aCat.Krama adatdi Lombok terdiri dari : krama rvaris'

banjar, krama gubuk dan krama desa'

Krama rvarisadalah satuan komunitas yg anggotanya olc

pertalian darah. f'ungsinya sering kali sebagai penengah

clirekat oleh kesamaan keturunan atau profesi tertentu' mlstlll

banjar kematian' kerajinan' perkawinan, lingkungan dll' dipimpln

penyelesaian sengketa dikalangan internal keluarga yg dipimpin

orang tertua atilll orang yang dituakan clari kalangan kcltt

Kramabanjar : bcrkedudukan ditingkat dusun dan mcrul

perkumpulan (paguyuban) yang clidasarkan kepentingan tertcntu

p"*oq gubuk 1'g clitetapkan secara musyawarah'Krama gubuk:

krama yg beranggotakan seluruh w'arga masyarakat gubuk r

membedakan ras. agama. profesi , yang dipimpin oleh penotq

gubuk(dusun; : keiiang, juru arah' kiyai-penghulu' mangku

Lng-tang gubuk dan merbot' tugasnya adalah menjaga kr

harmonis bagi segcnap \\'arga komunitas'Krama desa ;dipirrt

tokolr-tokoh terkemuka selingkungan desa yg ditetapkun

musyawarah mutakat yang disebut sangkep/gemben desa ynnf

dari para tokoh fbrmal dan informal desa (para pengclingsir) |

berurutan sbb: pemusungan (kepala desa)' juru tulis dcst'

penghultrtlesa, juru arah, lang-lang desa' pekernit sebagai po

para lungsionaris pekraman tersebut' dalarn

ken,ajibannya mcnyelesaikan scngkcta scngkctit

nrcniatuhkan puttlsan kalah darr nrcnilnS' tctapi bcrttpaytt

rrrenilrgkarkan krvalitas pcrtralrittnlut tlall kclitirtan lcrltatltt;r

f ,,rrrr,rrr"-rrr"r*r'l j))rrrrrlrrn,","),
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- Penggunaan LemUaga 
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BAB IX
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

NASIONAL DALAM BIDANIG HUKUM

A. Definisi pembangunan Nasional
Pembangunan Nasional Indonesia dari berbagai sudut pandang

"Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan
yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,

Negara dan pemerintah, menuju modemitas dalam rangka
pembinaan bangsa"82 (Siagian, lg94)
"Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan
Negara" (UU No. 24Tahun2004)
"Sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu suatu
kcsatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
tttcnghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang,

tttcnengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
pcrtyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan

dneruh" (UU No. 25 Tahun 2004)
l'AP MPR No. IVIIIPR/1999 sendiri menjelaskan bahwa

rrrun nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia
rnkat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan,

kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan
rluhuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan

grtrr global.
gui sudut pandang diatas dapat disimpulkan bahwa

nusional merupakan rangkaian upaya pembangunan

httttgun yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat,

Itnt'lrtnrtsrnita cltn Siagian, 1994. pcmhangurutn infrustruktur
Konscyt dun impliktrl. liukultns llmu Sosial dun l\rlitik,

itur (lad.iuh Mudn

2,
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1. Mewuiudkan keamanan nasional yang mampu r

kedaulatan wilayah, menopangkemandirian ekonomi

mengamankan sumber daya maritim' dan me

kepribadian Indonesia sebagai negara t1utaSl;
Mewriudlan masyarakat maju' berkeseimbangan'

demokratis berlandaskan Negara hukum'

3. Mewuiudkan politik luar negeri bebas-aktif dan mem

jati diri sebagai Negara maritim'

4. 
-Mewuiudkan 

kualitas hidup manusia lndonesia yang tl

2.

i

Arah kebijakan umum menurut pembangunan nasional 2015-20

l. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber

Alam (SDA) Yang Berkelanjutan'

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk

dan Pemerataan
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup' Iv{itigasi

maju, dan sejahtera'

5. Mewuiudlan bangsa yang berdaya saing'

6. tnt *iiud*on Indonesia menjadi negara maritim

rtandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasi

7. fu"*uiraru" masyarakat yang berkepribadian

$budayaan'

dan perubahan iklim'
Penyiapan Landasan Pernbangunan yang Kokoh'

M"rrirrgkutkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan'

Menlembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah'

5.

6.

7.

Sasaran Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan

sistenffuipm Intorusia

lS,tt%

62,63 *

. Tingkat Partisipasi Politik Pemilu

. Indeks Demokrasi Indonesia

PEI\EGAKAN III,IKUM

. Indeks Penegakan Hukum

r Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

. Indeks Perilaku Anti Korupsi

TATA KELOLA DAI{ RETORMASI BIROKRASI

. Kualitas Pelayanan Publik

- lntegritas Pelayanan Publik (Pusat)

- Integritas Pelayanan Publik (Daerah)

. Indeks Reformasi Birokrasi

PBRTAHANAN DA-F{ KEAMANAN

. Tingkat Femenuhan MEF

. Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF

80%

75

7s%

50

4

perum

bencana

9

8,0

83,48

60%

20o/o

n,a.

32

3,63

?,37

6,82

33,48

30%

t0%

llurnher:Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-20tg 
oleh Menterillcrcncanaan Pembangunan Nasional/I(epala Bappenas

- Agenda Pembangunan Nasional Dalam Bidang Hukun
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan ..for*uri
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, U"..".t"U"
dan terpercaya dengan peningkatan penegakan hrk;;g
berkeadilan.

- Sasaran



Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka

p"rurrguru, berbagai tindak pidana' mewujudkan sistem

irt ri pidana dan perdata yang efisien' efektif'

transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan

kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak

hukum yang professional dan berintegntas'

Terwujudnya penghormatan, perlindungan'

pemenuhan ha katas keadilan bagi warga negara'

C. Program-Program Pembangunan Dalam Bidang H

Berdasarkan Rpj m Nasional 2015-2019

- Program PembentukanPeraturan Perundang-undangan

Program ini Uertuiuan untuk mendukungupaya-upaya dalam

mewujudkan supremasi hukum terutama penyempurnaan terni

peraturan perundang-undangan warisan *lt"t11 :Ti*5"ff::

t94s)
Meningkatkan peran Program lrgislasi ltlasionat

Menyempumakan peraturan perundirng-unfa8an

mendukung system desentralisasi dalant raqgka

masyarakat sipil melalui penyediaan aksqs informasi

pr-rblic dalam proses pengambilan keputu$an

Menyempumakan dan memperbarui peraturan

un.langan untuk mendukung kegiatan ekonomi

rncngliuclapai pcrdagangnn bchits tlttn pcrlindungan

ll.

yurrg ..rOut, tidak sesuai dengan perkembangan masyaraKar':

pro!.utn ini adalah terciptanya harmoniasi'":":t11-1::l
undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan

p"-tJ.tg.rrrurr. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

a. M"rryurm undang-undang yang mengatur cara peny

peraturan p"*,'du'g-undangan yang mem:* :"T:*ki
untuk mengakomodasi aspirasi rnasyarakat dengan

mengakui dan mengtrargai hukum agamadan hukum adat'

b. Menyempumakan mekanisme perundang-undangan sr

konsekuensiamandemenPasal5ayat(l0danPasal20

c.

d.

Sistem t{ufutm I nfone sia Sktemltufutm Inf,onesia

dukung ekosistem dan fungsi lingkungan tiidup serta
perli ndungan masyarakat setempat

f. Melakukan ratifikasi berbagai konvensi Intemasional khususnya
yang berkaitan dengan HAM serta yang terkait dengan
perlindungan dan peningkatan hak-hak perempuan dan
ketenagakerjaan

g. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan
dan pemanfaatan penelitian hukumantarinstansi baik di pusat
maupun di daerah, kalangan akademis, lembaga pengkajian dan
penelitian hukum, organisasi profesi huku dan lembaga
swadaya masyarakat

h. Menyempurnakan peraturan perundang-undagan yang terkait
dengan pelayanan jasa hukum

i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perancang
peraturan perundang-undangan pada masing-masing instansi
dan lembaga pemerintah.

- Program Pemberdayaan Lembaga Peradilan Dan Lembaga
Penegak Hukum Lainnya

Program pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak
hukum lainnya bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan
rnasyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga
penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kepolisian dan Penyidik
l)egawai Negeri Sipil sebagai bagian dari upaya mewujudkan
srrpremasi hukum dengan dukungan hakim dan aparat penegak hukum
lainnya yang professional, berintegritas dan bermoral tinggi.Sasaran
program ini adalah terciptanya lembaga peradilan dan lembaga penegak
lrukum lainnya yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun
pilrak lain dengan tetap mempertahankan prinsip cepat, sederhana, dan
hiirya ringan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

a. Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara
transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalarr
rangka pengawasan dan pembenahan terhadap system
manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu.

b. Monunitrng tcrciptanya systcm pcradilan pidana yang terpaclu
rrrclalui sinkroisusi pcraturun pe runclnag-unclangan yang



c.

d.

e.

Sisteru!{uQtrm I

mengatur tugas dan wewenang hakim dan aparat

hukum lainnYa

Menyempurnakan kurikulum. di bidang pendidikan

pelatihan lanjutan di bidang hukum
^M"*p"rlrus kewenangan pengadilan,,Il11:

pengetahuan dan wawasT 1*t* ?"ltiuY:1".,?i;
iffiil;; kualitas hakim dalam melakukan

hukum baru

Meningkatkan pembinaan terhadap integritas

o"Ji"ni dan memberdayakan kemampuan dan

aparat Penegak hukum

ileningkatkan dukungan berbagai 
-sarana

bidang hukum terutama untuk hal yang

hukum
h. Melakukan pembinaan pemasyarakatan baik pembinaan

!rr

il; *urprm di luar lembaga permasyarakatan' a'gar

;; binaan dapat kembali hidup normal di masyarakat'

Program Penuntasan Kasus !o*qtt'
Kolusi dan

,"r*I 
""turrggaran 

Hak Asasi tvtanulfl

r,j *, ;;;;;1??-;;;t y*1 i","y'5"",^ f ':* Y',ff;
;:#"il"iJn"o"rf """guku".i*":1,T^,ii-::3'""il
[TJ#frl#ffi.."*."*"i"a"tahterseresai-iTf^:^"::f :'
Lffi ".X fi ;;;;;; iladap HAM va1 e. b;lum terser e saikan

ir*"*. 
""*tatal-pokok 

yang dilakukan adalah:

JJrffii.ai-'i"""",":ti*ti terhadap 1"10".*-t,l1t::.
0",.,,4'o*'tindakpidanakonrpsi,praktikkolusidan
serta Pelanggaran HAM

b. Meningkatk* op"**i penegakan hukum dalam bentuk

c. Irlr**onu,, statistic criminal dan analisis kriminalitas
-r^ a^1- -i,lono lrhrrl

yustisi

ffi;;t ;t"Jut piau"u umum mlupun t1"u1ll:u'T

iiffi?J;J;;il; KKN dan t"':11'i'i.,Iy
ditindaklanjuti dengan pengenaan t1lduOu", hukum

a.

d.

p",ng"*Uufian kekayaan Negara yang dikorupst

moral, s

keteramPt

dan prasarana

berkaitan

S bt em I{u Ry.m Indo ne sia

e. Pengendalian teknis terhadap penyelesaian perkara KKN dan
pelanggaran HAM.

- Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan
Budaya Hukum

Program ini bertujuan unuk meningkatkan kembali kesadaran dan

kepatuhan hukum baik bagi masyarakat maupunaparat penyelenggara
Negara secara keseluruhan dan meningkatkan tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap peran dan fungsi aparat penegak hukum yang

diharapkan akan menciptakan budaya hukum yang baik di semua

lapisan masyarakat.Sasaran program ini adalah semakin meningkatnya
jumlah masyarakat dan aparat Negara yang sadar terhadap hak dan

kewajibannya serta semakin meningkatnya tigkat partisipasi
rnasyarakat dalam berbagai proses perumusan kebiajakan
pembangunan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

a. Melakukan pemetaan permasalahan hukum dalam rangkan
menerapkan materi, metode dan pendekatan dialogis yang tepat
sasaran

b. Menggunakan nilai-nilai budaya luhur daerah sebagai salah satu
sarana unhrk meningkatkan penyadaran hukum

c. Merumuskan pendekatan penyadaran hukum yang lebih
demokratis mealui pendekatan dialogis antara instansi/lembaga
pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang memfasilitasi
penyadaran hukum dengan masyarakat untuk mengembangkan
kesadaran dan peran serta mereka terhadap hukum dan system
penegakannya

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengaktualisasikan
hak serta melaksanakan kewajiban masyarakat sebagai warga
Negara sekaligus dalam rangka membentuk budaya hukum bagi
masyarakat dan aparat penyelenggara Negara

r:. Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih
modern salam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum di
berbagai lapisan masyarakat.
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a

PENEGAKAN

BAB X
HUKUM DI INDONESIA

A. Pendahuluan
Kedudukan sistem' pemasyarakatan pada kenyataannya

mendapatkan perhatian secara memadai' Untuk mengupa

pembaruan pelaksanaan sistem, fyyuo::::" 
U::H^"i

menjelaskan secara kritis' mendetail' dan tuntas perr

permasalahanvangdihadaprD.irektoratJey::"t--"t"::i:#:ffi I
ffiil;;;iJ l"i*a kelembagaan maupun t-aktor-faktor ekst

yails se cara timbal o*uu o "*""9'*1"::1"1i: 
^,1-: 

"-XllliJ 
t 

ilYartB bEvato ifu sendiri' Disadari
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 1

menempatkan sistem pemasyarakatan dalam, 11T:*'rll-l
["ff_P;;;,r'ut""*"*put ur., suatu usaha bertahap dan din

Bermula dari kesadaran tersebut' mlka 
.menj"1i ,::::l: ,.1

membangun suatu argumentasi yang didasarkan pada kondisi o

beserta analisis secara holistik atas unsur-unsur yang rnempel
Lt,

pelaksanaan tugas dan iungsi petuglas pemasyarakatan/rumah I

Dengar dernikian dipcroleh suatu ':'T"'1 
*l,':.? -i:.,:iL/€Il$at t uwrrrrnlqr: -.t. 

_ ^!-^* 
' f<li

iternecllhkan pern-.;'as;rlahan irenegakan htl!ilrrt Vanq terla

riistern 1-'r:t"llarit'rrrakatirl-'' eletiii'an iangiialr-ta'!1gt':;"*11 1-.:rr"rbaha-n-.yan
:]trliLtjii(i i'5-,rlro'1!'"risr 

^"-. I

,dan {.*:r,nkt,r. I infuk rrlcntbiirttr; merarugi'lt t"l"l 'iian nl*ngurat

iangkirn ;,enl'haruan p';ile8al(ijitl l:tl"* 'ri linFKungan F{umah '

Ne[ara. tnaka cliiakukanlah penelitian ini'

Secara umum tujuan dilakukan penelitian ini adalah

*",r*"runrr, ,""uru lengkap dan tuntas yang menjadi 1

penegakan hukum di Rumah r1ua1a1 *"*::1f*:rl
ffid;;;;;il;; dapat mengetahui dan menjadi panduan b

pensampu kepentingan dalam yuvl **d131:iY:::T*
menjalankan tugas iokok dan fungsinya' serta pelaksanaan

hukum. Secara khusus, tujuan penelitian ini untuk r

*u*t,ur^, kondisi obyektif Rumah Tahanan Negara Kelas I

i-frrr*^i sorano pelnksnnann sistcm pemusyurakatan' Kemt

Sistem lfuf;1tm I ntonesia

merumuskdn masarah-masalah yang dihadapi dilapangan dalam rangka
untuk mengambil langkah-langkah strategis di masa mendatang daram
kerangka melaksanakan misi Direktorat Jenderal pemasyarakatan untuk
menjawab tantangan dan hambatan yangada. seranjutnya penelitian ini
secara praktis bertujuan untuk membantu pejabat yunt b"r*"r-g
menganalisa dan evaruasi pelaksanaan sistem pemasyarakatan di
Itumah Tahanan Negara Kelas 1 palembang.

ll. Definisi Penegakan Hukum, Lembaga pemasyarakatan
dan Rumah Tahanan
l. Definisi penegakan Hukum

Menurut Sasmita penegakan hukum adalah proses pemungsian
rlr)rma-norma hukum secara nyata sebagai pedomu., p"riluku utu,
hrr'ungan-hubungan hukum daram kehidupan bermasyarakat,
hrrbangsa dan bernegara. selanjutnya, penegakan hukum adarah proses
dil.kukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya nonna-norrna
httkrrrn secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau
Ittrhungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari segi subyeknya, penegakan hukum itu dapat
tkukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai
ryu penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam
lrtp hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normative

rnelakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuafu dengan
;sarkan diri pada norrna aturan hukum yang berlaku, berarti dia

rul*nkan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari
nrrbjeknya penegakan hukum itu hanya diartikan ,"bugui upaya
Irrr penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan
ttyu hukum itu, apabila diperrukan aparatur penegak hukum itu
cr rankan untuk menggunak an daya paksa.
llcngertian penegakan hukum dapat pura ditinjau dari sudut

tyn, yaitu, dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya
up makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, p"r"gutu.,
itu mencakup pada nilai-nilai keaadilan yang terkandung dici;,;;hil;; d;"-

Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya
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Sistemtfufum I

menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
itu, penerjemahan kata "Law Enforcement" ke dalam bahasa I
dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti I
dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti
Pembedaan antara aturan hukum yang tertulis dengan cakupan ni
keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam
Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah " The Rule
Law" atau dalam istilah "The Rule of Law and Not Of A Man"
istilah "The Rule By Law" yang berafti "The Rule Of Man
Law" dalam istilah " The Rtrle Of Law" terkandung
pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang
melainkan mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di
Karena itu digunakan istialah "The Rule Just Of Law". Dalam i
sebaliknya adalah "The Rule By Law" yang dimaksudkan
pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar
alat kekuasaan belaka.83 1sasmita.20l 1).

Menurut Barda, penegakan hukum adalah suatu usaha
menanggt'langi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa

berdaya guna. Dalam rangka rnenanggulangi kejahatan
berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada
kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukurn pidana,
diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana
dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dil
politik hukum pidana, yakni rnengadakan pernilrhan untuk
hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan
situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan
Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertl
perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat
terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu
keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas
Dalam perspektif sosiologi bahwa setiap sistem yang adr
masyarakat disamping mempunyai fungsi manifest, juga
fungsi latent. Fungsi manifest adalah fungsi yang disadari

srSusmita, Penegakan \htkum,20l l, dalam

::11q,{ Y"yyi Aricf.2002, Kehllukun ltnkum ptttuna, Bondung: pT.
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Sistem l{ufutm In[onesia

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahtin 1983

tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah

Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan dan begitu
pula sebaliknya.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap
kabupaten atau kota dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di
lndonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia

rnemiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk
rnenampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat

kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas,

karenanya terdalova yang telah dititipkan di Rutan, yang seharusnya

pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang

letap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

tiecara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki
Ittngsi berbeda. Rutan adalah Rumah Tahanan, sedangkan Lapas adalah

l,ernbaga Pemasyarakatan. Berikut ini adalah beberapa perbedaan

Ittttrrn dan Lapas antara Lain dapat dilihat di Tabel nomor l. Namun,

lhtcm pemasyarakatan bagi masyarakat pada umumnya lebih identik
lgiln "penjara" atau pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga

rursyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem
ursyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan

barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap
binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Oleh

rlnya? sub-sub sistem dari Sistem Pemasyarakatan (yang kemudian
rrrt Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga
sylrakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah

r Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan
g Sitaan Negara untuk perawatan barang-barang milik wafga

nlau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan

Depanemen ":ffffi,'i*-ln"oila perlu dapat di

'"T:::ffi''#hffi;*';"ii.i-':Jffi;l#-.
cabang Rtrtan. Di dalam KUL'arr' ulLv'r^r 
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beberapa 
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Perbedaan dan Periamaan antara Rutan dan Lapas Tabell'

S is t em ttu Qlrm I nlo ne sia

pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan,
juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang
sosialisasinya. Pemasyarakatan sej alan dengan filosofi reintegras i sosial
yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana
dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan
konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya
(reintegrasi).

Dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang

Pemasyarakatan ditegaskan bahwa "sistem pemasyarokatan

diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan
I'emasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari
kesalahan, memperbaibi diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
siehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
uktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar
x'bagai warga yang baik dan bertanggung jawab." Penegasan ini tentu
xnja sangat dipengaruhi oleh argumentasi Sahardjo tahun 1963, hasil
Konferensi Dinas Kepenjaraan tahun 1964 (salah satunya hasil
pcrnikiran dari Bahruddin Suryobroto), selain juga dipengaruhi oleh
kcbijakan Presiden saat membuka konferensi kepenjaraan tahun 1964

lcrscbut. Dalam amanat Presiden saat membuka konferensi ditegaskan,

hrrlrwa "dengen menyadari setiap manusia adalah Makhluk Tuhan

Jrrlg hidup bermasyarakat maka dalam Sistem Pemasyarakatan
tnesia para narapidana diintegrasikan dengan masyarakat dan
tttsertakan dalam pembangr,rnan ekonomi negara secara ofuif "tu

gan demikian, filosofi Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen
lr upaya mengubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan

rnemperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan
-huk terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam

5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan, bahwa
Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas

ty()man, persanraan perlakuan dan pelayanan, pendidikan,

, penghormatan harkat dan martabat manusia,

i rr S ud innan,200'1, Re pos is ida n Rev ita I is as i P e masyarakatan
til,ttcm Peradilan Pidana di Indonesia, Alnindra Dunia Perkasa

:qt' r'rlluM'ol'06 Tohun

G-u"r, s*ut Keputusan Menteri Kehakiman. I

No. 58 Tahun 1999, pp N"' Zi Tatrun 1983 'UU 
No' l2 Tahun 1995

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan

jauh bergerak y"'"u*"'1* tllt^-:O Retributif (f

Deterrence lpen;eraanf dan t"*ti":lf:l; ,1?l*11,,

TemPat untuk melaKl

p"rrriitu* NaraPidana dan

Didik PemasYarakatan'

@dalsrya ditahan

sementara sebelum keluarnya prrtusan

"""n"dt,"" 
yang berkekuatan hukum

I;#;" " 
menghindari "T."i*1

;;'rk*" tersebut melarikan diri atau

mengulangi PerbuatannYa
Y""g menghuni LaPas

narapidana/terPidana'@* adalah

tersangka, atau terdakvra
Wr u*unYa Pembinaan

selama Proses

sanksi Pidana

ffi-.*-ffi fiahanan adalah

selama proses nenVidikal,

o-ilrr*.t, 
-* 

Pemeriksaan di

berkekuatan hukurn tetaP'

N"r"Pid*" dibina di LaPas s

dijatuhi Putusan hakim YangTffil*h* di Rutan selama

;;;"t penYidikan' P*Y*T;--11'
ol*"rittu"" di Pengadilan Negen'

"*""*"aft". Tinggi, dan Mahkamah

o' 27 Tahun 1983

s-".dr"-kun pural 38 ayat (1) jo' l*j"t*T
peraksanaan KuHA;M""*r a1* ::i::T.Y: J:::'" 

tililil
Pelaksanaan l(urtnr' rvrwrrlvrr -r--- )utusan Menteri Kehaki
*"or.'*"*"Utan, dengan adanya S*1K:1

M.04.uM-01.06rah;t;;t-t;"'*tl"i":T:^":i;*31f ilX?
Y;11,i#-1';Xl iffi ffi"*"Gu* tupu' dapat berarih tungsi

Rutan dan begitu pula sebaliknya' . , r i.it Pelaksana 'lRutan dan Degrru P"'"::^:-'.1-,'" cama-sarna Unit Pelaksana 
'

;;;*; mPu" au" Rutan adalah sama-

bawah Dire}:torat J";d;;;"tasyarakatan Departemen Hukum

ffiffi; ,llJ-(tlttli"kan untuk mcmbuat dcrita



kehilangan kemerdeknan merupakan satu-satunya penderituan' dan

turjaminnya hak untuk tetap berht'tbtmgan dengan keluarg'a dan orang'

orang tertenttt'" Selain itu juga ditegaskan dalam pasal 14 Undang-

undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan' bahwa setiap

;;;;o;*" memiliki hak sebagai berikut:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agamaatau kepercalaannt:

b. Mendapat perawatan' baik perawatan rohani maupun jasmant;

c. Mendapatk'" p"'Oiaiftan dan Pengaiaran:,,.^-^- .,o-- lcvak: 
I

Sbtem ttukgm In[onesta

l. illll":ffi ["*;;; tes"t'atan dan makanan vans lavakr

e. MenYamPaikan keluhan; . ,

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media ma$ll

S ist e m ltu futm I n[o ne sia

Pemasyarakatan di Indonesia. tndikator-indikator lain dalam melihat
keberhasilan ini, seperti dari aspek sumber daya manusia dan teknis
pelaksanaan Pemasyarakatan. Menurut Didin perlindungan hak asasi
manusia merupakan indikator utama keberhasilan tugas dan fungsi
Pemasyarakatan, khususnya hak-hak dari warga Binaan
I)emasyarakatan dan Tahanan. sistem pemasyarakatan dalam hal ini
rnerupakan instansi yang terlibat dalam penegakan hukum, mulai clari
tirhap pre-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. pada tiap tiap
l.hapan ini sistem pemasyarakatan berperan dalam memberikan
pcrlindungan hak asasi manusia. pada tahap pre-adjudikasi, Sistem
l'cmasyarakatan melalui Rumah rahanan (Rutan) berperan dalam
rrrcmisahkan kewenangan yuridis penahanan di tangan kepolisian dan
I'ciaksaan dengan kewenangan penahanan secara fisik. pemisahan ini
rlr(ujukan untuk check and balances agar tidak terjadi penyimpangan
,rliru penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang memiliki kewenangan
,,('cara yuridis.8T

l'irrl. tahap adjudikasi, Sistem pemasyarakatan melalui Barai
I'r'rrr.syarakatan berperan dalam memberikan pertimbangan
l','rrl.sarkan penelitian kepada pengadiran. penelitian kemasyarakatan
ll rlrrras) oleh Bapas diharapkan dapat memberi gambaran yang objektif
h,l;,9 latar belakang suatu peristiwa. Diharapkan setelah itu,
;rlrrlildilan dapat memberikan keputusan yang tepat.
h.rrrt'.tara itu, pada tahap post-adjudikasi, Sistem pemasyarakatan
Itr'Lrlrri UPT Lapas berperan dalam memberikan pembinaan dan
iltr lrrrthrngi hak asasi narapidana. pembinaan dalam hal ini menjadi
f*'trr t'11.h terjadinya prisonisasi (proses pembelajaran dalam kultur
f+tr;rrr.) yang justru dapat membuat kondisi seseorang (narapidana)
hlrtlr lrrrruk dari pada sebelum ia masuk ke dalam Lapas.

r rrlrryir konsep Pemasyarakatan pada tahun 1964 pada dasamya
.l lcrkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pemidanaan

lchih manusiawi dan merindungi hak-hak asasi terpidana,
m*'rrk luhanan. [)onrngan tersebut bahkan telah formalisasi oleh

'rrk:rli, llangsr-llarrgsa (pBB) pada tahun 1955 dalam bentuk Di

iainnYa Yang tidak dilarang;

g. Mendapatka" t'nun "i* OtI*t atas pekerjaan yang dilakukani

h. Menerima kunjungan keluarga' penasihat hukum' atau orutlt

,"rt.dtu lainnYa;

i rra""i#"akan pengurangan masa pidana (remisi);

j. Mendapatku" 
- 

k"tJ*putu" u"'utitiru'i termasuk od

mengunjungi keluarga;

k. Mendapatkan pembebasan bersyar

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan

p"rundu,tg-undangan YanEberlaku'Lr-^^n 
Aqte

p"tat.ar,#'"'il*?,*bingan dan pembinaan dalarn s
',-o"'lirnssional khustts,

Pemasyarakatan pun dilakukan oleh petugas fungsional Knusus'
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ff::ffi::;*;i;u au'u*'u dapat diiadikan incrikirr.r (

melihat reberhasitlJ*-pelaksanaan. Pcmasv:I::':l:,,,,'1il1t:i
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diberikan kepada terniaanft3| ?::,:"t:::ff*":*?ildiberikan kepada ferpruanrw 
Rules dan munculnya
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lurr* dalam praktek

ffi;JJ dari Sistem ,"*:11,T::- (nunitive sentiment

H:ffi[":"",Jil:T ffiffi;* 
^ 
:::::","X;'X1{J,menekankan sEntrmen psrrEu.*-"----' 

diurrurr, pembimbingan

;;;;i;'"" (retributive) ke Sistem Pt

pembinaan'pembinaan 
nlah perkernbangan dalam pembangunan

Terkait dengan seiur .lqtarn konteks prIerkait dengan SeJUuucr "-;-;,,",,".; dalam konteks pen

t rdor,"riu dewasa ini' yY*t]I1.,^l- oror,a. maka ke d

lffffix" ["#'t#, ;;vf i::i:fr;ffiJ;
ffi :li:lft?'-';ffi ili;*?"ru::"Hffi IIi'kedudukanSrstemFEruao;rer*"---- istem pemasyarakatan

;;il;;;e menjuai aasal rrt111:-L., 
nasional dalam persosial yang menJ":',.::-':;^-^ 

^1, 
,"r.,"*a nasional dalam pe

"i"J-i,-,"i* 
meniadi. baeran ::'?ff"p dinyatakan, bahu

;5',,i:' ;"#l ffJ'i} 
"":;;;;" ruH' dinvatakan' bahwa

::il:ffiXT"'ho"*va tindak pidana dengan menegakkan

hukum demi pengayoman masyarakat'

b. Memasvu'ut'u*#';;;**"' 
dengan mengadakan

sehingga menjadi orang Yang

baik dan berguna' - .r:+i-l'rlkafl oleh tindak

c. Menyelesaikan konfiik *"9^j'::t*k*lrlT*
Htrfffl1T",:il;'[t#'i""- *""u"'angkan rasa damai

masYarakat'

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana'

Sementara it" Puau il;; A) ]:::-::'"::-T":;[fr
:,:ff":ffiJluif ffift 

-*J'i-'n"uan 
dan merendahkan

manusia. Rancangan il; *'; ::: :,::?ff*.*, T*13;|
Xfr:l},ffif :il#' 

^**i'"i-11*'ilofi:# 
TfI,J

;;irt; sekaligus mewarnai ,T:::: taknis dan filosofis.

baik dan berguna'

:'J:X#i:}ff #;; ;;i;* tonteks teknis dan rir osons'

Penekanan proporsl fungsi dan peran di antara subsistem

pidana, terkait o""gu" i"tugas Pemasyarakatan di Rumah

Negara adarah *,'ii"Lt'i tlnffie^f;*J"kffi"il,
H::ffif'il,I:Hffi; 6* iiu"a*r* menjadi dun'

,-nssuns jawab *ii'i u"1'-::i:i,::11ffi-iffil-ffih;
lffimt, 'i*i""adtrP 

tahanan dun henda
Pcmasyarakatan, Terpidana adalah seseorang yang dipidana

I
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peraturan adalah menjadi tanggung jawab dari Pemasyarakatan
(Petugas Pemasyarakatan). Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (2)
dan (3) untuk Rumah Tahanan Negara.
Lebih lanjut, berkenaan dengan hubungan Rumah Tahanan Negara
dengan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam Pasal 38 ayat (3)
KUHAP memerintahkan Kepala Cabang Rutan untuk memberikan
laporan bulanan tentang tahanan kepada Kepala Rutan. Untuk ifutah
dalam penegasan penguatan posisi pemasyarakatan, penting untuk
dilakukan langkah-langkah khusus mengenai pengawasan dan

pembinaan tahanan di cabang rumah tahanan yang ada dengan
kepolisian dan kejaksaan agar terjadi sinergi dalam menjalankan Sistem
ndministrasi peradilan pidana yang menempatkan hukum dan hak asasi

manusia sebagai standar bersama.

llal lain yang perlu dikemukakan adalah adanya aspirasi di kalangan
Pcmasyarakatan untuk menambah kewenangan petugas

Pcmasyarakatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kcwenangan penyidikan tersebut tersebut dimaksudkan hanya terbatas
ptttla perkara pidana yang melibatkan narapidana yang dilakukan di
1,1:rnbaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Kewenangan

tchagai PPNS tentunya memiliki spesifikasi dan kualifikasi tertentu,

Flringga tidak semua petugas Pemasyarakatan bisa menjadi penyidik
NS. Pembatasan jumlah penyidik tersebut bisa juga dilakukan

cara pemusatan Penyidik PPNS di Direktorat Jenderal
pembatasan dari segi jumlah pada setiap UPT atau Penldik PPNS

yang berada di bawah koordinasi dari Kepala Divisi
iyarakatan di Kantor Wilayah. Dalam kerangka kerjasama

institusi Penyidik, pelaksanaannya selama ini ali dalam
hnga Pemasyarakatan juga telah dibentuk Polisi Khusus Lembaga

tan yang secara teknis telah bekerjasama dengan

melalui nota kesepahaman yang disusun dengan

na adalah seorang yang
ilun
.t2

yang telah memperoleh

UU Nomor I Tahun 1981

dipidana berdasarkan putusan
kekuatan hukum tetap. (Pasal I
Tentang Hukum Acara Pidana).

menurut Pasal I Angka 6 UU Nomor 12 Tahun 1995



berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuau

hukum tetap. Selanjurnya, menurut Pasal I f-*1:ir'::":tJ;
Tahun 1997 Tentan* t"*ott"" Militer'Terpidana adalah seorang yt

dipi dana t 
".ou, 

u.tu?, ;;;" P en gadil an ial am I in gkun::. 
:::'i:

militer utuu l,"rrgudilul duturn lingkungan peradilan umum yang

memperoleh ket uatun frrt rrn tetap' Terpidana adalah seseorang

dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah llempe
kekuatan hukum ,"[p inurul 1 Angka i uu Nomor 22 Tahun

Tentang Grasi).

C' Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelasl *ot-"^*o

Rurnah r*,anun Negara Klas t ral31]ans l-"T:T:
*"""*oui'' S"lffi;;;;" un"'ungberlokasi di Kampung 1 e llir'

Merdeka No. t2 Kecamatan llir Barat I' Palem-ban* ':::::: 
U:

kota Palemban*. 
-"r*** 

tersebut masih merupakan g

peninggalan Ouri r*un 
-penj 

ajafr Belanda pada tahun ]'l],;"il:;;;:;#l"il' :il.J;ffi'.;"*,'"" perubahan baik dari

nama maupun struktur fisiknya. Sekarang o""t:11,:*:0,*
;;t'- ,ilHj#' Lembaga Pemasvarakatan wanita Klas

Palembang A.r, Uurrglriu. iJ.r"Urrt telah direnovasi menjadi ban

berlantai atau bertingkat} (dua).il; ""*;;"i;"T;;o' ioi r' Rumah -1'n*:: -Il*-"'i;;ffi=.:i*'o"*t"i* lokasi dari. ralan Yf.Y-.,:"LEr'Lrt uvr.r^'---- 
lalembang' DahulunyaInspektur Marzuki Km. 4.5 Pakjo, 1: -^-rnTahanan Negara rias t Palembang' Bangunan ditempatt m:rupar

tr1^- r PolPmhafls vang sekarang
Lembaga pi*uryurukatan Klas I Palembang yang seK

r r ,-^L r,rdt6 pqlemhafltr 30118 (0711)
pindah f." ff:"q*", tnt"rut Mata, Palembang30l18

Kabupaten Banyuasin.
Batas - batas Rumah rahanan Negara Klas I Palembang adalah

berikut:
1' Sebela\ Timur berbatasan dengan perumahan dinae

Tahanan Klas I palembang;

Sebela\ Barat berbatasan dengan nem$ima1 O',ily*i
Sebelah Utara berbatasan dengan Lembaga

2.
3.

Klas ItA palembang;
rlng pada tahun 201 I tcrdiri dari l7 orong ttrlranrn tindak piclarra

S ist em ttu Rgm I n fo ne sia

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Penyimpanan Barang Sitaan Negara).

S is tem I{u fu tm I n"f,o ne sia

Rupbasan (Rumah

D. Keadaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palernbang
Rumah Tahanan Negara Klas I Palernbang menernpati tanah

seluas 42.500 m2 dengan daya tarnpung (kapasitas) 750 (tujuh ratus
lima puluh) orang. Namun, Pada Kenyataannya Rutan Klas I
Palembang merupakan salah satu Rumah Tahanan yang
"overkapasitas" di [ndonesia. Rurnah Tahanan Klas 1 Palembang
berfungsi juga sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Dari data Lima tahun
terakhir dapat kita lihat bahwa Rutan Klas I Palembang menampung
968 tahanan dan narapida pada tahun 2011. Hal ini berarti kelebihan
sebanyak 218 orang atat 129 persen dari daya tam$ung. Sedangkan
pada tahun 2015 menampung sebanyak 1451 tahanarl Oan narapidana.
l)engan demikian kelebihan 701 orang atau 193 p.rrbn dari kapasitas
yang tersedia (Lihat Tabel2). t

Tabel2. Jumlah Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan
Klas 1 Palembang

N

o

Tahu
n

'Iahan
an

Narapida
na

Tot
aI

Kapasit
as

Rutan

Kelebih
an

Persenta
se
o/,

I

,l

I

a

201 I 734 234 968 750 218 129
2012 717 357 t07

4

750 324 143

201 3 658 572 123

0

750 480 164

20t4

2itE

737 493 r23
0

750 480 164

800 65r 145

I

750 701 193

: l)iolnh dari Direktorat Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Ham RI
Itulnrr Klas I Palembang. (http://smslap.ditjenpas.qo.idlpublic/srl/current)

iln kita tcliti lebih lanjut penghuni khusus Runrah Tahanan Klas I
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,--,-" r :;-:;X':;;
edangkan pada tahun 2015 adanya peningkatan yang sangat dahsyat

aik itu tindak pidana korupsi berjumlah 7l orang atau 417 o/o

ibanding dengan tahur 2011. Begitu juga dengan tindak pidana

arkoba pada tahun 2011 sebanyak 212 orung. Pada tahun 2015

erjumlah sebanyak 474 orangatau terjadi peningkatan sebanyak 223oh

ibanding tahun 2011 (Lihat Tabel 3).

Tabel3. Jumlah Penghuni Khusus Rurnah Tahanan Klas 1

Palembang

N
o

r"h,
n

Korups
I

Narkob
a

Bandar/
Pengeda

r

Narkoba
penggun

a

Human
Trafickin

ob

Illegal
Loggin

0b

Tota
I

2011 t'7 0 212 0 I 230

2 2012 2l 0 ZJ 0 0 44

3 201 3 52 190 0 0 243

4 2014 65 0 442 0 0 s07

5 2015 71 474 0 0 545

srrrb"rlri"t^h da.i Di.ektorat Pemasyarakatern, Ketnenteriarn Hukum dan Hanr RI

dan Rutan Klas I Palembang Palembang.

(http ://smslap.ditienpas. go. id/public/erl/cun ent)

Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang memiliki 7 Blok dengan

kamar. Disamping itu tersedia kamar karantina dan kamar s'
(hukuman). Kamar karantina khusus untuk tahanan atau narapidr

yang baru masuk ke Rutan sebanyak 6 kamar. sedangkan kamar s/,

terdiri 4 kamar untuk narapidana yang melakukan kesalahan berat ,

atau tindak pidana seperti melakukan pelarian, pemukulan

penusukan.

Adapun nama-nama Blok hunian tersebut adalah sebagai berikut:

tr. lllok A terdiri dari 7 kamar yang berukuran lebih kur

6rnx6m perkamar, khttsus untuk Narapidana yang di pekerja

('l'umping) di Rumah Tuhunan Klas I Pulcmhung. Kamar not

korupsi, 2

Sedangkan

baik itu t
dibanding
narkoba p
berjumlah
dibandins

Sistenttufum Indonesit

Kamar nomor 2A untuk Tamping yang dipekerjakan di
pengamanan dan kunjungan. Untuk Kamar nomor 3,A' untuk
narapidana yang dipekerjakan di Bimbingan Kerja (bangunan

dan serabutan). Untuk kamar 4A dikecualikan untuk narapidana

yang di karantina khusus, artinya kamar ini pintunya tidak
dibuka. Sedangkan kamar nomor 5A untuk narapidana yang

diperbantukan di masjid, kesehatan, kantor dan register. Kamar
nomor 64 untuk narapidana diperbantukan untuk kebersihan

rutan (disebut Gotong Royong). Selanjutnya kamar nomor 7A
untuk narapidana yang diperbantukan petugas mengisi air
diberbagai blok, Tamping ini kerjanya malam hari sampai pagi;

b. Blok B terdiri dari l0 kamar berukuran lebih kurang 6mx6m
perkamar untuk narapidana kriminal;

c. Blok C terdiri dari l0 kamar berukuran lebih kurang 6mx6m
perkamar untuk narapidana Kriminal;

d. Blok D terdiri dari 25 kamar, tiga kamar besar berukuran

6mx6m perkmar dan 22 kamar kecilberukuran lebih kurang
1.8mx3m kapasitas dua orang untuk narapidana narkoba dan

kriminal. Disebut kamar khusus.

e. Blok E terdiri dari I I kamar berukuran lebih kurang 6mx5m
khusus untuk narapidana narkoba;

f. Blok F terdiri dari 5 kamar berukuran lebih kurang 6mx6m
khusus untuk Narapidana yang sakit dan yang tinggal beberapa

hari habis masa penahanan/pembinaan;
g. Blok TIPIKOR (Untuk narapidana tindak pidana korupsi

korupsi). Blok ini terpisah dengan Blok A,B,C,D,E dan F. Blok
ini terdiri dari 5 Kamar ukurannya lebih kurang 6mx5.5m
masing-masing kamar dan I kamar karantina yang difungsikan
juga sebagai kamar. Di blok ini ada fasilitas olahraga dan kolam
ikan.

Disamping itu ada beberapa sarana dan prasarana yang ada Rumah
Tahanan Negara Klas I Palembang antara lain sebagai berikut:

A. Gedung Perkantoran
B. Aula Serba Guna (Digunakan juga sebagai tempat,pertemuan,

kebaktian dan karaoke )
a l\r^-::,.1
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D. Poliklinik
E. Dapur
F. Koperasi
G. Kantin
H. Bengkel Kerja
I. Ruang Kunjungan
J. Blok Hunian seperti yang dikemukakan diatas.

E. Penegakan Hukum di Rumah Tahanan Negara
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum

(rechtsstirat)- hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara

hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang

Dasar 1945, menjungjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin

segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa

terkecuali. Pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia dan

menegakkan keadilan merupakan kewajiban khususnya bagi setiap

penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lernbaga

kemasyarakatan. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati'

dilindungi dan ditegakkan oleh pemerintah, apartur negara dan pejabat

publik khususnya aparat penegak hukum. Mereka berkewajiban dan

bertanggung jawab menjamin terselenggafanya penghormatan,

perlinclungan dan penegakkan hak asasi ma.nusia. Hal ini dapat clilihat

dalam Pembukaan undang-Undang l.lasar l9zi5 yang Lrerhunyi bahwa

"negarA melindungi segenap fuangsa Indonesia dan sciuruh tumpatt

clarah Indcnesia." Ilengan clemil<ian negara berkewajiban untuk

memenuhi prerlindr:ngan hak asasi setiap warga negrranya tanpB

diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang dalarn proses hukurrt

(disangka pelanggar hukum). Ini berarti setiap warga negara lndonesitt

tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Perlakuan sewenang'

wenang rnerupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hflk

konstitusional.
Sehubungan hal tersebut diatas Rutan sebagai salah siltu

pcnyclcnggara negara yang mempunyai tugers tlan lungsi clalultt

pcncgukan huktrm, tenttama dalam hal pcmontrltittr rl:tn pcrlindtrngnn

lrrrli lsusi manrrsia, waiih unluk rncrrp,irttgrlctttt'ttl:tsikittl ittgas tlittl

Sistem I{u RUm I nlo ne sia

fungsinya secara optimal. Kedudukan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
di lndonesia belum banyak dikenal di masyarakat Indonesia. Bahkan
akademisi di fakultas hukum sekalipun terkadang tidak menyinggung
sedikitpun kedudukan Rumah Tahanan Negara adalah bagian daripada
jajaran penegak hukum atau bagian dari Integrated Criminal Justice
System. Apabila kita bandingkan dengan negara Amerika, lembaga
pemasyarakatan (correction) dalam hal ini Rutan dilibatkan dan
disejajarkan dengan instansi kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan
dalam suatu sistem penegakan hukum terpadu yakni yang disebut
dengan istilah Integrated Criminal Justice Sistem (Harahap.). Menurut
pasal 8 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
yang berbunyi "petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional
penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan,
pembimbingan, dan pengamanan warga binaan." Selanjutnya, tersirat
pula fungsi perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa
telah dicantumkan secara jelas di dalam Undang-undang nomor 8 tahun
l98l tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya serta
Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Sistem peradilan pidana merupakan salah satu kebijakan negara Qtublic
policy) dalam rangka menanggulangi kejahatan yang telah menganggu
ketertiban umum melalui proses penegakan hukum. Proses penengakan
hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi Rumah Tahanan Negara.
Rumah Tahanan Negara sebagai salah satu penyelenggara negara dalam
bidang Pemasyarakatan yang mempunyai tlrgas dan fungsi penegakan
hukum. Dalam hal pemenuhan dan perlindrrngan hak asasi manusia.
Rumah Tahanan Negara r,vajib mengimplementasikan tugas clan

fungsinya secara optirn al.

Keberadaan Rumah 'fahanan Negara sebagai salah satu unsur
institusi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Menurut
Fasal 8 ayat (l) bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat
fungsional penegak hukum yang melaksanakan tlrgas dibidang
pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan
pemasyarakatan.

Selama dalam proses hukum (penyidikan, penuntan darr

pemeriksaan di pengadilan), pelanggar hukum yang ditalran di lturnalr
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'l-ahanan Negara (pasal 22 KUHAP) ditempatkan di Rumah Tahanan

Negara. Selanjutnya agar ada kesatuan pendapat mengenai tempat

kedudukan, pengelolaan serta hubungan pejabat Rutan dengan pejabat

yang bertanggung jawab secara yuridis, maka hal itu diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Pasal 19 ayat (1) di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang

masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Selanjutya

ayat (2) berbunyi bahwa "tempat tahanan dispisahkan berdasarkan jenis

kelamin, urnur, dan tingkat pemeriksaan. Sedangkan pasal (3) berbunyi

"untuk keperluan administrasi tahanan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (l) dibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan penggolong{nnya

sebagaimana dimaksud dalama ayat (2). Pasal (7) berbunyi Sh*u
"Kepala Rutan demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis

m asa penah an an atau perpanj an gan penahan anny a.

Penempatan pelanggar hukum di Rumah Tahanan Negara yang dikelola

oleh Depariemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah merupakan

pemisahan fungsi, yaitu antara fungsi yang bertanggung jawab secara

yuridis dengan fungsi yang bertanggung jawab secara fisik. Hal ini

pada hakekatnya merupakan upaya negara agar fungsi checks and

bal.ance,s antara penegak hukum dapat terlaksana sehingga hak asasi

pelanggar hukum dapat dilindungi secara optimal"

Salah satu program nyata dari sembilan janji Presiden Jokowi kepada

rakyat lndonesia yaitu "meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji

dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri secara bertahap selama limu

tahun. Program renumerasi PNS akan dituntaskan di tingkat pusat dtn

diperluas sampai di daerah."8S

Adapun permasalahan yang dihadapi di Rumah Tahanan Negara antaru

lain masih tingginya pelanggaran disiplin dan lemahnya sistcm

pengawasan, baik internal, eksternal maupun pengawasan masyarakut

irlniltth jttnji .htkttuti-.lK .iiku mL,,ton!: pilprts 20ly'' Ilisrris, t'tlisi
Itll1,.//srrr;rlr:tyit.bistlis.t'ttttt/rt'lrrl/.l0 l4ll7O\lt)'ll'l.t / lr)/ttttl;rlr ') lrrtrlt

I .lrrli 2014, rlllnttt
ul:un:l j()l\r)\\i
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dan sistem pertanggung jawaban publik yang berakibat masih tingginya
tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan

Nepostisme (KKN), gratifikasi dan pungli. Masih rendahnya kinerja
sumberdaya aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan

ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik
(Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2005 Bab 13 point A).
Sehunbungan dengan hal tersebut diatas pandangan masyarakat dapat

dilihat di dalam media massa, tentang kinerja Rumah Tahanan Negara
khususnya Rumah Tahanan yang menjadi tempat penelitian ini hingga
saat ini menunjukkan penilaian yang kurang baik. Hal ini tercermin dari
banyak kasus yang menurut masyarakat awam sangat mustahil terjadi
di Rumah Tahanan Negara. Kasus kaburnya tahanan, percobaan
pelarian, perkelahian antar narapidana, kasus maraknya penyelundupan

dan peredaran narkoba olch narapidana dan oknum petugas Rumah
Tahanan yang tidak dimcrrgerti mengapa sampai terjadi.
Masyarakat menganggap bahwa hal itu diakibatkan oleh lemahnya
sistem pengamanan di Runrah Tahanan Negara. Anehnya semua

tudingan tersebut, hampir ticlak pernah mendapat penjelasan dari pihak
yang berwenang. Seolah-olah hal tersebut seluruhnya benar. Padahai

masyarakat perlu dikasih tahu bahwa masalah fundamental yang
dihadapi Rumah Tahanan Negana bukan hanya sekedar lemahnya
pengamanan, akan tetapi menyangkut kurangnya sumber daya manusia,
pola yang diciptakan olel-r struktur sosial yang terjadi di setiap institusi
yang mengurus orang-orang yang kebebasannya dikurangi.
Kalau kita lihat kehicltrpan sosial di dalam R.utan selalu terjadi tukar
menukar kepentingan an(ara yang dijaga dengan penjaga. Penghuni
Rutan adalah orang-orang yang dihilangkan hak kebebasan

bergeraknya, dan oleh karena itu ia akan rnengalami kesakitan-
kesakitan. Kesakitan-kesakitan tersebut menurut teori Penologi
diakibatkan oleh pemberian derita secara sadar oleh negara melalui
pemberian tindakan kehilangan kebebasan bergeraknya.8e Pada

hakekatnya tindakan tersebut merupakan pembatasan bagi seseorang
untuk memenuhi kebutuhannya yang fitrah sebagai manusia. Oleh

n"soed.iono Dirjosisworo, 1984, Se.jurah tlern Azus-uztr:s Panologi (l't,ntct:;.lrtrttktttttrt),
Ilandung: Arrnico.
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sebab itu menurut Gresham M.Sykes bahwa pemenjaraan dapat

menimbulkan berbagai penderitaan bagi yang bersangkutan. Karena

menyebabkan seseorang kehilangan rasa aman (/oss of security)'

kehilangan kebebasan (loss of authority), kehilangan akan pelayanan

(/o.ss of goods and services), kehilangan relasi seksual (/oss of
he ter o s ent al r el at i ons h iP).eo

penghukuman yang berbentuk derita dari negara tersebut, sekilas

terlihat sebagai sesuatu yang wajar. Secara rasionai hal itu dianggap

sebagai sesuatu yang layak diterima, karena yang bersangkutan telah

melakukan sesuatu yang telah merugikan masyarakat' Namun, dibalik

itu, tersirnpan suatu pola perilaku yang "disfungsional". Karena secara

fitrah dasr secara bertahap yang bersangkutan melakukan penyesuaian-

penyesuaian untuk menghilangkan penderitaan tersebut. Karena itu

akan selalu ada upaya-upaya dari yang bersangkutan untuk mengatasi

penderitaaannya. Dalam Sosiologi proses diatas disebut siklus proses

sosial yang dimulai dari keadaan integrasi-konflik-akomodasi-

kerjasama-i;rtegrasi. Maka pola perilaku penghuni Rutan yang

menyimpang rnisalnya pelarian, perkelahian, perilaku homoseksual'

penyelundupan narkoba dan pemakaian narkoba adalah merupakan

dampak dari adanya kebutuhan-kebutuhan individual yang harus

disalurkan pemenuhannya dengan situasi dan kondisi Rutan yang tidak

menyediakan kebutuhannya. Dengan demikian, maka dapat dikatakan

bahwa seluruh fenomena tersebut muncul karena kebutuhan sistem

dalam rangka mempertahankan integrasinya. Diperkirakan kalau hal

tersebut diupayakan untuk dihilangkan, apalagi dengan upaya-upaya

represif, maka akan menimbulkan berbagai dampak baik secara

psikologis maupun secara sosiologis antara lain berupa penyimpangan

perilaku yang disfungsional terhadap tujuan sistem'

Untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak cukup dilakukan secara

tambal sulam, apalagi dengan kebijakan yang bersifat responsif belaka.

Hal ini hanya akan mengatasi fenomenanya saja. Bukan mengatasi inti

masalah yang sesungguhnya. Sebagai contoh kebijakan responsif

bahwa peredaran narkoba di dalam Rutan Kelas I Palembang dapat

tliselesaikan melalui peningkatan pengawasan. Dengan cara agar tidak

",,(;rcshanr M. Sykcs, 20(17, A Stutly o./'u Muximttm lir,r'uril.v l't'i:;rtrt,l)rincctorl.
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ada lagi peluang orang-orang untuk menyelundupkan narkoba tersebut

ke dalam Rutan. Namun, banyak orang yang lupa bahwa sifat orang
yang sudah ketergantungan dengan sesuatu, akan berusaha sekuat

tenaga agar kebutuhannya tersebut selalu dapat dipenuhi. Demikian
pula bagi pecandu narkoba didalam Rutan, ia akan berusaha agar dapat

memperoleh barang tersebut. Kalau sudah demikian maka akan berlaku
hukum "supply and demand" yang rnenurut sosiolog Smelser, variabel
ini selalu merupakan variabel yang mernpengaruhi (independent

variable). Dalam hukum ekonomi dinyatakan bahwa 'Jika supply
menurun maka demand akan meningkat." Di Rutan tempat penelitian
ini ditemukan, jika '"supply" narkoba menurun karena peredarannya

mendapat pengawasan ketat dari petugas, maka penawaran akan

meningkat. Jika kebutuhan meningkat sedangkan narkoba yang
dibutuhkan tidak ada, maka yang terjadi adalah meningkatnya harga

narkoba tersebut. Kalau demikian halnya maka yang akan terjadi
adalah terciptanya keadaan dimana menggoda oknum "petugas" yang

kurang bermoral. Oknum petugas tergoda untuk meraih keuntungan
yang lebih besar, dan melacurkan diri menjdi kurir dan atau bahkan
melakukan penjualan narkoba ke dalam Rutan.

Dengan kondisi tersebut diatas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa
semakin ketat pengawasan peredaran narkoba di Rutan, maka akan
semakin langka narkoba yang dibutuhkan. Karena narkoba tersebut
langka sedangkan keberadaannya sangat dibutuhkan, maka narkoba
tersebut mempunyai nilai yang tinggi (mahal). Jika narkoba semakin

mahal, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Jika
keuntungan semakin besar, maka banyak orang yang tergiur untuk
o'terjun" ikut berbisnis narkoba baik sebagai kurir, pengedar maupun
bandar. Walaupun hal tersebut diancam dengan "sanksi" hukuman
disiplin yang paling berat. Apalagi kalau hanya dihukum ringan seperti
kasus oknum petugas F dan H. Untuk itu diperlukan cara yang tepat
terhadap narapida narkoba. Narapidana narkoba harus dipisahkan
sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Narapidana narkoba harus

dipisahkan menjadi tiga kelompok yaitu pemakai, pengedar/kurir dan

bandar. Ketiga kelompok ini tidak boleh diperkerjakan di dalam Lapas

atau Rutan. Karena dapat menambah maraknya peredaran narkoba di

dalam Rutan. Secara berkala mereka harus diperiksa air seni, ramhut
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dan darah untuk memastikan apakah masih memakai atau tidak'

Bilamana terbukti mereka masih memakai narkoba harus diproscs

sesuai peraturan Yang berlaku-

Fenomena diatas berlaku pula terhadap hal lain seperti penganiayaan

terjadi di Rutan Klas I Palembang yang menimpa tahanan titipan

kejaksaan yang terjadi pada tanggal 3 Pebruari 2015 lebih kurang jam

18:16 Wib dilakukan oleh oknum narapidana A, kepala kamar

penghuni blok 82 terhadap narapidana AH penghuni blok 82 juga'

setelah kejadian, korban telah berobat ke klinik Kesehatan Rutan

keesokan harinya. Lalu diperiksa olah dokter M. Hal ini telah

dilaporkan dokter yang menangani korban tersebut kepada petugas

yang bertanggung jawab tapi tidak ada tindakan yang dilakukan

terhadap si pelaku sampai ditulis artikel ini. Kasus lain terjadi pada

bulan Desember 2ol4 terhadap salah satu Tamping keamanan

(narapidana yang diperbantukan untuk keamanan) yang tinggal di Blok

A2. Tamping keamanan disiram air panas dan dipukul dengan selang

oleh salah satu Tahanan yang tinggal di Kamar A2 juga, tapi bukan

Tamping. Anehnya yang menyiram dengan air panas dan memukul

dengan selang tetap tinggal di blok yang sama' Hanya di hukum satu

hari satu malam dikamar straf. Si pelaku tinggal di kamar khusus untuk

Tamping sedangkan dia bukan Tamping yang sehari-harinya lalu lalang

bebas seperti Tamping. si pelaku juga telah beberapa kali terlibat

pemukulan terhadap narapidana lainnya' Sedangkan korban malah

aipi.,a*,run ke Blok bukan tempat Tamping. Bagi petugas yang tidak

bermoral clan bertanggung jaw.ab hal tersebut didiamkan saja seolah-

olah tidak ada peristiwa penganiayaan/pidana. Semuanya itu bisu

terjadi karena merupakan komoditi yang bisa diperjual belikan

sehingga lemahnya penegakan hukum di Rutan'

Ferromena lainnya ada Kepala Kamar Blok A1, dan juga oknunt

Tamping dapur berinisial R bertingkah laku seperti raja kecil. Karentt

dia merasa kepala Tamping dapur kehidupannya minta dilayani olclr

Tamping dapur lainnya seperti minta dicucikan pakaian, disiapknrr

peralalan makan, clisiapkan makanan, dibersihkan tempat tidur, mintrt

cliscdiakan air untuk mancli. Kalau mandi seluruh tempat air dikotori

clcrrgirlr sabun. Selairr itr-r Il tirp htri mcniual bahan maknrran nrilik

nctluril scpcrti trcrits, tclttr, dagittg, tctnpc, silytlr lni.tyur' rnittyak g()retly.
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dan barang lainya yang ada didapur. Karena perebutan kekuasaan
dengan kroninya, R dilaporkan oleh ajudannya sendiri (Tampiing yang
ikut menjual bahan-bahan mentah makanan dan lauk pauk masak)
kepada Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan. Langsung
diambil tindakan R dipecat dari kepala Tamping dapur. Namun, R
hanya pindah ke Blok A 5 tempat tinggal Tarnping Masjid, kesehatan,
dan register tinggal. Seharusnya dikembalikan ke Blok C tempat
tinggal dia dahulu sebagai narapidana biasa. Terhadap kasus ini telah
dilakukan penegakan hukum oleh petugas, namun, rnasih setengah hati.
Untuk mengatasi sernua persoalan yang bersifat "struktural" tersebut
telah dilaksanakan program pemotivasian yang "powerful" melalui
program o'reward and punishtnent" di Rutan tempat penelitian terutarna
terhadap pegawai yang datang terlambat dan tidak masuk, tetapi belum
menyentuh terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran seperti
oknum pegawai yang memakai narkoba dan atau yang rnenjadi kurir
narkoba. Sehingga belum sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian
hukuman yang efektif di Rumah Tahzrnan Negara. Dalam pemberian
hukuman yang ideal dinyatakan bahwa hukuman akan efektif apabila
mengikuti prinsip o'tungku panas." Artirrya barang siapa yang mendekat
tungktr panas tersebut akan segera rnerasakan panas, makin dekat orang
tersebut dengan tungku pana.s, rnaka scrnakin panets yang dia rasakan.
Demikian pula dengan petugas yang melanggar peraturan, maka harus
segera dapat merasakan akibatnya (sanksinya). I(elemahan yan1 ter.jadi
di Rutan bahwa proses penjatuhan hukuman di kalar-rgan pegawai Rutan
dirasakan sangat lama, sehingga pen"jatuhan kurang efektif dan
konsisten.
Upaya lain yang telah dilakukan terhadap pegawai Rutan merupakan
pegawai dengan keahlian. Untuk itu clibuatlah kode etik pegawai
pemasyarakatan dalam hal ini meliputi pegawai Rutan unfuk
membangun kepercayaan masyarakat bagi pelaksanaan tugas insan
pemasyarakatan. Sebagai bagian etika sosial untuk para pegawai Rutan
dan sipir penjara seluruh Indonesia yang telah menjadi Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik fndonesia Nomor
M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2Oll. Namun, Pada kenyataannya masih
ada oknum pegawai Rutan ditempa penelitian berprilakr: menyimpung
dari yang tcrtuanll tlirlam krxlc ctik sepcrti mongucnpkan kata-kirla
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terhadap petugas jaga yang melakukan apel tiga kali sehari maupun
terhadap petugas jaga malam hari yang meminta uang ewes-ewes.
Permasalahan yang lain terjadi di Rutan tempat penelitian karena
"overkapsitas" dan pendekatan keamanan yang digunakan. Dalam
peraturan penghuni dilarang membawa uang ke dalam penjara. Setiap
uang dititipkan ke register D. Namun, penghuni lebih suka nterir-na

uang dari luar penjara berbentuk pulsa telepon. Didalarn Rutan pulsa
tersebut dijual ke scsarna narapidana. Ada juga oknurn pegawai yang
berfungsi sebagai "kapal selam" menerima kiriman uang untuk
narapidana melalr-ri rcl<cning banknya. Sebagai irnbalan si oknunr
petugas rnendapat imbalan lcbih kr-rrang 3A o/o dari jumlah uang
tersebut. Penyirnpangan lairr yaitu adanya oknum petugas yang
meminta-minta rokok kepada narapidana, lalu rokok tersebut dijual
kembali kepada narapidana lainnya. Selanjutnya, ada juga oknum
petugas yang minta-minta kepada 'l'amping atau narapidana berupa
uang, makanan bahkan dan lain-lain dcngan tanpa malu-malu. Ka-rena
narapidana dalam kedudukan terpaksa, nlru tirlakr mau terpaksa
rnemenuhi permintaan oknum pegaw,ai [{utiln.
Pennasalah;ln lain yang ter.jadi di Rutarr tempirt penelitian adalah
perilaku "sirnpan voi-lis" (vonis adalah surat pul.usan hakirn) aclalah
kerjasama antilra tahanan atau narapidana r.lcrrgiln pfltLtga:t pcnlal"*
(umunrnya petugas r:egisler/registrasi), agrrr vonis tidak rtiberikan
kepada tr iirak 1.r:lnhaqa Perursyarakatanil-np;-rs. llnl ini ciima]<surikan
fr,gar su{,,ily?t t i terpidana tiri;tk dip.inciaiak ar'r :;i.;rtt-rsl'ryil rnenlaeJi

narapidana di [-apas. Karona acla kemungkinan apabila {1}rqjraii
narapidana akan clipinclahkan ke l-apas yilng lokasinya lebih .iauh
maupun konclisinya lebih truruk dari R.umah Tairanan Negara tempat
penelitian. LJntuk menghindari kernungkinan itu, maka si narapidalla
trerusaha sekuat tenaga (sudah tentu dengan bavaran yang cukup besar)
agar ia tetap mernpunyai status sebagai tahanan di Rutan. Rupanya
setiap tahanan yang sudah merasa'omapan" dalarn suatu situasi (karerra
mungkin dalam situasi dia telah menikrnati keuntungan secaril
finansial). Seperti menjadi kepala dapur, kepala kamar atau menempati
sel-sel yang nyaman, akan berpikir seribu kali untuk rnencrirrx.r
penrbahan dalam situasi dan kondisi yang lain. Kanrar-ktrnrar yang
nyaman dan mempunyai nilai di Rlrtan tempat pcnclitian yailu Klrrnrrr'

kotor, kata kasar, menjadi pemakai narkoba' kurir narkoba dart

melakukan pungutan liar' Penegakan hukum di Rutan telalr

dicanangkan oleh Kepala Rutan' Salah satunya memberantas pungutart

liar yang telah terjadi dilingkungan Rutan semenjak yang bersangkutart

menjabat pada tanggal 29 Mei 2012' Memberantas korupsi di Rutan

lrtrkanlahhaiyangmrrdah.Pemberantasantelah,jilakukanyaittr
meniadakan p,rng.rrrm liar bagi kurijungan ke Rr:tan telah berhasil

tiengan haik" Kalau sebelum yang bersangkutan menjadi Kepala Rutan

setiap tamu .vang berkunjung ke narapidana dipungut bayaran' Setelah

rnenjadi Kepala [f utan, pungutan tersebut ditiadakan. Disamping itu,

nlulai .Tai,ru;lr-i 2015, sisa hasil usaha koperasi dibagikan kepada setiap

anggota koperasi. Satu pungutan telah berhasil diberantas' namun'

masih barryak lagi pungutan-pungutan yang berurat berakar yang

terjadidiRutanternpatpenelitiansejakdahulu.Sebagaicontohapabila
,"orurlg narapidana menerima kunjungan' narapidana tersebut harus

menyiapkan uang pungutan liar minimal Rp50'000 (liputuh ribu

rupiah). Narapidana tersebut harus memberi uang pungli kepada kepala

kamar)/arlgn,DtabenenyasesalnanarapidanaberkisarRpl0.000hingga
Rp50.000. Memberi pembawa surat panggilan kunjungan berkisar

Rp5.000hinggattpto.ooo.Untukmelaluipintukamarharusmemberi
uang berkisar Rp10.000 hingga Rp20'000' Kemudian melalui pintu

keluar blok hams memberi uang berkisar lebih kurang Rp20'000

kepada oknum petugas. Terakhir, memberi uang kepada oknum petugas

pintu penjagaan berikutnya sejumlah Rp20'000' Hal ini sangal

memberatkan narapidana' Pungutan-pungutan ini masih berlangsung

hinggahasilpenelitianiniditulis.Kemu<liandiRutantempatpenelitian
dilakukanapelkamar3Kaliseharipagijam0T:00hinggajam08.0()
pagi petugas meminta uang apel setiap kamar Rp10'000' Begitupun

apel tengah hari dari jam 11:00 hingga jam 12:00 dan apel sore dari

jarnlT:00hinggajaml8:00sore'Terhadapkamartertentumalamhari
petugas penjagaan minta uang ewes-ewes (angin-angin) Rp10'0(X)

hiugga If p20.000 setiap kamarnya' Hal ini masih luput dari pengawasilrr

Kcpllrr llr.rlltrr dan tnasih herlangsung tcr.fadi' Usaha untuk membasttti

prrrrl-,.rrllrrr liilr lcrschtrt tclflh tlililkrrkarr olch Kcpala ltutan dengirn carit

rtrerryilrPl<irrr rtrilkilnitn pilgi lcrhatlap pctrrgas.iitgit ntrtllti lltrlan 'lttt.lttitti

.,o I 5, N:rr|lun, lrclrrrrr ;rrllr tirrrlirklttl ltllttt pcrrcrlihitn ylrrrg. tlililkrtkirtl
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di blok D yang isinya adayanghanya untuk satu atau dua orang. Sudah

barang tentu untuk masuk atau pindah ke kamar-kamar di blok D harus

mebayar dengan bayaran yang tinggi (dikenal dengan sel "istimewa").

Pada hakekatnya setiap orang yang masuk penjara akan mengalami

berbaagai ketakutan dan kecemasan ketika ia "dipaksa" untuk

berkumpul dan berinteraksi dengan orang-orang yang ia tidak kenal

sebelumnya. Apalagi sebagian besar orang-orang itu mempunyai

predikat sebagai penjahat. Narapidana yang bersangkutan terpaksa

harus menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang tidak pernah ia

bayangkan, dengan demikian ia juga mengeluarkan biaya yang tidak

sedikit. Dari pada ia harus mengeluarkan biaya lagi dengan situasi yang

belum tenfir ia dapat kendalikan dan juga situasi "kemapanan" yang

sedang ia miliki. Ia juga harus menyesuaikan diri kembali ke

lingkungan yang baru. Hal ini akan dapat menimbulkan ketakutan dan

kecemasan yang baru, maka ia berpikir lebih baik mengeluarkan biaya

agar surat vonisnya tidak dikirim ke Lapas. Dengan demikian dia

terlepas dipindahkan ke tempat yang baru.

Penyelundupan barang-barang terlarang di Rutan tempat penelitian

masih berlangsung seperti narkoba. Jenis narkoba yang umum beredar

di Rutan adalah sabu-sabu, pil ineks dan ganja. Biasanya barang

terlarang ini diselundupkan baik melalui oknum pegawai maupun dari

oknum Tamping yang bertugas di Rutan. Karena dari dua pintu ini

barang terlarang bisa masuk. Peredaran narkobapun melalui dua jenis

oknum yaitu tamping dan oknum pegawai. Ada salah seorang Tamping

yang berinisial AA menjadi penyimpan dan pengedar Bong Pirek (alat

untuk menggunakan sabu-sabu). Untuk peredaran narkoba di malam

hari biasanya dilakukan oleh Tamping air dan oknum petugas penjaga

malam. Apabila dikaji dari persepktif penegakan hukum tindak pidana

yang dilakukan oknum pegawai dan oknum Tamping dalam hal

pcredaran narkoba di Rutan sangatlah bertentangan dengan penegakan

hukum karena aka memberi gambaran yang buruk terhadap Rutan.

l)isarnpirrg dapat membuat narapidana yang tidak mengenal narkoba

rrre:rr.iirrli pcnggunzr narkoba. Pengguna narkoba meningkat menjadi

krrrir rurrkobir rlan kurir narkoba men-iardi bandar narkoba. Pengguna

rr:rrkoh:r tli l(utltr scrnakitt rtrcningkat dari hari ke hari. []ahkan dari

Irirsrl lt.nrrrirn tlilirlxrrrl,,irn rruryorilrrs rrirrapitlatta ttarkoba aclalah rcsic'livis.
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Untuk mengatasi penyelundupan dan peredaran narkoba di Rutan

sebaiknya membersihkan atau memberhentikan oknum petugas yang

terlibat dalam peredaran narkoba baik sebagai pemakai, kurir maupun
pendukung bandar narkoba. Begitu juga terhadap oknum 'farnping

jangan dari terpidana pemakai, kurir maupun bandar narkoba, apalagi
residivis narkoba. Perlunya gebrakan dari Kepala Rutan untuk
melakukan razia narkoba dan tes urine secara rutin terhadap pcgawai

Rutan dan Tamping Rutan untuk menghindari peredaran narkoba dan

penggunaan narkoba cli Rumah Tahanan Negara ditempat penelitian.

Tindakan jangka mcncngah ytrrrg hanrs dilakukan oleh Kepala Rutarr

yaitu menertibkan okrrum pegawai dan pejabat dilingkungan Rutan
yang membiarkan masuknya clarr beredarnya narkoba kedalam Rutan.
Sedangkan tindakan jangka panjang rnemisahkan penghuni terpidana
narkoba sesuai denghn umur, clan jcnis hukumannya seperti pemakai
pemula, pemakai r.lidiris, kurir, pengedar, dan bandar. Terpiclana
pemakai pemula sebAiknya direhabilitasi sedangkan pemakai residivis
dan kategori lainnya harus diawasi secara ketat sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Apabila mereka menlkonsumsi narkoba harus diproses
secara hukum sehingga hukumannya bertarnbah.
Dampak dari peredaran narkoba di Rutan menyebabkan terjadinya
perkelahian antar narapidana. Sebagai contoh pada tanggal bulan Maret
2015 terjadi beberapa kali perkeiahian dan penusukan dikarenakan
yang ditusuk terlibat hutang karena narkoba. Begitu juga terjadinya
pelarian yang dilakukan oleh narapidana penghuni blok Bl0, karena
terlilit hutang narkoba. Pihak Rutan telah rnengantisipasi untuk
membasmi peredaran narkoba, agar supaya tidak terjadi perkelahian,
pelarian dan penusukan di Rutan. Tindakan yang dilakukan oleh
Kepala Rutan dengan mentransfer narapidana yang bermasalah ke
berbagai Lapas adalah tindakan yang patut diacungi jempol. Pada
bulan Maret 2015 di tranfer narapidana yang bermasalah dan yang
membikin masalah. Narailidana yang di transfer ke Lapas Klas II
Muara Enim, Lapas Klas II Tanjung Raja dan Lapas dan Lapas Kelas I
Palembang antara lain:
l. narapidana yang mengendalikan narkoba;
2- narapidana terlibat penusukan;

3. narapidana yang melarikan diri dan tertangkap;
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Tahun 2012, alokasi pembangunannya sebagian besar bukan untuk blok
hunian, tapi untuk tembok keliling, sarana lingkungan, dapur, dan
kantor (Republika l4 Agustus, 2014).
Disamping itu, fakta yang tak bisa dipungkiri, laju peningkatan
penghuni yang masuk tidak berbanding dengan penghuni yang bebas.
Dalam kurun waktu dua setengah tahun (31 Desember 201 I s/d l7 Juli
2014) penambaharr jurnlah tahanan dan narapidana rlencapai angka

31.018 orang. Yang tcrsisa clari selisih angka yang masuk dengan yang
keluar inilah yang saat irri nrcmenuhi isi l-apas/R.utan. Selisih Angka ini
menjadi "lonjakan pcnghuni" di dalam Lapas/Rutan.
Dari lonjakan penghuni ini sangat dipengaruhi dengan besarnya vonis
yang dijatuhkan hakim kepada terpidana. Sistem Database

Pemasyarakatan menyebutkan periode dua tahun terakhir
kecenderungan hakim menjatuhkan pidana diatas 2 tahun, menunjukan
angka yang cukup tinggi. Setiap tahun setidaknya ada sekitar 25 ribu
terpidana baru dengan vonis diatas 2 tahun. Dan mereka akan
menunggrl selama bertahun-tahun di dalarn lapas. menunggu saatnya
dibebaskan. Kedua, makin tinggi jumlah Rutarr/[,apas adalah tidak
terlepas dari pandangan masyarakat bahwa bentr:k hukuman harus
menimbulkan efek jera/menakutkan (deterence). Pandangan
masyarakat ini rnenjadi f-aktor penekan bagi aparat penegak hukurn
(Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) untuk menggunakan proses
penahanan/pemenjaraan dalam menangani pelaku tindak pidana.
Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim cenderung mengenakan tahanan
Rutan terhadap pelaku tindak pidana daripada menekankan tahanan
kota atau tahanan rumah seperti yang diatur dalam pasal 22 Undang-
undang nomor B Tahun l98l Tentang Hukum Acara Pidana.
Hakimpun, kadang kala "terpaksa" memberikan penjatuhan putusan
hukuman penjara, walaupun terhadap kejahatan "minor" (the first
offender) atau yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa. Karena
sekedar untuk disesuaikan dengan lamanya masa penahanan.
Disamping itu, pada umumnya Hakim cenderung untuk tidak
menggunakan bentuk penghukuman non penjara (pidana bersyarat)
sebagai altematif penghukuman. Padahal pidana bersyarat ini telah
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUI-|P)
pasal 14 terutama yang menyangkut tindak pidana yang masilr clalanr

4. naraPidana hukuman mati;

5. seumur hidup yang memotong besi pintu sel' dan;

6. naraPidana hukuman 14 tahun'

Hal ini disebabkan oleh dua faktor yang ada di Rutan adalah

"overkapasitas". Kapasitas Rutan Klas I Palembang adalah untuk 750

orang, sedangkan penghuni yang ada sebanyak 1224 penghuni' jadi

kelebihan4T4orangdarikapasitasyangtersediaataul63Yodan
kapasitas. Pertama, dikarenakan program pembangunan Rumah

Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan sedang dilakukan di

lndonesia. Namun, program pembangunan Rutan dan lapas tidak

sebanding dengan jumlah pertumbuhan penghuni Rutan' Tingkat

kemajuan pembangunan Rutan/Lapas hanya g.lo/o, sedangkan tingkat

pertambahan penghuni 63o/o.lJpaya penanggulangan "overkapasitas"

i".,gu, penambahan daya tampung terus dilakukan' Ditjen PAS telah

menyatakanbahwasejaktahun20l0pemerintahtelahmengalokasikan
anggaran yang sangat besar untuk pembangunan lapas dan

rutan.Demikian juga Program Aksi Perbaikan Lapas (Prison Reform)

yangdenganseriusdikawallangsungolehWakilPresidenBoediono
,"tu.urrg Jusuf Kalla. Program yang tercetus setelah kejadian 'Tanjung

Gusta' merekomendasikan upaya penanggulangan over kapasitas lapas

dan rutan dengan menambah kapasitas hunian'

Begitu seriusnya pemerintah memperbaiki kondisi Lapas/Rutan'

sehingga Prison Reform ini mendapat suntikan anggaran sebesar satu

triliun rupiah. Sebagian dari dana itu dipergunakan untuk membangun

Lapas/Rutan. Dari dana itu, sejak 2010 Kemenkumham telah

membangun 31 Unit Pelaksana Teknis baru dan 66 pembangunan

lanjutan. Namun, sedemikian besar biaya yang digulirkan belum

rnampu menambah lingkup hunian secara signifikan' Jumlah anggaran

yang turun untuk membangun ruang hunian belum sebanding dengan

banyaknya penghuni yang terus bertambah' Dari total anggaran yang

clikucurkan selama 4 tahun yang mencapai angka Rp l'5 triliun hanya

rnarnpu menambah kapasitas hunian sebanyak 8'157'

.langrrrr lrcrtrn mengapa bisa terjadi seperti itu' Untuk membangun lapas

tlilrr rrrt;rn lidak sckcclar mcndirikan blok hunian tetapi juga harus

rliscrliri tlcngltn silrllnil pcndukung lainnyir' C-'ontohnya saia mengapa di

trrlrrrrr J01.2, rrrrp.girrirn ltp. ()tt,54 rriliitr ltitnyit nlcnamhalr 790 lrtrrrian'
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Salah satu akar permasalahan yang paling dominan adanya
pelarian, perkelahian, keributan, kekerasan dan pencurian bahan
makanan yang dilakukan penghuni, tamping-tamping maupun tamping
dapur karena didorong kebutuhan ingin mengkonsumsi narkotika.

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana dan penyimpangan-
penyimpangan dalam "kr"rarlitas tertentll" termasuk proscs akomodasi
adalah merupakan sesuzrtu yang Iungsional terhaclap situasi clan kondisi
aman di dalam Rutan, walaupun tidak rnustnhil hal itu dapat

menimbulkan ketidakstahilan. Masih ditcrnui tcrpiclana/pcrrghuni I{utan
merupakan korban malia pcradilan atiru korhan dari proscs sistcnr
peradilan yang tidak adil dan mcnriluk. Schinggu nrenycbubkan
terjadinya "over kapasitas" dan sudalr barang tcntu rrrcnghamburkan
uang negara secara cunra-cuma.

Untuk itu disarankan penegakan hukurn sccaril komprchensil'
dan konsisten di Rumah Tahanan Negara. Sistern p(:nguwilsi.ur mclekat
harus dilaksanakan secara tegas, konsekwen dan l<onsistcn terutama
terhadap oknum pegawai tidak berrnoral, melanggar pcrilturan dan kode
etik, lalai, terlibat dalam pemerasan, pembiaran, pemasukan,

pengedaran dan pemakaian narkoba di Rumah Tahanan Ncgara. Begitu
juga terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam Rutan harus diproses
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pencgakan hr,rkum

dilaksanakan. Perlunya pemeriksaan bebas narkoba dan kesehatan

secara rurtin terhadap pegawai, Tarnping dan penghuni Rutan. Terhadap
oknum pegawzri yang terlibat narkoba diberi sanksi yang berat seperti
diberhentikan dan diproses secara hukurn. Sedangkan bagi Tamping
terlibat narkoba diberhentikan dari Tamping dan diproses secara
pidana. Begitu juga terhadap penghuni Rutan lainnya. Untuk
mengurangi permasalahan 'ooverkapasitas", perlu dilakukan
pembangunan Rutan dan Lapas dan pengrekrutan pegawai Rutanllapas
yang bermoral dan melaksanakan etika, memahami dan melaksanakan
fungsinya sebagai pegawai Rutan/Lapas. Selanjutnya terhadap
narapidana yang dihukum dibawah setengah tahun dan atau ancaman

hukuman dibawah satu tahun agar dihukum dengan hukuman tahanan
rumah atau tahanan kota.

katagori "ringan" (ancaman pidana dibawah satu tahun dan atau

hukurnan dibawah setengah tahun). Rendahnya pemberian program

lepas bersyarat atau p'o!'u- cuti menjelang bebas bagi narapidana

yang sudah memenuhi syarat yang diatur dalam KUHP pasal 15 juga

rnenjadisalahsatupenyebabrnakinrnembengkaknyajumlahperrghuni
Rutan. Disamping itu masih adanya korban mafia peradilan' dimana

seseorsng yang seharusnya tidak perlu dihukum kurungan' karena yang

bersangkritan tidak mempunyai kekuasaan dan uang' lalu dikirinl hakim

ke R.umah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan' Seharusnya hakirn harus

melihat dengan mata hati, mana orang yang berbahaya dan mana orang

yang tidak perlu dimasukkan ke Rumah Tahanan/Lembaga

Pemasyaiakatan.

F. Kesimpulan dan Saran
Dapat disimpulkan bahwa tugas penegakan hukum di Rutan

Kelas 1 Palernbang aclalah tugas yang tidak ringan' namun sangat

mulia. Rumah Tahanan Kelas I Palembang suatu organisasi daiam

kiner.janya n']empunyai tingkat kesulitan yang tinggi' Oleh karena itu

pendekatan keilmuan memeglang peranan yang sangat penting'

mengingat berbagai f-enomena clan permasalahan yang dihadapi sangat

komplek, sehingga memerlukan analisa rasional' objektil dan

konprehensif. Penegakan hukum di Rumah Tahanan Negara bertujuan

untuk memtrerantas terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan

pelanggaran hukum yang terjadi di Rutan Kelas I Palernbang' Tindak

pidana-dan penyimpangan yang terjacii sangat berkaitan dengan upaya

penghuninya,r.n-,e,,uhi segala kebutuhannya' yang meliputi kebutuhan

tisik (pangan dan sekunder) dan psikis (rasa aman' harga diri) dan lain-

lain. Penyirnpangan prilaku dan pelanggaran hukum lebih diakibatkan

untukpenyalurankebutuhantersebut.Semakinsulitaksesyangdimiliki
olchpcnghuniuntukmemenuhiberbagaikebutul'rannya'makasemakin
..kttitt.,prrlirkeirrginanpenghuniuntukmemenuhikebutrrhannya.Dalanr

l(Cil(lltirn<lcrrrikianmakaakanberlakulrukttm..pennintaanda,n
l)cnirwilriul." clinrana variabr: I yang mempengartthi (dependent

r,;rr.iirhlt.s) tcrl)irtlirlt p0lil hubungan antar sesama penghuni Rrttan clart

Itrtlrttttl',;ttt illllilril Jlcttglrrrrri l{trtatt clittt pctttgas Rutan'
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